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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas anugerah, petunjuk, dan
kesempatan yang diberikan sehingga buku Manajemen Pemasaran
Syariah Kontemporer: Integrasi Magashid Syari’ah, Strategi, Teori
dan Praktik dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam
semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW,
keluarga, sahabat, serta seluruh umat Islam yang istigamah
menjalankan ajaran beliau hingga akhir zaman. Pemasaran
merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang tidak dapat dipisahkan
dari kehidupan masyarakat modern. Dalam pandangan Islam,
kegiatan pemasaran bukan sekadar upaya mempertukarkan barang
dan jasa demi memperoleh keuntungan material, melainkan juga
merupakan bagian dari muamalah yang harus dilandasi oleh nilai-
nilai kejujuran, keadilan, dan keberkahan sebagaimana diajarkan
dalam prinsip-prinsip syariah. Ketentuan pemasaran syariah
menuntut produk yang halal dan thayyib serta strategi yang ditopang
oleh manajemen yang baik, sehingga menjadi pedoman bagi para
pelaku usaha, baik yang tumbuh atas prakarsa masyarakat maupun
yang dibina oleh lembaga pendidikan dan pemerintah.

Buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari konsep dasar
ekonomi syariah sebagai fondasi berpikir, landasan filosofis dan
prinsip pemasaran dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis,
manajemen pemasaran syariah beserta sejarah perkembangan
pemikirannya, strategi segmentasi, targeting, dan positioning,
bauran pemasaran syariah (islamic marketing mix), branding Islami,
pemasaran digital syariah, inovasi produk halal, hingga tantangan
dan prospek manajemen pemasaran syariah di tengah arus
globalisasi. Pembahasan dilandasi oleh keteladanan Rasulullah
SAW yang shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh dalam
menjalankan setiap aktivitas muamalah, sehingga pemasaran yang
berlandaskan syariah dipahami sebagai bagian dari ibadah dan
tanggung jawab setiap pelaku usaha muslim. Dengan pendekatan



yang mengombinasikan teori, contoh kasus, dan tinjauan maqashid
syariah, buku ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa, dosen,
peneliti, praktisi, maupun para penggiat ekonomi dan pemasaran
syariah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang
telah mendukung penyusunan dan penerbitan buku ini, khususnya
keluarga atas doa dan motivasinya, serta penerbit yang telah
memfasilitasi proses penerbitan. Kami menyadari buku ini masih
memiliki kekurangan; kritik dan saran yang membangun sangat
diharapkan untuk penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga
buku ini memberikan manfaat bagi banyak pihak dan dicatat sebagai
bagian dari amal kebajikan kita.

Bungo, Agustus 2026

Penulis
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BAB I

KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH

A. DEFINISI EKONOMI SYARIAH

Ekonomi syariah merupakan pendekatan pengelolaan
kegiatan ekonomi yang menempatkan nilai ketuhanan,
keadilan, dan kemaslahatan sebagai dasar pengambilan
keputusan. Kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan
pertukaran tidak hanya dinilai dari keuntungan, tetapi juga dari
cara memperoleh serta dampaknya bagi masyarakat
(Pusvisasari et al., 2023).

1. Etimologi dan Terminologis

Secara etimologi, kata "syariah" (4=,<1) dalam bahasa
Arab berakar dari kata "syara'a" yang bermakna jalan menuju
sumber air, atau jalan lurus yang harus ditempuh. Dalam
khazanah Islam, syariah merujuk pada keseluruhan ketentuan
hukum Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan
manusia, termasuk aspek ibadah, muamalah (interaksi sosial
dan ekonomi), akhlak, serta hukum keluarga (Eldon, 2026).

Secara terminologis, ekonomi syariah dapat diartikan
sebagai ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia
yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam dengan tujuan mencapai
falah (kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat). Pusat
Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI)
ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari upaya manusia
dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk

Manajemen Pemasaran Syariah Kontemporer:... | 1



mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-
Qur'an dan Sunnah (Khoiri et al., 2023).

Ekonomi syariah sebagai suatu cabang ilmu
pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan
manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang
langka sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengekang
kebebasan  individu, menciptakan ketidakseimbangan
makroekonomi atau ekologis, atau melemahkan solidaritas
keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat (IThsan et
al., 2024).

Ekonomi syariah dalam pengertian yang lebih praktis
sebagai sistem ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai
ketuhanan  (rabbaniyah),  kemanusiaan  (insaniyah),
keseimbangan (tawazun), dan universalisme (alamiyah) dalam
setiap aspek kegiatan ekonomi, dari produksi hingga distribusi
dan konsumsi (Rayuanda&Thamrin, 2022).

2. Perbedaan dengan Ekonomi Konvensional

Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan sosial dan
mendorong pemerataan distribusi  kekayaan di tengah
masyarakat. sistem ini melarang praktik spekulasi dan
eksploitasi yang dipandang tidak etis dalam ekonomi
konvensional.nilai-nilai dalam ekonomi islam tertanam begitu
kuat sehingga pelaku ekonomi cenderung tidak menempuh
cara curang atau merugikan demi mencapai tujuan
ekonominya. berbeda dengan kapitalisme maupun sosialisme
yang kerap mengesampingkan aspek moral dan agama,
ekonomi islam justru menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai
prioritas dan pedoman utama di seluruh aktivitas
ekonominya.berlandaskan etika, ekonomi syariah
mengedepankan prinsip-prinsip moral serta berupaya
menjauhi segala praktik yang tidak etis.ekonomi islam
memiliki mekanisme yang efektif untuk mendistribusikan
pendapatan secara merata melalui zakat, infak, dan sedekah,
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yaitu penyaluran dari kelompok yang mampu kepada
kelompok yang membutuhkan. melalui instrumen ini, potensi
konflik antarkelompok dapat diminimalkan karena tumbuh
saling pengertian antara pihak yang berkecukupan dan yang
kurang beruntung. mekanisme distribusi pendapatan semacam
ini merupakan ciri khas yang tidak dimiliki oleh sistem
ekonomi konvensional. Sistem ini tetap mengakui hak
kepemilikan individu, namun dengan batasan-batasan tertentu
sesuai prinsip syariah. hal ini berangkat dari pandangan bahwa
kepemilikan hakiki sepenuhnya milik allah swt, sedangkan
manusia hanya diberi amanah untuk mengelola aset tersebut
demi kemaslahatan bersama (Khoiri et al., 2023).

Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki
perbedaan mendasar yang mencerminkan cara pandang serta
tujuan yang berlainan dalam mengatur kegiatan ekonomi.
Salah satu perbedaan yang paling menonjol terletak pada sikap
terhadap riba (bunga). Ekonomi Islam melarang riba secara
tegas karena dipandang sebagai bentuk eksploitasi yang tidak
adil, sebab satu pihak memperoleh keuntungan tanpa usaha
maupun risiko, sementara pihak lainnya justru menanggung
beban tambahan. Berbeda halnya dengan ekonomi
konvensional, di mana bunga justru menjadi unsur pokok
dalam sistem keuangan, khususnya pada sektor perbankan,
dan dikenakan pada pinjaman sebagai imbalan atas
penggunaan modal (Pusvisasari et al., 2023).

Di samping itu, ekonomi Islam juga menolak praktik
gharar atau spekulasi yang berlebihan karena dapat
menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam
kegiatan ekonomi. Ajaran Islam menghendaki agar setiap
transaksi dilaksanakan secara transparan dan jelas guna
menghindari risiko yang dapat merugikan salah satu pihak.
Sementara itu, dalam ekonomi konvensional, spekulasi kerap
dipandang sebagai bagian yang wajar dari dinamika pasar,
sehingga individu maupun perusahaan dapat mengambil risiko
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untuk memperoleh keuntungan, meskipun praktik ini
terkadang berujung pada ketidakstabilan ekonomi (Eldon,
2026).

Perbedaan penting lainnya tampak pada aspek distribusi
kekayaan. Ekonomi Islam sangat menekankan prinsip
keadilan dalam pemerataan kekayaan melalui instrumen
seperti zakat, infak, dan sedekah, yang dimaksudkan untuk
memperkecil kesenjangan sosial serta mencegah penumpukan
kekayaan pada segelintir pihak. Sebaliknya, ekonomi
konvensional cenderung menyerahkan distribusi kekayaan
sepenuhnya pada mekanisme pasar, yang tidak jarang
menimbulkan ketimpangan ekonomi yang cukup besar, di
mana kekayaan lebih terpusat pada kelompok yang memiliki
akses terhadap modal dan peluang ekonomi (Ihsan et al.,
2024).

Ekonomi Islam pada dasarnya bertujuan untuk
mewujudkan falah, yakni kesejahteraan yang bersifat
menyeluruh, mencakup dimensi material maupun spiritual,
baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena
itu, ekonomi Islam tidak semata mengejar keuntungan materi,
tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan spiritual demi
terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat
secara luas. Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional
yang lebih menitikberatkan pada upaya memaksimalkan
keuntungan dan pertumbuhan ekonomi, sering kali tanpa
memberi perhatian yang memadai terhadap dampak sosial
maupun moral dari aktivitas ekonomi yang dijalankan.

Secara umum, ekonomi Islam menawarkan pendekatan
yang lebih berpihak pada nilai kemanusiaan dan berorientasi
jangka panjang, dengan mengutamakan keadilan, etika, serta
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Setiap aktivitas
ekonomi dalam pandangan Islam harus didasarkan pada
prinsip-prinsip moral yang telah digariskan oleh syariat,
sehingga seluruh pihak yang terlibat dapat diperlakukan secara
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adil dan bermartabat. Kondisi ini berbeda dengan ekonomi
konvensional yang umumnya bersifat lebih pragmatis dan
berorientasi pada keuntungan materi, sehingga pertimbangan
moral dan etika terkadang kurang menjadi perhatian utama
dalam proses pengambilan keputusan ekonomi (Thsan et al.,
2024).

B. RUANG LINGKUP EKONOMI SYARIAH

Ruang lingkup ekonomi syariah mencakup perilaku pelaku
ekonomi, tata kelola pasar, kebijakan publik, lembaga
keuangan, dan pengembangan usaha halal. Keterkaitan
antarbidang tersebut menunjukkan bahwa prinsip syariah
dapat diterapkan dari tingkat keputusan individu sampai
pengaturan ekonomi secara makro (Yuwono, 2024).

1. Mikro Ekonomi Syariah

Mikro ekonomi syariah mempelajari perilaku ekonomi
individu dan entitas bisnis dalam mengalokasikan sumber
daya yang terbatas. Berbeda dengan mikro ekonomi
konvensional yang mendasarkan analisisnya pada asumsi
rasionalitas utilitarian yang sempit, mikro ekonomi syariah
mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam analisis
perilaku konsumen dan produsen.

Dalam analisis perilaku konsumen, mikro ekonomi
syariah mengembangkan konsep maslahah-based utility yang
berbeda dari konsep wtility dalam teori konvensional.
Konsumen Muslim tidak hanya memaksimalkan kepuasan
duniawi (utility), tetapi juga harus mempertimbangkan aspek
halal-haram, keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan,
serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan
dalam setiap keputusan konsumsi.

Pada sisi  produksi, mikro ekonomi  syariah
mengembangkan teori perusahaan yang tidak semata-mata
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berorientasi pada profit maximization, tetapi juga pada
penciptaan nilai bagi stakeholders yang lebih luas. Konsep
falah maximization menggantikan profit maximization sebagai
tujuan utama perusahaan dalam perspektif syariah. Pasar
dalam mikro ekonomi syariah juga dipandang secara berbeda.
Mekanisme pasar diakui sebagai instrumen alokasi yang
efisien, tetapi harus berjalan di atas landasan etika dan
moralitas Islam. Larangan monopoli (iAtikar), mani pulasi
harga (najash), penipuan (gharar), dan praktik-praktik tidak
fair. lainnya merupakan regulasi pasar yang melekat dalam
sistem mikro ekonomi syariah (Meutia et al., 2023).

2. Makro Ekonomi Syariah

Makro ekonomi syariah mengkaji variabel-variabel
ekonomi agregat seperti pendapatan nasional, tingkat inflasi,
tingkat pengangguran, neraca pembayaran, dan kebijakan
moneter-fiskal dari perspektif nilai-nilai Islam. Salah satu
kontribusi terpenting makro ekonomi syariah adalah dalam
bidang kebijakan moneter yang melarang sistem bunga (riba)
dan menggantinya dengan instrumen berbagi hasil (Syamsiah,
2025).

Bank sentral dalam sistem makroekonomi syariah memiliki
peran yang berbeda dibandingkan dengan bank sentral
konvensional. Selain mengelola kebijakan moneter dan
menjaga stabilitas harga, bank sentral syariah juga
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem keuangan
beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank
Indonesia sebagai otoritas moneter Indonesia, bekerja sama
dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Majelis Ulama
Indonesia (MUI), telah mengembangkan instrumen kebijakan
moneter syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah
(SBIS) dan operasi pasar terbuka syariah.

Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi syariah juga
memiliki karakteristik yang khas. Di samping instrumen pajak
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dan belanja pemerintah konvensional, kebijakan fiskal syariah
mengintegrasikan instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf
sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat
melengkapi dan memperkuat kebijakan fiskal konvensional
dalam mengurangi ketimpangan ekonomi (Syamsiah, 2025).

3. Keuangan dan Perbankan Syariah

Keuangan dan perbankan syariah merupakan sub-disiplin
ekonomi syariah yang paling berkembang secara institusional
dan memiliki dampak paling langsung pada aktivitas ekonomi
sehari-hari. Industri keuangan syariah global telah mencapai
total aset yang sangat signifikan dan terus menunjukkan
pertumbuhan yang konsisten, bahkan dalam kondisi
ketidakstabilan ekonomi global.

Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip
yang secara fundamental berbeda dari  perbankan
konvensional. Prinsip utama perbankan syariah mencakup,
larangan bunga (riba), dan penggantiannya dengan sistem bagi
hasil, larangan gharar (ketidakpastian berlebihan) dalam
kontrak, larangan maysir (perjudian dan spekulasi), keharusan
underlying asset atau aktivitas riil dalam setiap transaksi
keuangan, serta kepatuhan pada daftar kegiatan yang
diperbolehkan secara syariah (Amin & Sakka, 2026).

Produk-produk perbankan syariah didasarkan pada
berbagai akad (kontrak) yang telah dikembangkan oleh para
ulama figh muamalah, antara lain: mudharabah (kemitraan
modal dengan bagi hasil), musyarakah (kemitraan usaha),
murabahah (jual beli dengan margin), ijarah (sewa guna
usaha), istishna (pesanan pembuatan), salam (jual beli
berjangka), dan sukuk (obligasi syariah). Keragaman produk
ini memungkinkan perbankan syariah melayani berbagai
kebutuhan keuangan masyarakat secara menyeluruh.

Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah mencapai
tonggak sejarah penting dengan berdirinya Bank Muamalat
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Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama di
Indonesia. Merger tiga bank syariah BUMN (Bank Syariah
Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah) pada tahun 2021
menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan langkah
strategis yang memperkuat posisi perbankan syariah dalam
ekosistem keuangan Indonesia (Sa’adah & Rusydi, 2023).

C.SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH

Sumber hukum ekonomi syariah memberikan arah
normatif bagi aktivitas bisnis dan pemasaran. Al-Qur'an dan
Hadis menjadi rujukan utama, sedangkan ijtihad, ijma', qiyas,
fatwa, dan regulasi membantu menerjemahkan prinsip
tersebut ke dalam persoalan ekonomi yang terus berkembang
(Erik & Thamrin, 2022).

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang tertinggi
dan paling otoritatif. Sebagai firman Allah yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an mengandung
pedoman komprehensif bagi kehidupan manusia, termasuk
dalam aspek ekonomi dan keuangan. Meskipun Al-Qur'an
tidak menyajikan sistem ekonomi yang bersifat teknis dan
rinci, Al-Qur'an menetapkan prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan
tujuan-tujuan yang menjadi landasan bagi seluruh aktivitas
ekonomi Muslim (Dzakwan, 2025).

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ekonomi
dapat dikategorikan ke dalam beberapa tema utama, dalam
Qur’an Surah Al-Baqgarah ayat 275 Allah Subbanahuwata’ ala
berfirman:

sl FEIIES il O3a3m Y 1500 uJE‘-*
&) \jxu“uqhiu;nwuzmw

8| Dinda Rahmawati, Dr. Busriadi, M.E.Sy., Novita Eka Paradina, S.E., M.Ak.



ud\yj\eﬁjémm\d;\j\wmugm

{“ QL»\AMSG@SBMJUAALQJAag

L@_a © AN Cdcal e e F
SRS

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan)
riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri
sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi
karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba.
Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya
peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia
berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu
menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.
Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah
penghuni neraka. (Q.S Al-Bagarah: 275)

Prof. Dr. M. Quraish Shihab, dalam karyanya Tafsir Al-
Misbah, menjelaskan makna Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang
menggambarkan keadaan orang-orang yang melakukan
transaksi riba. Beliau memaparkan bahwa siapa pun yang
terlibat dalam praktik tersebut, baik sebagai pihak yang
memberikan maupun yang menerima riba, akan berada dalam
keadaan sebagaimana orang yang disesatkan oleh setan
sehingga kehilangan arah dan tujuan. Sebagian besar ulama
memahami kondisi tersebut sebagai gambaran peristiwa pada
hari kiamat, saat mereka dibangkitkan dari alam kubur dalam
keadaan sempoyongan dan bingung, tanpa mengetahui ke
mana harus melangkah.Sementara itu, dalam konteks
kehidupan sehari-hari, pelaku riba kerap memperlihatkan
tanda-tanda ketidakstabilan, baik secara emosional maupun
finansial (Putri, 2024).
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2. Hadis dan Sunnah Nabi

Hadis dan Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan
sumber hukum Islam kedua yang berfungsi sebagai penjelas
(bayan) dan pelengkap (takmiil) terhadap Al-Qur'an. Sunnah
Nabi mencakup segala perkataan (gawl), perbuatan (fi'l), dan
ketetapan (taqrir) Nabi SAW yang menjadi pedoman bagi
umat Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam
kegiatan ekonomi dan bisnis (Pratitis, 2025).

Sebagaimana hadis dari Rifa’ah bin Rafi’ yang
d1r1wa atkan oleh Al- Bazar dan Al-Hakim yang berbunyl
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Artinya:  “Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallahu ‘anhu bahwa
Nabi shallallahu  ‘alaihi wa sallam pernah ditanya:
‘Pekerjaan apakah yang paling baik?’ Beliau bersabda:
‘Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli
vang bersih (mabrur)”.(HR. Al-Bazar & Al-Hakim)

Hadis tersebut menegaskan bahwa jual beli harus
dilandasi kejujuran, bebas dari unsur kecurangan seperti
penipuan dan riba, serta disertai keridhaan Allah SWT. Selain
Al-Qur’an dan hadis, dasar hukum jual beli juga bersumber
dari ijma’ ulama, yakni kesepakatan bahwa jual beli
merupakan perbuatan yang diperbolehkan (mubah) dan
mengandung hikmah tersendiri. Penerapan kejujuran dalam
muamalah jual beli akan memudahkan manusia untuk saling

tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari (Sahro, 2024).
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3. ljtihad, Ijma’, dan Qiyas

[jtihad merupakan upaya pengerahan kemampuan
intelektual seorang ulama yang memenuhi syarat (mujtahid)
untuk menggali dan menetapkan hukum syariah terhadap
permasalahan-permasalahan yang tidak secara eksplisit diatur
dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks ekonomi syariah
kontemporer, ijtthad memiliki peran yang sangat krusial
karena banyak permasalahan ekonomi modern tidak memiliki
preseden langsung dalam teks-teks klasik.

[jma' adalah konsensus ulama tentang suatu hukum
setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam ekonomi
syariah, ijma’ ulama tentang kebolehan atau larangan suatu
instrumen keuangan dan praktik bisnis tertentu menjadi salah
satu landasan hukum yang kuat. Misalnya, ijma’ulama tentang
haramnya bunga bank, kebolehan akad mudharabah, dan
keabsahan akad murabahah menjadi dasar operasional
perbankan syariah modern.

Qiyas adalah metode penetapan hukum dengan cara
menganalogikan permasalahan baru dengan permasalahan
yang sudah ada hukumnya berdasarkan kesamaan (alasan
hukum). Dalam ekonomi syariah kontemporer, giyas
digunakan untuk menilai kebolehan instrumen keuangan baru
dengan menganalogikannya pada instrumen yang sudah
memiliki ketentuan hukumnya. Contohnya, instrumen sukuk
(obligasi syariah) ditetapkan kebolehannya melalui analogi
dengan kontrak syariah klasik seperti ijarah, mudharabah, dan
musyarakah (Saputri & Sari, 2025).

4. Fatwa dan Regulasi Lembaga Syariah

Dalam sistem hukum ekonomi syariah kontemporer,
fatwa dari lembaga-lembaga otoritatif syariah memainkan
peran yang sangat penting sebagai panduan praktis bagi pelaku
industri keuangan dan ekonomi syariah. Di Indonesia, Dewan
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Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
merupakan lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa
terkait produk dan layanan keuangan syariah.

Fatwa-fatwa DSN-MUI tidak hanya menjadi pedoman
bagi lembaga keuangan syariah, tetapi juga diadopsi oleh OJK
sebagai bagian dari regulasi formal industri keuangan syariah
di Indonesia. Di tingkat internasional, Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
(AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB)
berperan sebagai lembaga standardisasi yang
mengembangkan standar-standar akuntansi, audit, dan
pengawasan untuk industri keuangan syariah global. Standar-
standar ini membantu menciptakan keseragaman dan
konsistensi dalam praktik keuangan syariah di berbagai negara
(Hidayah, 2023).

Pada dasarnya, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tidak
memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara otomatis.
Namun, fatwa tersebut akan berubah status menjadi mengikat
apabila telah diserap dan diadopsi ke dalam peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi beserta ketentuan
pelaksanaannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat
(2) UU No. 21 Tahun 2008 (sebagaimana dikutip dalam
Suherli et al., 2022). Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa yang
dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip syariah yang
telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Dengan demikian, MUI merupakan satu-satunya lembaga
yang fatwanya dapat dijadikan landasan atau acuan dalam
penyelenggaraan bisnis perbankan syariah di Indonesia
(Suherli et al., 2022).

D. PRINSIP EKONOMI SYARIAH

Prinsip ekonomi syariah membentuk batas sekaligus
orientasi bagi pelaku usaha. Tauhid menumbuhkan kesadaran
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moral, keadilan menjaga kepentingan para pihak, sedangkan
kemaslahatan  mengarahkan aktivitas ekonomi agar
menghasilkan manfaat yang luas dan berkelanjutan (Harahap
et al., 2024).

1. Prinsip Tauhid

Tauhid, yang berarti pengesaan Allah SWT, merupakan
fondasi utama dari seluruh ajaran Islam termasuk dalam aspek
ekonomi. Prinsip tauhid dalam ekonomi syariah mengandung
implikasi yang sangat mendalam, bahwa seluruh aktivitas
ekonomi manusia harus dilaksanakan dalam kerangka ibadah
kepada Allah, dengan kesadaran penuh bahwa Allah Maha
Mengetahui segala aktivitas, niat, dan motivasi manusia.
Dalam praktik ekonomi, prinsip tauhid melahirkan beberapa
implikasi penting. Pertama, kepemilikan sejati atas segala
kekayaan adalah milik Allah, sementara manusia hanya
mengelolanya sebagai amanah yang harus
dipertanggungjawabkan. Kedua, kebebasan ekonomi manusia
dibatasi oleh ketentuan-ketentuan Allah yang tertuang dalam
syariah. Ketiga, tujuan akhir dari setiap aktivitas ekonomi
adalah untuk meraih ridha Allah, bukan sekadar
memaksimalkan keuntungan material. Prinsip tauhid dalam
ekonomi Islam menciptakan "the unity of creation" kesatuan
antara manusia, alam semesta, dan Sang Pencipta yang
menjadi dasar bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam
perspektif Islam. Prinsip ini mendorong para pelaku ekonomi
untuk tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi (self-
interest), tetapi juga kesejahteraan komunal (social interest)
dan kelestarian alam (ecological interest).(Podungge & Al-
Amin, 2025).

Sebagaimana dengan Ayat tersebut , Allah Subhaanahu
Wa Ta’ala berfirman:
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Artinya: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di

bumi bertasbih kepada Allah. Dialah Yang Mahaperkasa lagi
Mahabijaksana.(Q.S Al-Hadid:1)

Dalam Tafsir Al-Azhar, Prof. Dr. Hamka
menerangkan bahwa ayat pertama Surah As-Saff mengandung
ajaran tentang tauhid. Ketika seseorang telah benar-benar
menghayati paham Tauhid tersebut, yakni meyakini bahwa
Allah Maha Esa dan tidak memiliki sekutu apa pun, keyakinan
yang dibenarkan oleh akal sehat, diresapi oleh perasaan yang
halus, serta terus dipupuk secara mendalam melalui
pelaksanaan ibadah , maka ia akan menyadari bahwa dirinya
tidak berdiri sendiri di tengah alam semesta ini. la akan
merasakan bahwa seluruh alam, baik langit beserta bintang-
bintang yang menghiasinya maupun bumi dengan segala
sesuatu yang ada di atasnya, semuanya senantiasa bertasbih
kepada Allah (Tasriani&Khairul, 2025).

2. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip paling sentral
dalam ekonomi syariah. Al-Qur'an menegaskan kewajiban
berlaku adil dalam segala urusan, termasuk dalam transaksi
ekonomi.Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

oAl o3 (s 5 ey Joally el
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5385

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu)
berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada

kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji,
kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
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kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S An-
Nahl:90).

Ayat ini secara tegas memuat perintah Allah SWT untuk
menegakkan keadilan (ad/) dan berbuat kebajikan (ihsan).
Sebagaimana dijelaskan oleh ulama seperti Sayyid Qutb dan
Al-Baghawi, konsep keadilan dalam ayat ini bersifat luas,
mencakup kesetaraan di hadapan hukum, keadilan dalam
kehidupan bermasyarakat, serta nilai-nilai moral secara
umum. Adapun ihsan memiliki makna yang lebih tinggi
daripada sekadar keadilan, yakni berbuat baik melebihi apa
yang seharusnya dilakukan, misalnya dengan memberi lebih
banyak dari yang semestinya atau memperlihatkan kasih
sayang dan kepedulian terhadap sesama. Selain itu, ayat ini
juga secara tegas melarang berbagai perbuatan yang dapat
merusak keharmonisan sosial, yaitu perbuatan keji (fahsya),
kemungkaran (munkar), dan sikap permusuhan (baghy). Hal
ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an tidak hanya menaruh
perhatian pada aspek keadilan hukum semata, tetapi juga
mendorong terbentuknya relasi sosial yang harmonis di tengah
masyarakat (Aurelly et al., 2024).

Dalam konteks distribusi, keadilan ekonomi syariah
tidak selalu berarti kesetaraan (equality), melainkan
keseimbangan (balance) dan proporsionalitas. Islam
mengakui perbedaan rezeki antar individu sebagai
sunnatullah, tetapi melarang ketimpangan yang ekstrem dan
mengharuskan adanya mekanisme redistribusi melalui zakat,
infak, sedekah, dan wakaf untuk mengurangi kesenjangan
sosial-ekonomi.

Dalam konteks transaksi, keadilan menuntut agar kedua
belah pihak dalam setiap akad memiliki informasi yang
lengkap dan setara (information symmetry), tidak ada
eksploitasi (zulm) pihak yang lemah oleh pihak yang kuat, dan
hak-hak setiap pihak terlindungi secara setara. Hal ini
bertentangan dengan kondisi asymmetric information dan
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moral hazard yang sering menjadi masalah dalam sistem
keuangan konvensional. (Pusvisasari et al., 2023)

3. Prinsip Maslahah dan Magqashid syariah

Maslahah secara harfiah berarti kebaikan atau manfaat,
sedangkan dalam terminologi ushul figh, maslahah mengacu
pada kemaslahatan atau kesejahteraan yang menjadi tujuan
syariah (Ibrahim & Mawardi, 2025).

Dalam QS Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhaanahu

wata’ala berfirman: ol S

RUANEESRIC ALY
Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad),
kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.(Q.S Al-
Anbiya:107)

Ayat tersebut menjadi landasan yang kuat bahwa ajaran
Islam, termasuk dalam bidang ekonomi, harus mendatangkan
rahmat (kemaslahatan) bagi seluruh manusia, lingkungan, dan
makhluk hidup lainnya. Karena itu, setiap bentuk kegiatan
ekonomi beserta inovasinya perlu diarahkan untuk
mewujudkan kemaslahatan tersebut. Prinsip kemaslahatan ini
dimaksudkan untuk menghadirkan manfaat sebesar-besarnya
sekaligus mencegah timbulnya kerugian atau kezaliman dalam
setiap transaksi ekonomi. Sebagai contoh, perusahaan skincare
yang menerapkan prinsip maslahah akan memilih bahan-
bahan yang aman bagi konsumennya, memperhatikan dampak
lingkungan yang ditimbulkan oleh proses produksinya, dan
hal-hal lain yang sejenis (Aisyah et al., 2025).

Konsep magqgashid al-syariah (tujuan-tujuan syariah)
yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dan
disempurnakan oleh Imam AlSyathibi mengidentifikasi lima
tujuan utama syariah (al-kulliyat al-khams): perlindungan
agama (hifzh al-din), perlindungan jiwa (hifzh al-nafs),
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perlindungan akal (hifzh al-'agl), perlindungan keturunan
(hifzh al-nasl), dan perlindungan harta (hifzh al-mal).

Dalam konteks ekonomi syariah, perlindungan harta
(hifzh al-mal) memiliki kedudukan yang sangat penting.
Syariah tidak hanya mendorong penciptaan dan pengelolaan
kekayaan, tetapi juga memastikan bahwa kekayaan tersebut
diperoleh secara halal, dikelola secara bertanggung jawab, dan
didistribusikan secara adil. Berbagai ketentuan syariah tentang
larangan riba, gharar, dan maysir, serta kewajiban zakat, pada
dasarnya adalah instrumen-instrumen yang dirancang untuk
mewujudkan perlindungan harta dan keadilan distribusi.

Pengembangan konsep magqashid syariah  dalam
ekonomi kontemporer telah menghasilkan kerangka analitis
yang lebih komprehensif. Konsep Islamic Human
Development Index yang mengintegrasikan dimensi-dimensi
magqashid syariah ke dalam pengukuran pembangunan
manusia yang lebih holistik dibandingkan Human
Development Index (HDI) konvensional yang hanya
mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan
(Ritonga & Mawardi, 2025).

Sebagalmana disebutkan dalam QS Al- Baqarah ayat 254:

‘fuu\dﬁwéﬁum\ﬁm\ 3l Gaall il
gujjﬂ\jmmyj&yju&u‘ify
O 3alll
Artinya:  “Wahai  orang-orang  yang  beriman,
infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami
anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang
tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga
persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-
orang kafir itulah orang-orang zalim”.(QS Al-Bagarah:254)
Shiddiq Hasan Khan Al-Qanuji, dalam kitab Fathul
Bayan fi Magqgashid Al-Qur'an sebagaimana dikutip oleh
Fungan, menjelaskan bahwa makna zahir dari ayat tersebut
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menunjukkan adanya kewajiban untuk menginfakkan harta di
jalan Allah, yaitu melalui penunaian zakat wajib. Sifat wajib
ini ditegaskan karena pada akhir ayat terdapat ancaman yang
keras, yakni ketika kelak tidak ada lagi syafaat maupun
persahabatan yang dapat menolong. Dengan demikian, ayat ini
sekaligus mencakup dua bentuk pengeluaran harta, yaitu yang
bersifat wajib dan yang bersifat sunnah. sementara itu, Ibnu
'Athiyyah mengaitkan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya
yang berkaitan dengan konteks peperangan. Artinya, ayat
tersebut memerintahkan orang-orang yang beriman untuk
menafkahkan harta yang telah dianugerahkan Allah kepada
mereka, sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT.Adapun
menurut penafsiran  A/-Qurthubi terhadap ayat ini,
menginfakkan harta di jalan Allah dapat bersifat wajib dalam
keadaan tertentu, namun dapat pula bersifat anjuran (sunnah)
dalam keadaan yang lain. Hal ini bergantung pada konteks atau
situasi yang melingkupinya, yaitu apakah bersifat khusus atau
tidak (Sabdian, 2026).

E. RELEVANSI EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMASARAN SYARIAH

Pemasaran syariah menerapkan prinsip ekonomi syariah
ke dalam keputusan tentang nilai produk, harga, saluran
distribusi, komunikasi, dan hubungan pelanggan. Dengan
demikian, pemasaran tidak berhenti pada upaya meningkatkan
penjualan, melainkan menjadi proses menciptakan nilai yang
dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan sosial (Arifin et
al., 2022; Rahmah & Idris, 2025).

Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah menjadi landasan
yang menjiwai setiap keputusan dan aktivitas pemasaran
syariah. Prinsip tauhid menempatkan seluruh proses
pemasaran dalam kerangka pertanggungjawaban kepada
Allah, sehingga orientasi pemasar tidak semata mengejar laba,
melainkan juga mencari keridaan-Nya. Prinsip keadilan (al-
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‘adl) dan keseimbangan (al-mizan) menuntut pemasar menjaga
proporsi yang wajar antara kepentingan produsen dan
konsumen, sementara amanah dan kejujuran (as-sidq)
mewajibkan penyampaian informasi produk secara benar
tanpa unsur penyesatan (fadlis) maupun ketidakjelasan
(gharar) (Adnan & Shafii, 2023). Prinsip kebebasan yang
bertanggung jawab memberi ruang bagi kreativitas dan inovasi
strategi pemasaran, selama tidak melampaui batas-batas
syariah, sedangkan prinsip kemaslahatan menjadi tolok ukur
akhir keberhasilan pemasaran, yakni sejauh mana aktivitas
tersebut mendatangkan manfaat bagi produsen, konsumen, dan
masyarakat secara luas, bukan sekadar tercapainya target
penjualan (Permata Sari et al., 2023).

Keterkaitan ekonomi syariah dengan pemasaran juga
tampak jelas pada relevansi maqashid syariah terhadap tujuan
dan aktivitas pemasaran. Kelima tujuan pokok magashid
syariah, yakni perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa
(hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan
harta (hifz al-mal), memberi arah bagi manajemen pemasaran
syariah untuk merancang produk, layanan, dan komunikasi
pemasaran yang tidak hanya sah secara akad, tetapi juga
membawa maslahat nyata bagi konsumen (Aslamah et al.,
2026). Orientasi pada magashid inilah yang secara mendasar
membedakan  pemasaran  syariah  dari = pemasaran
konvensional. Jika pemasaran konvensional umumnya
mengukur keberhasilan semata dari perspektif efisiensi dan
maksimalisasi keuntungan, pemasaran syariah menempatkan
nilai-nilai ekonomi syariah, keadilan, kejujuran, dan
kemaslahatan sebagai batasan normatif yang tidak dapat
dikompromikan demi keuntungan semata, sehingga tujuan
bisnis dan tujuan etis berjalan beriringan (Harahap et al.,
2023).

Relevansi ekonomi syariah terhadap pemasaran syariah
semakin nyata ketika dihadapkan pada praktik pemasaran
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kontemporer. Dalam isu perlindungan konsumen, prinsip
larangan gharar dan tadlis menjadi rujukan normatif untuk
mencegah praktik promosi yang menyesatkan, termasuk pada
transaksi niaga elektronik (Ardianto et al., 2023). Dalam ranah
transparansi dan pemasaran digital, nilai kejujuran dan
keterbukaan informasi menjadi prasyarat membangun
kepercayaan konsumen di tengah masifnya penggunaan media
sosial, marketplace, dan algoritma personalisasi iklan
(Aslamah et al., 2026). Sementara itu, pada isu keberlanjutan,
prinsip kemaslahatan dan keseimbangan mendorong pelaku
usaha untuk memperhitungkan dampak jangka panjang
aktivitas pemasaran terhadap konsumen, masyarakat, dan
lingkungan, sejalan dengan semangat pembangunan
berkelanjutan yang juga menjadi perhatian ekonomi syariah
secara global (Harahap et al., 2023).

Uraian di atas menegaskan bahwa ekonomi syariah
bukan sekadar latar belakang historis bagi pemasaran syariah,
melainkan sumber nilai yang secara langsung membentuk
tujuan, prinsip, dan batasan normatif setiap aktivitas
pemasarannya. Untuk memahami lebih jauh bagaimana nilai-
nilai tersebut diterjemahkan secara sistematis ke dalam
kerangka berpikir pemasaran, pembahasan berikutnya akan
mengantarkan pembaca pada landasan filosofis, yaitu rujukan
Al-Qur'an dan hadis, serta prinsip-prinsip pemasaran syariah
yang menjadi pijakan konseptual bagi pembahasan
manajemen pemasaran syariah pada bab selanjutnya.
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BAB II

LANDASAN FILOSOFIS DAN PRINSIP
PEMASARAN SYARIAH

A.LANDASAN AL-QUR'AN DAN HADIS DALAM
PEMASARAN SYARIAH

1. Al-Quran

Al-Qur'an memberi landasan etis bagi aktivitas
pemasaran melalui perintah bertransaksi secara suka sama
suka, menegakkan keadilan, dan menjauhi kecurangan. Nilai
tersebut menuntut pelaku usaha untuk menyampaikan
informasi produk secara benar serta menghormati hak
konsumen dan mitra usaha (Putri, N, 2024)
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak
benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka
di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
(QS. An-Nisa: 29)

Ayat tersebut menerangkan bahwa setiap orang dilarang
mengambil hak milik orang lain melalui cara-cara yang
diharamkan oleh syariat atau melalui jalan yang batil, kecuali
apabila perolehan tersebut berlandaskan kesepakatan dan

\\

\\
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kerelaan yang tulus dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

Menurut penjelasan sejumlah ulama, makna “memakan harta

orang lain” dalam ayat tersebut mengandung cakupan yang

luas dan mendalam, di antaranya sebagai berikut.

a. Islam menempatkan hak kepemilikan pribadi sebagai
sesuatu yang sangat dihormati, sehingga harus dijaga dan
tidak boleh diusik oleh siapapun.

b. Ketika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab
atau batas tertentu yang ditetapkan syariat, maka orang
tersebut wajib menunaikan  hak-hak di dalamnya untuk
kepentingan agama maupun kemaslahatan masyarakat.

c. Harta pribadi yang dimiliki seseorang, apalagi bila
jumlahnya besar dan diperlukan oleh banyak orang, tidak
boleh diambil begitu saja secara semena-mena tanpa
seizin pemiliknya.

Menghimpun harta kekayaan pada dasarnya adalah hal
yang dianjurkan, namun yang lebih penting untuk diperhatikan
adalah cara memperolehnya. Salah satu jalan yang sah untuk
memperoleh kekayaan adalah melalui aktivitas perdagangan,
wirausaha, atau perniagaan, dengan syarat utama adanya
kerelaan dari kedua belah pihak tanpa unsur paksaan sama
sekali. Hal ini disebabkan karena transaksi jual beli yang
berlangsung atas dasar paksaan tidak sah secara hukum,
sekalipun telah terjadi pembayaran di dalamnya. Di samping
itu, dalam proses mengumpulkan kekayaan, setiap orang juga
dilarang keras berbuat zalim terhadap orang lain.
(Rochmatunnisa et al., 2026).

2. Hadis

MJMa}\GA‘UMJMJJGAdMU\L_A\

(ploe ol 5
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Rasulullah Saw dalam sabdanya: Dari Anas bin Malik r.a
berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Barang
siapa Yang ingin dilapangkan rezekinya atau dipanjangkan
umurnya, maka bersilaturahmilah (HR.Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa
aktivitas pemasaran syariah pada hakikatnya merupakan salah
satu ikhtiar dalam mencari rezeki. Karena itu, setiap pelaku
usaha sudah selayaknya menanamkan komitmen untuk
senantiasa mencari rezeki yang halal serta memperkuatnya
melalui silaturahmi. Idealnya, proses jual beli berlangsung
dengan mempertemukan langsung kedua belah pihak yang
bertransaksi, sehingga tumbuh ikatan persaudaraan antara
penjual dan pembeli. Dalam kerangka ini, jual beli dilandasi
oleh niat kedua pihak untuk saling menolong dan bekerja sama
demi memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, di mana
penjual mengharapkan keuntungan finansial, sedangkan
pembeli membutuhkan barang sesuai keperluannya. dalam
ranah distribusi, silaturahmi dapat dimaknai sebagai upaya
penyebaran informasi, komunikasi, maupun pembangunan
jaringan atau relasi bisnis. Setiap pelaku ekonomi dituntut
untuk memasarkan produknya agar dikenal luas oleh
masyarakat, sehingga mereka tertarik untuk menggunakan
produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, hadis tersebut
mengisyaratkan bahwa silaturahmi merupakan salah satu
strategi pemasaran syariah yang efektif. Semakin luas jaringan
silaturahmi yang dibangun, semakin luas pula pangsa pasar
yang dapat diraih, dan pada akhirnya hal ini akan
menghasilkan capaian target konsumen yang maksimal (Arifin
& Prawiro, 2022).

B. NILAI-NILAI DASAR EKONOMI SYARIAH
Nilai dasar ekonomi syariah berfungsi sebagai pedoman

dalam merancang dan menjalankan strategi pemasaran. Nilai
ini menghubungkan tujuan bisnis dengan tanggung jawab
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kepada Allah, konsumen, pekerja, mitra, dan lingkungan sosial
(Harahap et al., 2024).

1. Nilai ketauhidan

Tauhid merupakan landasan pokok dalam ajaran Islam,
yakni kesadaran untuk mengesakan Tuhan serta meyakini
bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Nya. Kesadaran akan
tauhid ini membawa konsekuensi pada cara pandang hidup,
bahwa seluruh keberadaan alam semesta pada akhirnya
bermuara pada Zat Tuhan, dan segala pergerakan alam semesta
menjadi bukti nyata atas keberadaan-Nya. Oleh karena itu,
keyakinan hidup manusia harus berlandaskan pada Tuhan,
yakni setiap individu menjalani kehidupan sesuai jalan Islam
yang bersumber pada Alquran dan Hadis. Konsekuensi dari
pengakuan ketauhidan tersebut adalah iman, yaitu keyakinan
terhadap keberadaan Tuhan, malaikat, kitab-kitab suci, para
rasul, hari kiamat, serta takdir.

Dengan demikian, peran utama tauhid adalah menjadi
gerbang menuju "Islam" sebagai agama yang bersifat teologis-
humanistis, yang melahirkan rahmat bagi seluruh alam
(rahmatan lil alamin) dengan berlandaskan konsep
ketuhanan.uraian tersebut menunjukkan bahwa tauhid adalah
fondasi Islam. Nilai estetikanya menggambarkan bentuk
perjalanan menuju hal-hal transendental yang bermuara pada
nilai-nilai ketuhanan (llahiyah), yaitu kesadaran akan
keberadaan Tuhan dalam setiap gerak dan aspek kehidupan
yang dijalani. Makna tauhid di sini tidak hanya dipahami
dalam ranah eksoterik (lahiriah), tetapi juga dalam dimensi
esoterik (batiniah), yakni ruang kehidupan yang lebih luas
(Dzikrulloh, 2021).

Sebagaimana terdapat pada QS Al-An’am ayat 162 :

- LH.0 o o o ed E N PN
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Artinya: “katakanlah (Muhammad) sesungguhnya shalatku,
ibadahku, hidupku, dan matiku adalah milik Allah, Tuhan
seluruh alam”. (QS. Al-An’am: 162)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa menjalankan ibadah
dengan penuh ketulusan merupakan satu-satunya tugas
sekaligus kewajiban manusia terhadap Allah SWT. Dengan
kata lain, seluruh gerak kehidupan manusia pada hakikatnya
merupakan wujud pengabdian (ubudiyah) dan pengamalan
tauhid, yang senantiasa dijaga agar terhindar dari perbuatan
syirik maupun jalan yang menyimpang (Izzan & Fitriana,
2023).

2. Kepemilikan (Milkiyyah)

Konsep kepemilikan (al-milkiyyah) secara etimologis
diambil dari bahasa Arab, yakni dari kata dasar “malaka” yang
bermakna memiliki atau menguasai. Memiliki sesuatu berarti
seseorang mempunyai wewenang untuk mengelola dan
memanfaatkan benda tersebut, selama tidak bertentangan
dengan ketentuan syariah. Konsekuensi dari adanya
kepemilikan ini adalah pihak lain yang bukan pemiliknya tidak
diperkenankan memanfaatkan benda tersebut tanpa seizin
pemiliknya. Perlu dibedakan antara hubungan manusia dengan
harta bendanya dan hubungan manusia dengan konsep
kepemilikan itu sendiri, sebab kepemilikan pada hakikatnya
bukan merupakan sesuatu yang bersifat fisik atau materiil.
Dalam pandangan Islam, sahnya suatu kepemilikan harus
memperoleh pengesahan dari syariah. Secara syar’i,
kepemilikan didefinisikan sebagai suatu hubungan atau ikatan
yang menghubungkan seseorang dengan harta tertentu, di
mana proses terbentuknya kepemilikan tersebut harus
memenuhi berbagai syarat yang dikenal sebagai sebab-sebab
kepemilikan (asbab al-milkiyyah) (Afifah, 2024).
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Lebih lanjut, syariah juga menetapkan sejumlah
ketentuan terkait cara mengelola dan mengembangkan harta.
Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqgarah ayat 284:

‘?u\jﬁb\jf)bj?\&u' “ paldl 8 L di
guuajwﬁm«esw@op,\gsm
oo (K e a5 0 e L3l

Artinya: Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang
ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam
hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah
memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja
vang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia
kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.(QS Al-
Baqarah:284).

Menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di langit
maupun di bumi adalah kepunyaan-Nya. Mengingat
kepemilikan merupakan sesuatu yang wajar dan melekat pada
diri manusia, Allah menganugerahkan kepada manusia
kewenangan untuk memiliki apa pun yang terdapat di bumi.
Meski demikian, manusia senantiasa dituntut untuk menyadari
bahwa kedudukannya hanyalah sebagai penerima titipan,
sehingga sudah semestinya ia tunduk dan patuh kepada Sang
Pemberi. Kepatuhan tersebut harus tercermin sejak awal
proses perolehan kepemilikan hingga pada tahap pemanfaatan
hak milik itu sendiri. Seluruh proses tersebut wajib selaras
dengan ketentuan syariah, karena syariah merupakan wujud
nyata dari kehendak Allah (Afifah, 2024).

Konsep kepemilikan (milkiyyah) dalam sistem ekonomi
Islam memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari
konsep kepemilikan pada umumnya. Dalam pandangan Islam,
hak seseorang atas suatu harta tidaklah bersifat mutlak, sebab
pada hakikatnya segala sesuatu yang dimiliki manusia
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merupakan titipan (amanah) dari Allah SWT. Kesadaran atas

hal ini menumbuhkan pemahaman bahwa harta wajib

dimanfaatkan untuk kemaslahatan, baik bagi kepentingan
pribadi pemiliknya maupun bagi kepentingan masyarakat
secara luas.

Dengan demikian, kepemilikan tidak sekadar berarti
kewenangan untuk menguasai atau memanfaatkan harta,
melainkan juga melekat padanya tanggung jawab sosial untuk
membaginya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui mekanisme
seperti zakat, infak, dan sedekah, yang berfungsi mewujudkan
pemerataan kekayaan secara adil di tengah kehidupan
bermasyarakat. Sebagaimana dalam prinsip kepemilikan
dalam ekonomi syariah:

a. Amanah, Setiap harta harus dikelola berlandaskan prinsip
amanah, yang berarti pemanfaatan dan pembelanjaannya
wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh
Allah.

b. Keberkahan, Harta yang diperoleh melalui cara yang halal
serta digunakan untuk kebaikan akan mendatangkan
keberkahan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW
bersabda: “Harta yang paling baik adalah harta yang
diperoleh dari pekerjaan yang halal.” (HR. Ahmad).

c. Keadilan Sosial: Pendistribusian harta wajib dilakukan
secara adil sehingga tidak timbul kesenjangan yang
mencolok di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan
prinsip-prinsip zakat dan sedekah yang diajarkan dalam
Islam (Afifah, 2024).

3. Nilai keseimbangan

Dalam khazanah ekonomi Islam sering disebut sebagai
prinsip tawazun menekankan pentingnya harmoni antara
berbagai kepentingan yang terlibat dalam aktivitas ekonomi,
termasuk kepentingan produsen, konsumen, dan masyarakat
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luas. Prinsip ini menolak pandangan bahwa keuntungan pelaku
usaha harus dimaksimalkan tanpa mempertimbangkan
dampaknya terhadap pihak lain, sebagaimana sering terjadi
dalam praktik kapitalisme yang berorientasi murni pada
maksimalisasi laba pemegang saham (Wahab, 2022).

Dalam konteks pemasaran, nilai keseimbangan ini
mendorong pelaku usaha untuk merancang strategi yang tidak
hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan
nilai tambah yang nyata bagi konsumen dan tidak merugikan
pihak ketiga, termasuk pesaing usaha maupun lingkungan
sekitar. Keseimbangan juga tercermin dalam penetapan harga
yang wajar, di mana harga tidak ditentukan semata
berdasarkan kemampuan pasar untuk membayar dalam
kondisi tertentu, melainkan mempertimbangkan aspek
keadilan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Praktik
penetapan harga yang eksploitatif pada saat terjadi kelangkaan
barang, misalnya, jelas bertentangan dengan semangat
keseimbangan yang dikehendaki dalam ekonomi syariah. Nilai
ini pada akhirnya mendorong terciptanya ekosistem bisnis
yang lebih berkelanjutan karena mempertimbangkan
kepentingan  seluruh  pemangku  kepentingan  secara
proporsional (Muiz & Ahkam, 2026).

Konsep keseimbangan ini juga relevan ketika diterapkan
pada pengelolaan hubungan antara perusahaan besar dan mitra
usaha kecil dalam rantai pemasaran, misalnya antara produsen
dan agen distribusi, atau antara platform digital dan pedagang
yang berjualan melalui platform tersebut. Islam menuntut agar
pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat tidak
menyalahgunakan kekuatannya untuk menekan pihak yang
lebih lemah, misalnya melalui penetapan biaya komisi yang
tidak wajar atau perubahan kebijakan secara sepihak yang
merugikan mitra usaha kecil. Prinsip keseimbangan ini
menjadi semakin relevan di tengah dominasi platform digital
besar dalam ekosistem perdagangan elektronik, di mana
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pedagang skala kecil dan menengah seringkali berada dalam
posisi yang kurang setara dibandingkan pengelola platform
dalam menentukan syarat dan ketentuan berjualan (Wahab,
2022).

Penerapan prinsip keseimbangan dalam konteks ini
menuntut adanya mekanisme yang lebih adil dalam
pengaturan hubungan kemitraan digital, termasuk transparansi
mengenai algoritma yang memengaruhi visibilitas produk dan
kejelasan mengenai struktur biaya yang dibebankan kepada
pedagang. Dengan demikian, nilai keseimbangan tidak hanya
relevan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen
akhir, tetapi juga dalam keseluruhan ekosistem rantai nilai
pemasaran yang melibatkan berbagai pihak dengan tingkat
kekuatan tawar yang berbeda-beda (Harahap, 2024).
Sebagaimana dalam QS Al-Qashash Ayat 77, Allah Swt.
berfirman:

uﬂ\wdqmwu\i_gc}\i\)\ﬂ\ﬁ\du\mcu\j

m\u\uaﬁ\@gw\cuyjmm\u;ﬂgmsum\j
@UAM\L_\;JY

Artinya: “Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan
Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah
kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di  bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
berbuat kerusakan”.(QS Al-Qashash:77).

Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka mengemukakan bahwa
ayat 77 Surah Al-Qasas memuat konsep pandangan hidup
Islam yang utuh dan seimbang. Ia berpendapat bahwa Islam
tidak membenarkan adanya pemisahan yang berlebihan antara
kehidupan duniawi dan kehidupan wukhrawi. Ungkapan
wabtaghi fima atakallahu ad-dar al-akhirah dimaknai sebagai
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anjuran bagi setiap muslim untuk senantiasa menempatkan
akhirat sebagai tujuan utama dalam setiap gerak langkah
kehidupannya. dengan demikian, harta benda, ilmu
pengetahuan, kedudukan, maupun kekuasaan tidak dipandang
sebagai tujuan akhir yang hendak dicapai, melainkan sekadar
wasilah atau sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada
Allah SWT. dalam kerangka pemikiran ini, dunia dimaknai
sebagai mazra'at al-akhirah, yakni ladang tempat manusia
menabur amal saleh yang kelak akan dimintai
pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT (Muiz & Ahkam,
2026).

4. Nilai Kemaslahatan

Merupakan prinsip yang menempatkan kemanfaatan
bersama sebagai tujuan utama dari setiap aktivitas ekonomi,
termasuk pemasaran. Konsep ini mengharuskan pelaku usaha
untuk senantiasa mempertimbangkan apakah produk atau
layanan yang dipasarkan benar-benar memberikan manfaat
bagi konsumen dan masyarakat secara luas, atau justru
menimbulkan mudarat yang lebih besar dibandingkan
manfaatnya. Dalam praktik pemasaran kontemporer, prinsip
kemaslahatan ini relevan untuk mengevaluasi berbagai jenis
produk yang meskipun laris di pasaran, sesungguhnya
berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan,
moralitas, maupun tatanan sosial masyarakat (Saputri, 2026).

Pemasar yang berpegang pada prinsip kemaslahatan
akan lebih selektif dalam memilih produk yang dipromosikan,
serta lebih berhati-hati dalam merancang pesan komunikasi
pemasaran agar tidak mendorong pola konsumsi yang
berlebihan atau tidak sehat. Prinsip ini juga relevan dengan
berkembangnya kesadaran global mengenai konsumsi yang
bertanggung jawab, di mana konsumen semakin kritis
terhadap dampak sosial dan lingkungan dari produk yang
mereka konsumsi. Dengan demikian, nilai kemaslahatan
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dalam ekonomi syariah sesungguhnya memiliki keselarasan
yang kuat dengan tren global menuju pemasaran yang lebih
bertanggung jawab dan berkelanjutan (Ritonga&Mawardi,
2022).

5. Kebebasan dan bertanggung jawab

Merupakan nilai dasar lain yang penting dipahami dalam
konteks ekonomi syariah, karena Islam pada dasarnya
mengakui kebebasan individu dalam berusaha dan berinovasi,
namun kebebasan tersebut dibatasi oleh koridor syariat dan
tanggung jawab sosial. Nilai ini menegaskan bahwa pelaku
usaha memiliki keleluasaan untuk mengembangkan strategi
pemasaran yang kreatif dan inovatif, selama tidak melanggar
batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti
larangan menipu, larangan mengeksploitasi kelemahan
konsumen, dan larangan menciptakan kebutuhan semu yang
tidak esensial.

Dalam praktiknya, prinsip kebebasan dan tanggung
jawab ini memberikan ruang yang luas bagi pengembangan
kreativitas pemasaran, termasuk pemanfaatan teknologi digital
dan media sosial, selama penggunaannya tetap berada dalam
koridor etika yang telah digariskan. Tanggung jawab dalam
konteks ini juga mencakup kesediaan pelaku usaha untuk
mempertanggungjawabkan dampak dari strategi pemasaran
yang dijalankan, baik terhadap konsumen individual maupun
terhadap masyarakat secara lebih luas. Kombinasi antara
kebebasan berinovasi dan tanggung jawab moral inilah yang
membedakan pemasaran syariah dari pemasaran konvensional
yang terkadang menempatkan kreativitas di atas segala
pertimbangan etis (Sudarmi et al., 2025).

Sebagaimana terdapat pada QS Al-Baqgarah ayat 30:
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Artinya: “ Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para
malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka
berkata “Apakah engkau hendak menjadikan orang yang
merusak dan menumpahkan darah disana sedangkan kami
bertasbih memujimu dan menyucikan nama-mu? Dia
berfirman. “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak
kamu ketahui”.(QS. AL-Baqarah: 30)

Dalam ayat 30 Surat Al-Bagarah, dijelaskan bahwa
Allah mengabarkan kepada para malaikat perihal kehadiran
makhluk baru yang mulia, yang akan diberi amanah sebagai
khalifah di muka bumi untuk menggantikan makhluk
sebelumnya. Pada momen inilah  para  malaikat
mempertanyakan alasan mengapa manusia dipilih sebagai
khalifah, padahal manusia berpotensi menimbulkan
kerusakan. Meski demikian, Allah memperlihatkan hikmah
yang tersembunyi di balik ketidaktahuan para malaikat
tersebut (Jamil & Setiani, 2025).

6. Nilai persaudaraan

Dalam tradisi Islam dikenal dengan istilah ukhuwah,
juga memiliki relevansi penting dalam konteks pemasaran
syariah. Nilai ini menekankan bahwa hubungan antara pelaku
usaha dan konsumen, maupun antara sesama pelaku usaha,
seharusnya dilandasi oleh semangat persaudaraan dan saling
membantu, bukan semata hubungan transaksional yang
bersifat eksploitatif. Dalam konteks persaingan usaha, nilai
ukhuwah ini mendorong terciptanya persaingan yang sehat
dan saling menghormati antar pelaku wusaha, tanpa
menggunakan cara-cara yang merugikan pesaing secara tidak
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adil, seperti kampanye hitam atau penyebaran informasi yang
menyesatkan tentang produk pesaing. Dalam hubungan
dengan konsumen, nilai persaudaraan ini tercermin dalam
sikap pemasar yang memperlakukan konsumen bukan sekadar
sebagai sumber keuntungan, melainkan sebagai mitra yang
perlu dijaga kepentingannya.

Semangat solidaritas sosial juga mendorong pelaku
usaha untuk mengalokasikan sebagian keuntungan bagi
kepentingan sosial yang lebih luas, sebagaimana tercermin
dalam praktik zakat perusahaan dan berbagai program
tanggung jawab sosial yang semakin banyak diterapkan oleh
perusahaan berbasis syariah di Indonesia. Nilai ini pada
akhirnya membentuk orientasi bisnis yang tidak semata
berorientasi profit, melainkan juga berorientasi pada
kemaslahatan sosial yang lebih luas (Harahap et al., 2024).
Sebagaimana terdapat pada QS Al-Hujurat ayat 10:

a&hadat 1,05 2051 5 1AL §54) &l 1)
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara,

karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan

bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”. (QS Al-
Hujurat:10).

Ayat ini menjelaskan bahwa fondasi persaudaraan dalam
Islam terletak pada keimanan, bukan pada garis keturunan atau
kebangsaan. Oleh para ulama, hubungan semacam ini dikenal
dengan istilah ukhuwah Islamiyah, yaitu ikatan yang tumbuh
karena kesamaan akidah serta arah dan tujuan hidup yang
sama.Ayat ini juga merupakan perintah tegas untuk
mendamaikan perselisthan yang terjadi di kalangan umat
Muslim. Dengan demikian, mewujudkan perdamaian bukan
hanya kewajiban perorangan, melainkan tanggung jawab
bersama seluruh komunitas. Perintah ini menegaskan bahwa
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perpecahan di antara sesama Muslim merupakan sesuatu yang
tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Selain itu, takwa menjadi
prasyarat bagi turunnya rahmat Allah kepada umat. Hal ini
mengandung makna bahwa rahmat Allah tidak akan diberikan
kepada kelompok yang masih saling bermusuhan dan enggan
mengupayakan perdamaian di antara mereka (Sultan, 2025).

Penerapan nilai-nilai dasar ekonomi syariah dalam
praktik pemasaran di Indonesia dapat diamati melalui
berkembangnya berbagai model bisnis yang secara eksplisit
mengusung prinsip syariah dalam operasionalnya. Perbankan
syariah di  Indonesia, misalnya, secara konsisten
mengembangkan produk dan strategi pemasaran yang
menekankan aspek keadilan bagi hasil, transparansi biaya, dan
penghindaran unsur riba, sebagai wujud konkret dari
penerapan nilai ketauhidan dan keseimbangan. Perkembangan
platform perdagangan elektronik berbasis syariah juga
menunjukkan bagaimana nilai-nilai kemaslahatan dan
persaudaraan diterjemahkan ke dalam model bisnis yang
memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli muslim
dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan saling
percaya. Selain itu, semakin banyaknya usaha mikro, kecil,
dan menengah yang mengintegrasikan program tanggung
jawab sosial berbasis nilai keislaman ke dalam strategi
pemasarannya, seperti alokasi sebagian keuntungan untuk
kegiatan sosial keagamaan, menunjukkan bagaimana nilai
solidaritas sosial diwujudkan dalam praktik bisnis sehari-hari.
Fenomena berkembangnya komunitas bisnis syariah yang
saling mendukung dan berbagi jejaring pemasaran juga
mencerminkan penerapan nilai ukhuwah dalam konteks
persaingan usaha yang lebih kolaboratif dibandingkan
kompetitif secara destruktif (Sultan, 2025).

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah
kecenderungan sebagian lembaga keuangan dan usaha
berbasis syariah untuk lebih menonjolkan aspek formal
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kepatuhan syariah dalam strategi pemasarannya, tanpa disertai
upaya yang memadai untuk mengedukasi konsumen mengenai
makna dan nilai substantif di balik label tersebut. Akibatnya,
sebagian konsumen memilih produk atau layanan syariah
semata karena pertimbangan identitas keagamaan, tanpa
benar-benar memahami bagaimana nilai-nilai dasar seperti
keseimbangan dan kemaslahatan diwujudkan dalam produk
yang mereka gunakan. Kondisi ini menciptakan kerentanan
tersendiri, karena loyalitas konsumen yang dibangun semata di
atas identitas keagamaan tanpa pemahaman substantif
cenderung lebih mudah goyah ketika dihadapkan pada
penawaran kompetitor yang menawarkan harga atau fitur yang
lebih menarik secara komersial. (Harahap et al., 2024).

C. PRINSIP KEADILAN, KEJUJURAN, DAN
TRANSPARANSI

1. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam pemasaran berarti memberikan
perlakuan yang proporsional kepada setiap pihak. Pelaku
usaha perlu menetapkan harga secara wajar, menghindari
pemanfaatan kelemahan konsumen, serta memastikan manfaat
dan risiko transaksi dijelaskan secara seimbang (Aurelly et al.,
2024; Saputri, 2026).

Sebagaimana  disebutkan dalam  hadist yang
diriwayatkan oleh Muslim:

Aalal) 255 Eulalls Al ()6 (alla) ) g&0)

Artinya: “Takutlah kalian dari berbuat zalim, karena

kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat.” (HR.
Muslim)

Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa setiap

tindakan kezaliman pasti akan menimbulkan akibat yang berat
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bagi pelakunya di akhirat. Kezaliman yang dimaksud tidak
terbatas pada satu bidang saja, melainkan mencakup seluruh
sisi kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang
ekonomi misalnya perampasan hak milik orang lain,
eksploitasi yang melampaui batas, dan berbagai bentuk
ketidakadilan lainnya (Aisyah et al., 2025).

Konsep keadilan dalam penetapan harga ini pada masa
klasik pemikiran ekonomi Islam dikenal dengan istilah harga
yang setara, yaitu harga yang terbentuk secara wajar melalui
mekanisme pasar yang bebas dari intervensi yang tidak adil,
baik oleh penjual, pembeli, maupun pihak ketiga yang
berupaya memanipulasi keseimbangan pasar. Pemikiran ini
menegaskan bahwa Islam pada dasarnya menghormati
mekanisme pasar sebagai instrumen pembentukan harga yang
alamiah, selama mekanisme tersebut tidak dimanipulasi
melalui praktik-praktik yang melanggar prinsip keadilan,
seperti kolusi antar penjual untuk menetapkan harga tinggi
secara bersama-sama atau penyebaran informasi palsu
mengenai kondisi pasokan yang memengaruhi ekspektasi
harga di kalangan konsumen.

Dalam konteks pemasaran digital saat ini, prinsip harga
yang setara ini relevan untuk mengevaluasi praktik penetapan
harga dinamis yang banyak diterapkan oleh platform digital,
di mana harga sebuah produk dapat berubah secara otomatis
berdasarkan algoritma yang mempertimbangkan berbagai
faktor seperti permintaan, waktu, dan bahkan profil individual
konsumen. Praktik penetapan harga dinamis yang tidak
transparan dan berpotensi mendiskriminasi konsumen tertentu
berdasarkan data pribadinya perlu dikaji secara kritis
kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam penetapan harga
menurut perspektif syariah, mengingat potensi terjadinya
eksploitasi terhadap konsumen yang tidak menyadari bahwa
harga yang mereka lihat berbeda dengan harga yang dilihat
konsumen lain untuk produk yang sama (Saputri, 2026).
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Islam secara tegas melarang berbagai bentuk transaksi
yang mengandung unsur ketidakadilan, di antaranya adalah
gharar yang merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian
yang berlebihan dalam objek transaksi, tadlis yang merujuk
pada penyembunyian informasi atau cacat yang seharusnya
diketahui oleh pihak lain, dan ihtikar yang merujuk pada
praktik penimbunan barang untuk menciptakan kelangkaan
buatan demi menaikkan harga secara tidak wajar. Ketiga
bentuk pelanggaran ini memiliki relevansi yang sangat kuat
dengan praktik pemasaran kontemporer, di mana gharar dapat
termanifestasi dalam bentuk deskripsi produk yang ambigu
atau ketentuan promosi yang tidak jelas syaratnya, tadlis dapat
termanifestasi dalam bentuk penyembunyian kekurangan
produk atau manipulasi ulasan konsumen, sedangkan ihtikar
dapat termanifestasi dalam bentuk manipulasi ketersediaan
stok untuk menciptakan kesan kelangkaan yang mendorong
konsumen membeli secara terburu-buru. Pemahaman terhadap
larangan-larangan ini memberikan kerangka evaluasi yang
jelas bagi pemasar muslim dalam merancang strategi promosi
yang etis, sekaligus menjadi alat analisis kritis bagi konsumen
dalam menilai apakah sebuah praktik pemasaran telah
melanggar prinsip keadilan syariah. Larangan terhadap gharar,
tadlis, dan ihtikar in1 pada dasarnya bertujuan untuk
melindungi keseimbangan pasar dan mencegah terjadinya
eksploitasi terhadap pihak yang berada dalam posisi informasi
yang lebih lemah (Istiqomah et al., 2024).

Konsep keadilan dalam Islam juga dikenal dengan istilah
qist, yang secara spesifik merujuk pada keadilan dalam
konteks muamalah dan interaksi sosial ekonomi, sedikit
berbeda dengan konsep adl yang memiliki cakupan makna
lebih luas hingga ke ranah keadilan hukum dan moral secara
umum. Penggunaan istilah gist dalam Al-Qur'an sering
dikaitkan langsung dengan perintah untuk menyempurnakan
takaran dan timbangan, yang menegaskan bahwa keadilan
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dalam bertransaksi bukan sekadar konsep abstrak, melainkan
harus terwujud dalam praktik konkret berupa akurasi ukuran,
kuantitas, dan kualitas barang yang diperjualbelikan.

Dalam konteks pemasaran modern, prinsip gist ini dapat
diperluas maknanya untuk mencakup akurasi dalam
pencantuman berat bersih produk, kesesuaian antara foto
produk dengan kondisi aslinya, serta kejelasan mengenai
satuan dan jumlah barang yang ditawarkan dalam sebuah
promosi. Ketelitian dalam aspek-aspek teknis semacam ini
seringkali dianggap remeh oleh pelaku usaha, padahal dalam
perspektif syariah, hal tersebut merupakan wujud konkret dari
keadilan yang dituntut dalam setiap transaksi. Penerapan
prinsip gist secara konsisten pada aspek teknis pemasaran ini
pada akhirnya akan membangun kepercayaan konsumen
terhadap akurasi dan konsistensi kualitas produk yang
ditawarkan oleh sebuah usaha (Saputri, 2026).

2. Prinsip Kejujuran

Kejujuran adalah fondasi kepercayaan pasar. Informasi
mengenai kualitas, fungsi, komposisi, harga, dan batas
penggunaan produk perlu disampaikan secara akurat agar
konsumen dapat mengambil keputusan secara sadar
(Ambarwati & Abroza, 2024).

Sebagaimana terdapat pada hadist riwayat Tirmidzi:

o138 5 (a5 (il ga el (5502l Sl

“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi,
shiddigin, dan syuhada”. (HR. Tirmidzi)

Hadis tersebut menegaskan pentingnya integritas moral
dalam praktik bisnis, yang tidak hanya bernilai spiritual tinggi
tetapi juga memiliki dampak praktis. Sikap jujur dan amanah
menjadi modal utama dalam membangun kepercayaan
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pelanggan atau mitra, sekaligus menjadi kunci keberlanjutan
sebuah usaha (Sahro, 2024).

Kejujuran dalam pemasaran syariah juga berkaitan erat
dengan konsep tabligh, yaitu kemampuan menyampaikan
informasi secara jelas, komunikatif, dan mudah dipahami oleh
penerima pesan. Konsep tabligh menuntut agar pesan
pemasaran tidak hanya benar secara substansi, tetapi juga
disampaikan dengan cara yang efektif sehingga konsumen
benar-benar memahami apa yang ditawarkan, termasuk syarat
dan ketentuan yang menyertainya. Sebuah informasi yang
secara teknis benar namun disampaikan dengan bahasa yang
berbelit-belit atau menggunakan istilah teknis yang sulit
dipahami masyarakat awam dapat dikategorikan tidak
memenuhi prinsip tabligh, meskipun secara formal tidak
mengandung kebohongan. Dalam konteks pemasaran produk
keuangan syariah yang seringkali melibatkan istilah teknis
seperti akad murabahah, mudharabah, atau musyarakah,
prinsip fabligh menuntut pelaku usaha untuk menerjemahkan
istilah-istilah tersebut ke dalam bahasa yang mudah dipahami
calon nasabah, tanpa mengurangi keakuratan substansinya.
Penerapan prinsip fabligh secara konsisten akan mengurangi
kesenjangan pemahaman antara pelaku usaha dan konsumen,
sehingga meminimalkan potensi kesalahpahaman yang dapat
menimbulkan kekecewaan di kemudian hari (Assyaukani & Al
Farisi, 2025).

3. Prinsip Transparansi

Transparansi memperkuat hubungan jangka panjang
antara perusahaan dan konsumennya. Dalam praktik
pemasaran, transparansi diwujudkan melalui informasi yang
mudah dipahami, prosedur transaksi yang jelas, serta kesiapan
untuk menindaklanjuti keluhan secara bertanggung jawab
(Hakim & Aditya, 2023).
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Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan
Muslim berbunyi:
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Artinya:  “Rasullullah Salallahualaihiwasallam bersabda
vang artinya “Dua orang yang melakukan jual beli memiliki
hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur
dan menjelaskan (transparan), maka diberkahi jual beli
mereka. Namun jika keduanya menyembunyikan (cacat
barang) dan berdusta, maka dihapus keberkahan jual beli
mereka.” (HR. Bukhari & Muslim).

Penerapan ketiga prinsip ini dalam konteks Indonesia
dapat diamati melalui berbagai kebijakan dan praktik yang
telah berkembang, salah satunya adalah kewajiban
pencantuman label halal pada produk yang beredar di pasar
sebagai bentuk konkret dari prinsip transparansi mengenai
kehalalan bahan dan proses produksi. Kebijakan ini
memberikan kepastian informasi bagi konsumen muslim
mengenai kesesuaian produk dengan ketentuan syariat,
sekaligus menjadi instrumen yang mendorong pelaku usaha
untuk lebih transparan dalam mengungkapkan komposisi dan
proses produksi produknya. Di sektor keuangan syariah,
penerapan prinsip transparansi tercermin dalam kewajiban
lembaga keuangan untuk menyajikan informasi produk secara
jelas melalui dokumen yang mudah dipahami nasabah,
termasuk penjelasan mengenai akad yang digunakan dan
konsekuensi yang menyertainya. Fenomena meningkatnya
kesadaran konsumen digital di Indonesia, yang semakin aktif
memberikan ulasan dan membagikan pengalaman transaksi
melalui media sosial, juga menciptakan mekanisme
pengawasan sosial yang mendorong pelaku usaha untuk lebih
menjaga kejujuran dan keadilan dalam praktik pemasarannya,
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karena pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dengan cepat
menyebar dan merusak reputasi usaha. Selain itu, semakin
banyaknya platform  perdagangan elektronik  yang
menyediakan fitur perlindungan pembeli, seperti jaminan
pengembalian dana dan sistem penilaian penjual, juga
mencerminkan institusionalisasi prinsip keadilan dan
transparansi dalam ekosistem pemasaran digital di Indonesia
(Ambarwati &Abroza, 2024).

Meskipun berbagai kemajuan telah dicapai, penerapan
prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam pemasaran
di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang
signifikan. Asimetri informasi antara pelaku usaha dan
konsumen masih menjadi persoalan mendasar, terutama pada
produk-produk yang bersifat teknis dan kompleks seperti
produk keuangan dan investasi, di mana konsumen awam
seringkali kesulitan memahami risiko yang sesungguhnya
tersembunyi di balik penjelasan yang secara formal telah
disampaikan. Perkembangan teknik pemasaran digital yang
semakin canggih juga menghadirkan tantangan baru, karena
penggunaan algoritma dan kecerdasan buatan memungkinkan
pelaku usaha untuk melakukan personalisasi pesan pemasaran
yang dapat dimanfaatkan secara manipulatif untuk
mengeksploitasi kelemahan psikologis konsumen tertentu,
sebuah praktik yang sulit dideteksi dan diawasi dibandingkan
bentuk kecurangan konvensional. Fenomena maraknya ulasan
produk palsu dan pemasaran melalui pemberi pengaruh digital
yang tidak transparan mengenai hubungan komersial dengan
merek yang dipromosikan juga menjadi tantangan tersendiri
bagi penegakan prinsip kejujuran dalam pemasaran
kontemporer. Di sisi lain, masih terbatasnya kapasitas
pengawasan otoritas terkait untuk memantau seluruh praktik
pemasaran yang terjadi di ruang digital yang sangat luas dan
dinamis turut menjadi kendala struktural yang perlu diatasi
(Assyaukani & Al Farisi, 2025).
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Tantangan tambahan muncul dari karakteristik
masyarakat Indonesia yang sangat beragam secara geografis
dan tingkat literasi digital, sehingga penerapan prinsip
transparansi yang efektif di wilayah perkotaan dengan akses
informasi yang luas belum tentu memberikan hasil yang sama
di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses teknologi
dan literasi keuangan. Kesenjangan ini menyebabkan sebagian
masyarakat di wilayah tertentu lebih rentan menjadi korban
praktik pemasaran yang tidak jujur, karena keterbatasan
kemampuan untuk memverifikasi klaim yang disampaikan
pelaku usaha maupun keterbatasan akses terhadap mekanisme
pengaduan apabila mengalami kerugian akibat praktik
pemasaran yang menyimpang dari prinsip keadilan dan
kejujuran (Mursidah, 2025).

D. ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PEMASARAN

1. Definisi Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam mengarahkan aktivitas pemasaran
agar selaras dengan nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan
tanggung jawab. Etika ini bukan pelengkap promosi,
melainkan dasar untuk menentukan cara perusahaan
menawarkan, menjual, dan mempertanggungjawabkan
produknya (Ambarwati & Abroza, 2024).

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai-nilai
moral yang bersumber dari ajaran Islam dan menjadi panduan
dalam seluruh aktivitas bisnis dan pemasaran. Berbeda dari
etika bisnis sekuler yang umumnya dibangun di atas landasan
utilitarian atau deontologis yang bersifat relatif, etika bisnis
Islam bersumber dari wahyu ilahi yang bersifat absolut dan
universal. Secara filosofis etika Islam berpijak pada
penggunaan akal atau ilmu pengetahuan dan ajaran agama
sebagai dasar untuk menilai perilaku manusia. Dalam praktik
kehidupan bermasyarakat, landasan penilaian semacam ini
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kerap dijumpai, di mana penilaian mengenai baik, buruk, atau
jahat menurut ajaran agama sering diperkuat melalui alasan
dan argumentasi ilmiah. Berbagai hal yang telah dinyatakan
dalam ajaran Islam sejak berabad-abad silam pada akhirnya
dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah oleh mereka
yang mencari kebenaran. Bahkan, sepanjang sejarah, para
filsuf dan ilmuwan telah banyak membuktikan kebenaran
ajaran Islam secara ilmiah pada berbagai bidang dan aspek
paradigma keilmuan, termasuk ilmu tentang perilaku manusia
dalam hubungannya dengan sesama manusia maupun dengan
alam sekitarnya (Muis, 2021).

2. Larangan Praktik Etika Bisnis Islam dalam Pemasaran

a. Larangan Riba

Kata riba berasal dari akar kata bahasa Arab “raba-
yarbu” yang bermakna tumbuh, bertambah, atau berkembang.
Dalam pengertian syariat, riba dipahami sebagai setiap
tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman atau atas
pertukaran komoditas tertentu tanpa disertai padanan yang
setara dari sisi imbalan, waktu, maupun risiko yang
ditanggung. Tambahan tersebut diperoleh semata-mata karena
berlalunya waktu atau karena posisi tawar salah satu pihak
yang lebih kuat, bukan karena adanya usaha produktif,
penyertaan modal yang berisiko, atau pertukaran barang dan
jasa yang setara nilainya (Lestari & Fasa, 2022).

Ulama figh klasik seperti Imam al-Sarakhsi
mendefinisikan riba sebagai kelebihan yang tidak memiliki
imbangan (‘iwadh) yang dibenarkan syariat dalam akad
mu'awadhah atau pertukaran. Definisi ini menegaskan bahwa
unsur pokok riba bukan terletak pada besar kecilnya tambahan,
melainkan pada ketiadaan padanan yang sah atas tambahan
tersebut. Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya tentang figh
muamalah menambahkan bahwa riba pada hakikatnya
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merupakan bentuk pemindahan kekayaan secara sepihak yang
merugikan salah satu pihak demi keuntungan pihak lainnya,
sehingga bertentangan dengan asas keadilan transaksional
yang dijunjung tinggi dalam Islam (Ruhidayati, 2023).

Dari sudut pandang filosofis, larangan riba berakar pada
prinsip bahwa uang pada dasarnya bukanlah komoditas yang
dapat diperjualbelikan untuk menghasilkan keuntungan dari
dirinya sendiri, melainkan alat tukar (medium of exchange) dan
satuan nilai (unit of account). Ketika uang dipinjamkan dengan
kewajiban  pengembalian melebihi  pokoknya tanpa
keterlibatan dalam wusaha riil, maka pemilik modal
memperoleh imbalan tanpa menanggung risiko usaha,
sementara peminjam menanggung seluruh risiko sendirian.
Ketimpangan distribusi risiko inilah yang menjadi titik tolak
pengharaman riba dalam pandangan ekonomi syariah
(Ruhidayati, 2023).

Larangan riba ditetapkan secara bertahap (fadarruj) dalam Al-
Qur'an, dimulai dari ayat berikut .
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah
kepada Allah agar kamu beruntung. (Q.S Ali-Imran:130).
Riba dalam ayat ini, ialah riba nast'ah yang juga disebut
riba jahiliah yang biasa dilakukan orang pada masa itu. Ibnu
Jarir berkata, “bahwa yang dimaksud Allah dalam ayat ini
ialah: Hai, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-
Nya, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda,
sebagaimana kamu lakukan pada masa jahiliah sesudah kamu
masuk Islam, padahal kamu telah diberi petunjuk oleh-Nya.”
Pada masa itu bila seseorang meminjam uang sebagaimana
disepakati waktu meminjam, maka orang yang punya uang
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menuntut agar utang itu dilunasi menurut waktu yang
dijanjikan. Orang yang berutang (karena belum ada uang untuk
membayar) meminta penangguhan dan menjanjikan akan
membayar dengan tambahan yang ditentukan (Boga, 2023).

Setiap kali pembayaran tertunda ditambah lagi
bunganya. Inilah yang dinamakan riba berlipat ganda, dan
Allah melarang, kaum Muslimin melakukan hal yang seperti
itu. Ar-Razi memberikan penjelasan sebagai berikut, “Bila
seseorang berutang kepada orang lain sebesar seratus dirham
dan telah tiba waktu membayar utang itu sedang orang yang
berutang belum sanggup membayarnya, maka orang yang
berpiutang membolehkan penangguhan pembayaran utang itu
asal saja yang berutang mau menjadikan utangnya menjadi dua
ratus dirham atau dua kali lipat. Kemudian apabila tiba waktu
pembayaran tersebut dan yang berutang belum juga sanggup
membayarnya, maka pembayaran itu dapat ditangguhkan
dengan ketentuan utangnya dilipatgandakan lagi (Lestari &
Fasa, 2022).

Demikianlah seterusnya sehingga utang itu menjadi
bertumpuk-tumpuk. Inilah yang dimaksud dengan kata
“berlipat ganda” dalam firman Allah. Riba semacam ini
dinamakan juga riba nast'ah karena adanya penangguhan
dalam pembayaran bukan tunai. Selain riba nasi'ah ada pula
riba yang dinamakan riba fadal yaitu menukar barang dengan
barang yang sejenis sedang mutunya berlainan, umpamanya
menukar 1 liter beras yang mutunya tinggi dengan 1% liter
beras yang bermutu rendah. Haramnya riba fadal ini,
didasarkan pada hadis-hadis Rasul, dan hanya berlaku pada
emas, perak dan makanan-makanan pokok, atau yang
diistilahkan dengan “barang-barang ribawi.” Karena beratnya
hukum riba ini dan amat besar bahayanya, maka Allah
memerintahkan kepada kaum Muslimin agar menjauhi riba
dan selalu memelihara diri dan bertakwa kepada Allah agar
jangan terperosok ke dalamnya dan agar mereka dapat hidup
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berbahagia dan beruntung di dunia dan di akhirat (Ruhidayati,
2023).

Dampak Riba terhadap Perekonomian, Praktik riba
memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas ekonomi suatu
masyarakat. Fenomena ini dapat ditelaah dari berbagai
perspektif, antara lain pola distribusi kekayaan, kerentanan
pasar keuangan, produktivitas sektor riil, daya beli
masyarakat, hingga aspek psikososial yang menyertainya.
Uraian berikut memaparkan kelima dimensi tersebut secara
sistematis (Meuliana&Maulida, 2024).

Ketimpangan Distribusi Kekayaan, mekanisme riba
secara struktural cenderung menguntungkan pihak yang
memiliki modal, sebab keuntungan diperoleh tanpa
menanggung risiko usaha secara proporsional. Sebaliknya,
kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses permodalan
berada pada posisi yang lebih lemah dan rentan secara
finansial. Kondisi ini mendorong terjadinya konsentrasi
kekayaan pada segelintir pihak, sementara kesenjangan
ekonomi pada lapisan masyarakat lainnya semakin melebar.
Apabila dibiarkan berlangsung dalam jangka panjang,
ketimpangan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan dan
ketegangan sosial (Lubisa et al., 2026).

Kerentanan Pasar dan Potensi Krisis Ekonomi, Sistem
berbasis bunga memperbesar beban kewajiban finansial bagi
peminjam, baik individu maupun pelaku usaha. Ketika terjadi
penurunan pendapatan, kemampuan untuk memenuhi
kewajiban utang menjadi terganggu, sehingga risiko gagal
bayar meningkat. Akumulasi kredit bermasalah pada skala
yang luas dapat memicu krisis keuangan. Selain itu, tingginya
suku bunga sering kali mendorong perilaku spekulatif di pasar
aset, yang pada gilirannya memperbesar risiko terbentuknya
gelembung ekonomi (economic bubble) yang rentan pecah
sewaktu-waktu (Fitri et al., 2025).
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Hambatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif,
Beban bunga atas modal pinjaman turut membebani sektor
produktif, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) vyang menjadi tulang punggung
perekonomian rakyat. Tingginya biaya pinjaman menyulitkan
pelaku usaha untuk berkembang dan bersaing secara sehat.
Akibatnya, kontribusi sektor produktif terhadap penciptaan
lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
menjadi tidak optimal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang
dihasilkan cenderung tidak merata dan kurang inklusif
(Hartika et al., 2023).

Penurunan Daya Beli dan Konsumsi Masyarakat,
Kewajiban pembayaran bunga secara berkala mengurangi
porsi penghasilan yang tersedia bagi kebutuhan konsumsi
lainnya. Semakin besar alokasi pendapatan untuk memenuhi
cicilan utang beserta bunganya, semakin kecil pula daya beli
riill masyarakat. Penurunan daya beli ini pada akhirnya
berdampak pada melemahnya permintaan agregat, yang turut
memperlambat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dampak Psikologis dan Sosial: Selain berdimensi
ekonomi, riba juga membawa konsekuensi psikologis bagi
individu yang terjerat utang berbunga tinggi. Tekanan untuk
melunasi kewajiban finansial kerap memicu kecemasan dan
stres berkepanjangan. Kondisi psikologis yang terganggu ini
dapat menurunkan produktivitas kerja, memengaruhi
kesehatan mental, serta merenggangkan hubungan sosial di
tengah masyarakat, sehingga secara tidak langsung turut
mengganggu stabilitas sosial secara lebih luas (Meuliana &
Maulida, 2024).

Penerapan Larangan Riba dalam Praktik Keuangan
Kontemporer:

Perdebatan kontemporer mengenai riba tidak lagi
terbatas pada bunga pinjaman konvensional, melainkan
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meluas ke berbagai instrumen keuangan modern. Bunga
deposito dan tabungan pada perbankan konvensional, kupon
obligasi konvensional, bunga kartu kredit, biaya keterlambatan
(late fee) yang bersifat akumulatif, hingga skema multi level
marketing berbasis bunga berjenjang, kerap menjadi objek
kajian fatwa kontemporer untuk menentukan kategorisasinya
sebagai riba qardh, riba jahiliyyah, atau bentuk riba lain yang
relevan (Saiddaeni, 2023).

Perkembangan teknologi finansial (fintech) turut
memunculkan tantangan baru dalam identifikasi riba. Layanan
paylater, pinjaman peer-to-peer berbasis bunga, serta skema
bunga tersembunyi dalam aplikasi pembiayaan digital
memerlukan kajian figh muamalah yang cermat karena
strukturnya sering dikemas dengan istilah pemasaran yang
tidak secara eksplisit menyebut kata bunga, meski secara
substansi memiliki karakteristik riba yang sama, yaitu
tambahan kewajiban pembayaran yang ditetapkan di muka
tanpa keterlibatan dalam risiko usaha riil (Fitri et al , 2025).

Penerapan skema bagi hasil dipandang lebih adil karena
mendistribusikan risiko secara proporsional di antara pihak-
pihak yang terlibat, sekaligus mendorong lembaga keuangan
untuk lebih selektif dan cermat dalam menilai kelayakan usaha
yang dibiayai, mengingat keuntungan lembaga keuangan
bergantung langsung pada keberhasilan usaha nasabah.
Pendekatan 1ini secara teoretis mampu menciptakan
keselarasan kepentingan (incentive alignment) antara pemodal
dan pengusaha, suatu kondisi yang sulit dicapai dalam sistem
bunga konvensional di mana kewajiban pembayaran tetap
berlaku terlepas dari hasil usaha yang dijalankan (Meiliana &
Maulida, 2024).

b. Larangan Gharar

Istilah gharar berasal dari bahasa Arab yang bermakna
bahaya, tipuan, atau sesuatu yang tidak jelas akibatnya. Dalam
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terminologi figh muamalah, gharar didefinisikan sebagai
ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu akad, baik
menyangkut objek transaksi, harga, waktu penyerahan,
maupun kepastian terjadinya transaksi itu sendiri, sehingga
berpotensi menimbulkan persengketaan atau kerugian bagi
salah satu pihak yang sebenarnya dapat dihindari melalui
kejelasan informasi sejak awal akad disepakati (Dewi, 2023).
Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa

gharar terjadi ketika suatu objek akad berstatus majhul al-
aqgibah, yakni tidak diketahui kepastian hasil akhirnya,
sehingga transaksi tersebut menyerupai perjudian dalam hal
ketidakpastian capaiannya. Inti dari larangan gharar bukan
terletak pada ketidaktahuan semata, sebab dalam kehidupan
ekonomi praktis selalu terdapat wunsur risiko dan
ketidakpastian yang wajar, melainkan pada tingkat
ketidakjelasan yang berlebihan (gharar fahisy) yang dapat
menimbulkan kerugian signifikan dan mestinya dapat
dihindari melalui transparansi informasi yang memadai.

Tujuan utama larangan gharar adalah melindungi kedua
belah pihak dalam akad dari eksploitasi informasi asimetris
(asymmetric information), di mana salah satu pihak memiliki
pengetahuan lebih unggul mengenai objek transaksi
dibandingkan pihak lainnya, sehingga dapat memanfaatkan
ketidaktahuan lawan transaksinya demi keuntungan sepihak.
Dengan demikian, kejelasan mengenai jenis, jumlah, kualitas,
harga, dan waktu penyerahan barang atau jasa menjadi
prasyarat keabsahan akad dalam pandangan figh muamalah
(Dewi, 2023).

Larangan gharar bersumber dari sejumlah hadits Nabi
Muhammad SAW, di antaranya riwayat Imam Muslim dari
Abu Hurairah yang menyebutkan:
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Dari Abu Hurairah dia berkata: “Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam melarang jual beli hashah (jual beli dengan
cara melempar kerikil) dan melarang jual beli gharar
(mengandung ketidakpastian/spekulasi)”. (HR. Muslim)

Hadis ini berisi larangan terhadap dua bentuk transaksi
jual beli, yaitu jual beli gharar dan jual beli dengan cara
melempar kerikil. Gharar yang dimaksud adalah suatu objek
transaksi yang keadaannya tidak jelas, sehingga tidak dapat
dipastikan apakah barang tersebut benar-benar dapat
diserahterimakan atau tidak (Itona, 2022).

Adapun mengenai jual beli dengan cara melempar
kerikil, Imam Nawawi mengemukakan tiga kemungkinan
penafsiran sebagai berikut, Penjual menyatakan kepada
pembeli, “saya menjual salah satu dari pakaian-pakaian ini,
yaitu yang terkena lemparan batu yang saya lempar”, atau
penjual menyatakan, “saya menjual tanah ini mulai dari titik
ini hingga batas jatuhnya lemparan batu tersebut”. Pada
penafsiran ini, batas atau objek jual beli baru ditentukan
berdasarkan hasil lemparan batu yang belum jelas
kepastiannya.

Seseorang berkata kepada pembeli, “saya menjual
barang ini kepadamu, dengan ketentuan bahwa kamu memiliki
hak khiyar (hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan
transaksi) hingga saya melemparkan batu kerikil ini”. Dalam
bentuk ini, lemparan batu dijadikan sebagai batas waktu
berlakunya hak khiyar bagi pembeli.

Penjual dan pembeli menjadikan lemparan batu itu
sendiri sebagai penentu terjadinya transaksi, yaitu pembeli
berkata kepada penjual, “jika saya melemparkan batu ke arah
pakaian ini, maka pakaian tersebut saya beli darimu dengan
harga sekian”. Pada bentuk ini, sah atau tidaknya jual beli
digantungkan pada peristiwa lemparan batu yang akan terjadi
(Itona, 2022).
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Penerapan Larangan Gharar dalam Pemasaran Syariah
Kontemporer:

Dalam Penerapannya, Untuk meminimalkan unsur
gharar figh muamalah kontemporer mensyaratkan kejelasan
rukun dan syarat akad secara rinci, termasuk spesifikasi objek
transaksi, harga yang disepakati, mekanisme penyerahan, serta
jangka waktu pelaksanaan. Lembaga keuangan syariah
modern menerapkan prinsip kejelasan kontrak (transparency
of contract) melalui dokumentasi akad yang komprehensif,
sehingga kedua belah pihak memiliki pemahaman yang setara
mengenai hak dan kewajiban masing-masing sebelum
transaksi disepakati (Rahmah et al., 2024).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI) secara berkala mengeluarkan fatwa yang merinci
batasan gharar yang dapat ditoleransi dalam produk keuangan
kontemporer, seperti fatwa mengenai jual beli salam dan
istishna yang pada dasarnya mengandung unsur ketidakpastian
penyerahan barang di masa depan, namun ditoleransi karena
kebutuhan praktis masyarakat dan telah diatur dengan kaidah-
kaidah yang memastikan kejelasan spesifikasi barang,
sehingga ketidakpastian yang tersisa tergolong gharar yasir
yang dapat diterima (Jafar et al., 2026).

c¢. Larangan Maysir

Maysir secara etimologis berasal dari kata yang
bermakna mudah, merujuk pada cara memperoleh harta secara
mudah tanpa kerja keras maupun usaha produktif. Dalam
terminologi figh, maysir didefinisikan sebagai segala bentuk
permainan atau aktivitas yang melibatkan unsur untung-
untungan, di mana hasil akhirnya bergantung sepenuhnya pada
faktor kebetulan, sehingga salah satu pihak memperoleh
keuntungan secara mutlak dari kerugian pihak lain tanpa
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adanya nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari proses
tersebut ( Dewi, 2023).

Karakteristik utama maysir adalah sifatnya yang zero-
sum game, yaitu keuntungan yang diperoleh satu pihak selalu
berbanding lurus dengan kerugian yang diderita pihak lain,
tanpa ada penciptaan nilai ekonomi baru di tengah prosesnya.
Berbeda dengan transaksi bisnis yang sehat, di mana kedua
pihak berpotensi memperoleh manfaat melalui pertukaran nilai
yang setara, maysir hanya memindahkan kekayaan dari satu
pihak ke pihak lain semata-mata berdasarkan hasil yang
bergantung pada peruntungan, bukan pada kontribusi nyata
dalam kegiatan produktif (Dewi, 2023).

Larangan maysir ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-
Ma'idah ayat 91:

M\g;w\)oj\me&ugyu\M\ﬁ)zw
&5l Jgd ssliall e 5l S5 G Rilay JMU
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Artinya: Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan
permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman
keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari
mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah
kamu mau berhenti? (QS Al-Maidah:91)

Ayat ini menyebutkan alasan mengapa Allah
mengharamkan meminum khamar dan berjudi bagi orang-
orang mukmin. Alasan yang disebutkan dalam ayat ini ada dua
macam, Pertama, karena dengan kedua perbuatan itu setan
ingin menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci di
antara sesama manusia. Kedua, karena akan melalaikan
mereka dari mengingat Allah dan salat. Pada ayat yang lain
telah disebutkan bahwa minum khamar dan berjudi adalah
perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Artinya setanlah
yang menggoda manusia untuk melakukannya agar timbul
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permusuhan dan rasa saling membenci antara mereka.
Timbulnya berbagai bahaya tersebut pada orang yang suka
minum khamar dan berjudi, tak dapat dipungkiri yang
menggandengkan maysir dengan khamar (minuman keras),
berhala, dan praktik mengundi nasib, serta menyebutnya
sebagai perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan yang
harus dijauhi agar manusia memperoleh keberuntungan
(Rahmabh et al., 2024).

Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa maysir
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia
serta menghalangi mereka dari mengingat Allah dan
menunaikan ibadah, sehingga dampak negatifnya tidak hanya
bersifat ekonomi tetapi juga sosial dan spiritual. Sejarah
mencatat bahwa maysir pada masa pra-Islam di jazirah Arab
dipraktikkan dalam bentuk permainan undian menggunakan
anak panah untuk membagi daging hewan kurban, yang kerap
memicu perselisihan dan kebencian antarkabilah akibat hasil
undian yang dianggap tidak adil. Pengharaman maysir dalam
Al-Qur'an dengan demikian merupakan koreksi terhadap
kebiasaan masyarakat yang merugikan secara sosial, sekaligus
peletakan dasar bagi prinsip bahwa perolehan harta harus
berlandaskan usaha nyata, bukan keberuntungan semata
(Akbar et al., 2026).

Penerapan Larangan Maysir dalam Aktivitas Pemasaran
Syariah:

Dalam konteks modern, maysir tidak hanya terbatas
pada perjudian dalam pengertian tradisional seperti kasino,
taruhan olahraga, atau lotere, melainkan meluas ke berbagai
instrumen keuangan yang bersifat spekulatif murni.
Perdagangan margin (margin trading) dan transaksi valuta
asing dengan leverage tinggi yang dilakukan semata-mata
untuk mengambil keuntungan dari fluktuasi harga jangka
pendek tanpa kepemilikan riil atas aset yang diperdagangkan,
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sering dikategorikan sebagai bentuk maysir kontemporer
karena keuntungan satu pihak diperoleh langsung dari
kerugian pihak lawan transaksi (Zulfahmi & Maulana, 2022).

Perdagangan aset kripto yang sarat spekulasi harga tanpa
didasari analisis fundamental, perdagangan saham dengan
motif day trading semata untuk mengeruk selisih harga jangka
pendek tanpa niat investasi jangka panjang, serta berbagai
aplikasi perjudian daring yang marak beredar di platform
digital, turut menjadi sorotan otoritas keuangan syariah karena
dianggap mengandung karakteristik maysir yang serupa, yakni
ketergantungan hasil pada faktor kebetulan dan pola zero-sum
yang merugikan salah satu pihak (Andini, 2022).

Skema multi level marketing yang mengandalkan
perekrutan anggota baru sebagai sumber utama keuntungan,
alih-alih penjualan produk riil, juga sering disinggung dalam
kajian kontemporer sebagai praktik yang mendekati maysir,
karena keberlangsungan keuntungan anggota lama bergantung
pada kerugian dan kegagalan anggota baru yang bergabung
belakangan, sebuah pola yang menyerupai skema piramida
dan bertentangan dengan prinsip penciptaan nilai ekonomi
yang riil (Zulfahmi & Maulana, 2022).

d. Larangan Penimbunan Barang

Merupakan salah satu aspek yang dilarang oleh para
fugaha, baik ditinjau dari jenis barang maupun dari waktu
penimbunannya yang diharamkan. Imam Al-Ghazali
menjelaskan bahwa barang-barang yang bukan termasuk
makanan pokok maupun penggantinya, seperti obat-obatan,
jamu, dan za'faran, tidak termasuk dalam larangan tersebut
walaupun barang itu merupakan sesuatu yang dapat dimakan.
Sementara itu, barang-barang yang menyertai makanan pokok,
seperti daging dan buah-buahan, serta barang yang dapat
berfungsi sebagai pengganti makanan pokok dalam keadaan
tertentu meskipun tidak dapat dijadikan pengganti secara
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terus-menerus termasuk dalam kategori yang perlu
diperhatikan secara khusus. Oleh karena itu, sebagian ulama
menetapkan haram menimbun minyak samin, madu, minyak
kacang, keju, minyak zaitun, dan barang-barang sejenisnya
(Zulfahmi & Maulana, 2022).

Penimbunan barang dilakukan oleh seseorang dengan
maksud memperoleh keuntungan dari barang yang disimpan
tersebut, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang
berbeda dari harga semula. Seorang pedagang yang
mendatangkan barang kebutuhan masyarakat dari distributor,
atau membelinya pada saat harga masih murah, lalu
menyimpannya untuk keperluannya sendiri atau langsung
menjualnya kembali, tidak termasuk dalam kategori
penimbunan yang diharamkan selama barang tersebut bukan
merupakan bahan pokok. Namun, apabila bahan pokok yang
sangat dibutuhkan masyarakat itu ditimbun dengan tujuan
mencari keuntungan sehingga masyarakat menjadi kesulitan
memenuhi kebutuhan hidupnya, maka perbuatan tersebut
dapat dikategorikan sebagai penimbunan yang haram (Dewi,
2023).

Suatu perbuatan penimbunan barang dinyatakan haram
apabila memenubhi tiga unsur berikut:

1) Barang yang ditimbun terlebih dahulu diperoleh melalui
pembelian.

2) Barang yang dibeli tersebut merupakan bahan makanan
yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3) Timbul kesulitan bagi masyarakat untuk memperoleh
bahan makanan yang dibutuhkan tersebut.

Menurut prinsip hukum Islam, setiap barang yang
dibolehkan (halal) untuk dimiliki oleh seseorang berdasarkan
ketetapan Allah SWT, maka barang tersebut juga halal untuk
dijadikan objek perdagangan. Sebaliknya, segala sesuatu yang
tidak diperbolehkan (haram) untuk dimiliki, maka haram pula
untuk diperdagangkan. Meskipun demikian, terdapat
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ketentuan dalam hukum Islam bahwa suatu barang yang pada
dasarnya halal dapat berubah status menjadi haram atau tidak
boleh dimiliki apabila sikap dan perbuatan pelakunya
bertentangan dengan syariat. Pada umumnya, seseorang
membutuhkan barang yang dimiliki oleh orang lain, dan
barang tersebut semestinya dapat diperoleh dengan mudah
melalui pembelian. Namun, terkadang pemilik barang tidak
bersedia menjualnya dengan mudah, melainkan memilih untuk
menimbunnya (ihtikar). Pemilik barang tersebut baru akan
menjualnya ketika harga di pasaran mulai naik, dengan tujuan
memperoleh keuntungan yang lebih besar (Andini, 2022).
Berdasarkan Hadis tersebut:
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Artinya: “Rasulullah SAW, bersabda, ‘“tidaklah seseorang
menimbun makanan atau barang melainkan ia berdosa.”
(H.R.Muslim).

Menunjukkan bahwa al-Ihtikar (penimbunan barang)
adalah perbuatan terlarang dalam syariat Islam. Hal ini karena
praktik tersebut membawa dampak negatif bagi proses jual
beli yang idealnya berpijak pada ajaran dan norma Islam.
Dengan demikian, Nabi Muhammad Saw sangat melarang
pedagang yang melakukan penimbunan barang, dan hukum al-
Ihtikar dalam konteks ini adalah haram (Hidayat et al., 2025).

Perbuatan penimbunan barang tidak diperbolehkan atau
diharamkan karena termasuk salah satu bentuk ancaman
terhadap orang yang berusaha membangun kepentingan
dirinya sendiri di atas penderitaan orang lain. Pelaku
penimbunan tidak memperdulikan apakah orang lain
mengalami kelaparan atau kekurangan pakaian, sebab yang
menjadi  perhatian utamanya hanyalah memperoleh
keuntungan  sebesar-besarnya. =~ Semakin = masyarakat

56| Dinda Rahmawati, Dr. Busriadi, M.E.Sy., Novita Eka Paradina, S.E., M.Ak.



membutuhkan  suatu  barang, semakin pula ia
menyembunyikannya, dan ia akan semakin senang apabila
harga barang tersebut melonjak semakin tinggi. Manusia pada
dasarnya sangat menggantungkan harapan pada barang-barang
yang menjadi kebutuhan primer, seperti bahan makanan, yang
berbeda halnya dengan kebutuhan sekunder (Wirarti, 2024).

Penerapan Larangan Penimbunan Barang dalam
Pemasaran Syariah:

Dalam penerapannya, Larangan ihtikar (penimbunan
barang) dalam pemasaran syariah kontemporer tidak lagi
terbatas pada praktik menahan stok fisik komoditas pokok,
tetapi diperluas maknanya hingga mencakup penguasaan
infrastruktur pasar digital dan algoritma distribusi yang dapat
menghambat akses pelaku usaha kecil terhadap pasar secara
adil, Dalam praktik pemasaran, prinsip ini menuntut pelaku
usaha untuk menghindari taktik yang secara sengaja
menciptakan kelangkaan buatan (artificial scarcity), seperti
pembatasan stok yang tidak mencerminkan ketersediaan riil
barang semata-mata untuk mendorong urgensi pembelian atau
menaikkan harga jual di luar batas kewajaran. Strategi
penetapan harga predator (predatory pricing) yang bertujuan
menciptakan ilusi kelangkaan pasar sekaligus melemahkan
pesaing kecil turut dipandang bertentangan dengan prinsip
keadilan (al-'adl) dan keseimbangan (al-mizan) yang menjadi
landasan pemasaran syariah (Yanuardin & Thahir, 2025).

Salah satu contoh nyata dari dampak praktik ihtikar
dalam konteks kontemporer dapat dilihat pada kasus
kelangkaan Minyakita, produk minyak goreng bersubsidi
pemerintah, yang menurut kajian ekonomi syariah tergolong
sebagai gharar fahisy (ketidakpastian besar) karena
kelangkaan tersebut tercipta secara tidak alami dan berdampak
pada lonjakan harga yang tidak wajar serta terganggunya akses
masyarakat terhadap kebutuhan pokok Kasus ini menegaskan
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bahwa praktik penimbunan, baik oleh distributor maupun
pelaku usaha ritel, tidak hanya melanggar prinsip syariah tetapi
juga merusak kepercayaan konsumen terhadap rantai pasok
industri terkait secara keseluruhan. Bagi pelaku UMKM dan
platform ritel/e-commerce, penerapan larangan ihtikar dapat
diwujudkan melalui kebijakan pengelolaan stok yang
transparan, informasi ketersediaan barang yang akurat kepada
konsumen, serta penghindaran taktik pemasaran “stok
terbatas” yang menyesatkan. Konsistensi dalam praktik
semacam ini berkontribusi pada terjaganya stabilitas harga,
penguatan kepercayaan konsumen, dan keberlanjutan reputasi
bisnis dalam jangka panjang, sekaligus menjaga citra industri
halal sebagai sektor yang berkomitmen pada keadilan
distribusi dan kesejahteraan bersama (Fadilah et al., 2025).

E. KARAKTERISTIK PEMASARAN SYARIAH

Karakteristik dapat dipahami sebagai karakter dan gaya
hidup seseorang beserta nilai-nilai yang tumbuh secara
konsisten, sehingga perilakunya menjadi lebih stabil dan
mudah dikenali. Adapun pemasaran syariah merupakan
disiplin ilmu bisnis yang bersifat strategis, yang mengarahkan
proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari satu
pihak kepada para pemangku kepentingannya, di mana
keseluruhan prosesnya senantiasa mengacu pada akad serta
prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Dengan kata lain,
dalam pemasaran syariah, tidak satu pun tahapan baik
penciptaan, penawaran, maupun perubahan nilai yang boleh
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Hakim & Aditya,
2023).

Terdapat beberapa karakteristik yang menjadi pedoman
bagi umat muslim dalam menjalankan pemasaran syariah,
yaitu sebagai berikut:
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a. Rabbaniyah (Teistis/Ketuhanan)

Rabbaniyah merupakan ciri pemasaran yang bercorak
religius, yakni sebuah keyakinan yang utuh bahwa setiap
gerak-gerik manusia senantiasa berada dalam pengawasan
Allah (Hakim & Aditya, 2023).

Sebagaimana telah ditetapkan pada QS Al-Zalzalah 99 ayat 7-
&:
P P 29 ° @ o ¢ 5 P PRI ° s o %
1535 Qe Jasd B ¥ 533 1568 555 Ol a3 5
A5
Artinya: “Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat
zarrah, niscaya dia akan melihat (balasannya). Dan barang
siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan
melihat (balasannya)”.(QS. Al-Zalzalah: 7-8)

Hasbi memandang ayat ini sebagai bukti keadilan Allah
dalam membalas setiap amal manusia, di mana tidak ada satu
perbuatan pun yang terlewat dari pencatatan-Nya sekecil apa
pun timbangannya bahkan seberat zarrah sekalipun amal baik
akan diganjar dengan pahala, sementara perbuatan buruk akan
mendapat balasan berupa siksa. Berbeda dengan pandangan
tersebut, dalam kitab Tafsir Al-Qur’an Al-Karim, Ibnu ‘Arabi
menafsirkan surat al-Zalzalah melalui perspektif sufistik, di
mana goncangan hebat yang digambarkan sebagai peristiwa
kiamat sesungguhnya melambangkan gejolak batin manusia
saat berhadapan dengan maut dan pengadilan Allah, dengan
“bumi” dalam ayat tersebut ditafsirkan bukan sebagai bumi
fisik melainkan sebagai jiwa manusia, sedangkan “beban-
beban berat” yang dilepaskan olehnya merujuk pada rekaman
perbuatan yang telah dilakukan manusia selama hidupnya
(Arifin et al., 2024).

Ciri inilah yang membedakan pemasaran syariah dengan
pemasaran konvensional. Seorang pemasar syariah meyakini
sepenuh hati bahwa hukum-hukum syariah yang bersumber
dari Tuhan merupakan hukum yang paling adil, paling
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sempurna, dan paling selaras dengan kehidupan. Kebaikan
yang dijalankan mampu mencegah beragam bentuk kerusakan,
menegakkan kebenaran, melenyapkan kebatilan, serta
menebarkan kemaslahatan. Nilai religius ini tumbuh bukan
karena paksaan, melainkan lahir dari kesadaran pribadi agar
tidak terjerumus ke dalam praktik pemasaran yang merugikan
pihak lain. Keunggulan pemasaran berbasis syariah terletak
pada konsep religiusnya, baik dari sisi teori maupun praktik,
yang tidak dimiliki oleh pemasaran konvensional. Wujud dari
konsep religius tersebut adalah kesadaran menjalankan nilai-
nilai agama tanpa ada unsur paksaan. Pentingnya konsep ini
terletak pada prinsip kebenaran yang dijalankan tanpa
merugikan pihak mana pun (Rofi & Mansah, 2024).

Salah satu ciri utama pemasaran syariah adalah
wataknya yang religius. Seorang pemasar syariah meyakini
bahwa hukum-hukum syariat yang bersifat ketuhanan
merupakan hukum paling adil, sehingga ia akan senantiasa
mematuhinya dalam setiap aktivitas pemasaran yang
dijalankan. Setiap langkah dan kegiatan yang dilakukan harus
selalu merujuk pada syariat Islam, karena pemasar syariah
meyakini hukum-hukum ketuhanan sebagai hukum yang
paling ideal, paling sempurna, paling tepat untuk
menghadirkan kebaikan, sekaligus paling mampu mencegah
segala bentuk kerusakan (Hakim & Aditya, 2023).

Konsep religius pada diri seorang pemasar syariah juga
dilandasi keyakinan mendalam bahwa senantiasa ada
pengawasan dari Allah, layaknya sebuah kamera pengawas
yang tidak pernah lepas mengamati. Di balik pengawasan
tersebut, setiap perbuatan manusia di dunia kelak akan
dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari amal di hari akhir
(Hakim & Aditya, 2023).
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Contoh Penerapan Rabbaniyah (Teistis/Ketuhanan) dalam
Karakteristik Manajemen Pemasaran Syariah

Dalam praktik pemasaran syariah, karakteristik teistis
diwujudkan perusahaan melalui kepatuhan menyeluruh
terhadap ketentuan syariat pada setiap tahapan aktivitas
pemasaran, mulai dari pengembangan produk, penetapan
harga, distribusi, hingga promosi. Lembaga keuangan dan
bisnis berbasis syariah umumnya membentuk Dewan
Pengawas Syariah yang bertugas memastikan seluruh
kebijakan pemasaran tidak bertentangan dengan prinsip halal-
haram, serta mendorong perusahaan untuk memperoleh
sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan formal atas kepatuhan
produk terhadap syariat.

Kajian mengenai dampak sertifikasi label halal
menunjukkan bahwa langkah tersebut menjadi instrumen
penting bagi pelaku usaha, termasuk sektor UMKM, dalam
menegaskan orientasi ketuhanan pada seluruh proses bisnisnya
sekaligus memperkuat posisi produk di pasar yang semakin
sadar syariah Selain itu, penerapan karakteristik teistis juga
tampak pada perumusan visi-misi perusahaan yang secara
eksplisit mencantumkan nilai keislaman sebagai landasan
operasional, sehingga orientasi bisnis tidak semata
berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada
pertanggungjawaban kepada Allah SWT (Kristin et al., 2024).

Pada level praktik bisnis sehari-hari, karakteristik teistis
terlihat dari konsistensi pelaku usaha dalam menjaga kejujuran
transaksi, menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) dan riba,
serta menanamkan kesadaran bahwa setiap aktivitas
pemasaran senantiasa berada dalam pengawasan Tuhan
sehingga menuntut kehati-hatian moral. Kajian terhadap
kepuasan nasabah bank syariah memperlihatkan bahwa
karakteristik pemasaran yang berorientasi ketuhanan turut
memengaruhi persepsi konsumen terhadap reputasi lembaga
Implikasinya, konsumen yang meyakini bahwa transaksi
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dijalankan sesuai kaidah syariat cenderung memiliki tingkat
kepercayaan yang lebih tinggi terhadap produk maupun
institusi, karena aspek keagamaan memberikan jaminan
psikologis atas kehalalan dan keberkahan transaksi.
Kepercayaan tersebut pada gilirannya berkontribusi terhadap
terbentuknya loyalitas jangka panjang, sebab pelanggan
merasa bahwa hubungan bisnis yang dijalin bukan sekadar
relasi ekonomis, melainkan juga relasi yang dilandasi nilai
spiritual, sehingga keberlanjutan usaha lebih terjamin di
tengah persaingan pasar yang semakin ketat (Nawawi &
Permadi, 2022).

b. Akhlaqiyyah (Etis)

Keistimewaan lain dari pemasar syariah adalah
mengutamakan akhlak dalam seluruh aspek kegiatannya.
Pemasaran syariah merupakan konsep pemasaran yang sangat
menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, terlepas dari
latar belakang agama, karena sifatnya yang universal. Seorang
pemasar syariah wajib menjunjung tinggi etika dalam setiap
aktivitas pemasarannya, salah satunya dengan tidak
memberikan  janji-janji  manis yang tidak  dapat
dipertanggungjawabkan, serta senantiasa mengutamakan
kejujuran dalam menjelaskan kualitas produk yang
ditawarkan. Sebagai bagian dari ajarannya, umat Islam
senantiasa mengedepankan perilaku dan etika yang baik, baik
terhadap sesama muslim maupun pemeluk agama lain, karena
Islam bersifat menyeluruh dan tidak membeda-bedakan pihak
mana pun. Konsep yang dijalankan pemasar syariah selalu
berlandaskan kebaikan dan kejujuran, tanpa kebohongan
berupa janji manis, serta kejujuran dalam menyampaikan
kualitas produk yang sesungguhnya kepada pelanggan (Hakim
&Aditya, 2023)

Sebagaimana disebutkan pada hadis di bawah ini:
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Artinya: “Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah Saw
bersabda: Sumpah palsu mendatangkan keluasan tetapi
menghilangkan pekerjaan. IbnFajar  berkata:Menghapus
keberkahan”.(HR. Bukhari)

Hadis tersebut secara tegas menetapkan keharaman
penggunaan sumpah palsu maupun pernyataan yang bersifat
bombastis dalam aktivitas pemasaran suatu barang atau
produk; meskipun praktik semacam ini kerap kali memberikan
keuntungan finansial akibat ketertarikan konsumen yang
tinggi, keuntungan tersebut pada hakikatnya menyimpan
risiko yang signifikan, sebab strategi pemasaran syariah yang
disertai sumpah palsu atau klaim berlebihan merupakan
bentuk manipulasi dan penipuan terhadap konsumen yang
bertentangan dengan prinsip kejujuran (sidg) dalam muamalah
Islam.

Ketika konsumen pada akhirnya menyadari adanya
unsur kebohongan atau kecurangan dalam transaksi tersebut,
kepercayaan mereka terhadap produk maupun produsen akan
hilang, sehingga mendorong mereka untuk beralih ke produk
lain, dan fenomena ini, apabila terjadi secara berkelanjutan,
akan berimplikasi pada penurunan volume produksi,
penyusutan margin keuntungan, dan pada tahap yang lebih
ekstrem dapat mengakibatkan kebangkrutan usaha. Dengan
demikian, praktik pemasaran yang tidak jujur bukan hanya
melanggar norma etika Dbisnis Islam, tetapi juga
kontraproduktif secara ekonomis dalam jangka panjang
(Arifin et al., 2022).
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Contoh Penerapan Akhlaqiyyah (Etis) dalam Karakteristik
Manajemen Pemasaran Syariah:

Karakteristik etis diimplementasikan oleh perusahaan
melalui penyusunan kode etik pemasaran yang menjunjung
tinggi  kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam
menyampaikan informasi produk kepada konsumen.
Perusahaan yang menerapkan pemasaran syariah secara
konsisten menghindari praktik promosi yang menyesatkan,
manipulasi harga, maupun eksploitasi kelemahan konsumen,
dan sebaliknya membangun komunikasi pemasaran yang
berlandaskan akhlak mulia sebagai turunan langsung dari nilai
ketuhanan. Kajian literatur tentang etika pemasaran syariah
menegaskan bahwa prinsip transparansi mencakup kejelasan
komunikasi, pengungkapan informasi produk secara jujur,
serta keterbukaan proses bisnis, yang keseluruhannya
berfungsi memenuhi kewajiban moral sekaligus meningkatkan
reputasi perusahaan di hadapan konsumen yang semakin kritis
(Ambarwati & Abroza, 2024).

Dalam  kegiatan bisnis  sehari-hari, = penerapan
karakteristik etis tercermin dari sikap pelaku usaha yang
menjaga kesantunan dalam melayani pelanggan, memberikan
garansi produk secara bertanggung jawab, serta menghindari
sumpah palsu maupun janji berlebihan demi menarik minat
beli. Studi mengenai peran etika bisnis dalam sektor kuliner
menemukan bahwa penerapan nilai etis secara konsisten
mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap
pelaku usaha, karena konsumen merasakan adanya itikad baik
yang nyata dalam setiap interaksi transaksional (Sofyan et al.,
2025).

c. Al-Wagqi’iyyah (Realistis)
Al-Wagqi’iyyah berarti sesuai dengan kenyataan, tidak
dibuat-buat, apalagi mengarah pada kebohongan. Setiap
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transaksi harus dilandasi kenyataan yang sebenarnya, tidak
membeda-bedakan seseorang berdasarkan suku maupun
warna kulit, dan seluruh tindakannya senantiasa dipenuhi
kejujuran (Hakim & Aditya, 2023).

Sebagaimana terdapat pada QS Al-Isra Ayat 35:

A Sl LAl Gdalally 1555 £ 1 O 451
S50 (aaly
Artinya: “Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar
dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang
paling baik dan paling bagus akibatnya”. (QS Al-Isra:35)
Ayat tersebut menegaskan bahwa semua ukuran,
timbangan, dan transaksi harus adil dan benar. Dalam konteks
harta anak yatim, ayat ini berarti bahwa pengelolaan harta
mereka harus dilakukan secara akurat dan bertanggung jawab,
tanpa pengurangan, penipuan, atau penyalahgunaan. Tafsir
kontemporer menekankan prinsip ini pada lembaga-
lembaga pengelola dana anak yatim agar semua distribusi
dilakukan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Ayat ini
menunjukkan bahwa mengelola harta anak yatim adalah
ibadah sekaligus amanah sosial (Pakpahan et al., 2026).
Pemasaran syariah bukanlah konsep yang eksklusif,
fanatik, anti-modernitas, ataupun kaku, melainkan konsep
pemasaran yang fleksibel. Menjadi pemasar syariah tidak
berarti harus berpenampilan seperti masyarakat Arab atau
mengharamkan penggunaan dasi. Yang terpenting, pemasar
syariah tetap tampil bersih, rapi, dan sederhana, apa pun model
atau gaya berpakaian yang dikenakannya. Sifat realistis ini
muncul karena pemasaran syariah sangat fleksibel dan luwes
dalam menafsirkan hukum serta menerapkannya dalam praktik
pemasaran, termasuk dalam konteks pemasaran konvensional.
Cara berpakaian seorang pemasar syariah tidak harus meniru
gaya masyarakat Timur Tengah, melainkan cukup disesuaikan
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dengan kondisi lingkungan masing-masing sesuai kebiasaan
setempat. Oleh karena itu, seorang pemasar perlu memiliki
jiwa yang luas dan fleksibel dalam menaati aturan yang sesuai
dengan ajaran Islam, sekaligus menjalankannya sesuai
tuntunan agama (Hakim&Aditya, 2023).

Contoh Penerapan Al-Wagqi’iyyah (Realistis) dalam
Karakteristik Manajemen Pemasaran Syariah:

Penerapan al-wagqi'iyyah dapat diamati pada pelaku
usaha kuliner halal yang mengadopsi strategi pemasaran
digital modern, seperti pemanfaatan aplikasi pesan-antar
makanan, media sosial, dan sistem pembayaran digital
berbasis QRIS, tanpa mengubah esensi kehalalan produk yang
mereka tawarkan. UMKM fashion muslim juga menunjukkan
sifat realistis dengan terus berinovasi mengikuti tren mode
terkini, memadukan unsur syar'i dengan estetika kontemporer,
sehingga produk busana muslim tetap diminati generasi muda
tanpa mengorbankan prinsip menutup aurat. Dukungan
permodalan dari lembaga fintech syariah bagi pengusaha
muslim di bidang fashiom dan kecantikan halal, sebagaimana
terlihat dalam program pendampingan bisnis yang digagas
sejumlah platform fintech syariah nasional, menjadi contoh
nyata bagaimana instrumen keuangan modern dapat
dimanfaatkan secara realistis untuk mendukung pertumbuhan
bisnis berbasis syariah (Rasha & Suwar, 2025).

a. Insaniyyah (Humaniti)

Pemasaran syariah bersifat humanistis dan universal,
artinya syariah diciptakan untuk mengangkat derajat manusia,
menjaga sikap kemanusiaannya, serta mengendalikan sisi
hewani dalam dirinya melalui panduan syariah. Manusia yang
memiliki nilai humanistis akan menjadi lebih terkendali dan
seimbang, bukan manusia yang serakah dan menghalalkan
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segala cara demi meraih keuntungan sebesar-besarnya.
Manusia semacam ini tidak akan berbahagia di atas
penderitaan orang lain, ataupun bersikap acuh terhadap
kepedulian sosial. keistimewaan lain dari pemasaran syariah
adalah sifatnya yang humanistis dan universal. humanistis di
sini bermakna bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar
derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan
terpelihara, serta sisi kehewanannya dapat dikendalikan
melalui panduan syariah. Syariah Islam adalah syariah yang
humanistis, diciptakan untuk manusia sesuai kapasitasnya
masing-masing, tanpa memandang ras, warna kulit,
kebangsaan, maupun status sosial. Karena itulah pemasaran
syariah bersifat universal.Yang tidak kalah penting, seorang
pemasar perlu memiliki jiwa yang menjunjung tinggi nilai-
nilai kemanusiaan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang
pemasar harus bersikap manusiawi, memperlakukan semua
pihak secara setara tanpa membeda-bedakan (Hakim &
Aditya, 2023).

Sebagaimana terdapat pada QS Ali Imran:3 Ayat 112:

uadfjctlﬂu.qd.\u\i\\ \‘dﬂ\ }4
J M‘é@.ﬂbuﬁﬂjm\wm&jch)wu‘
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Artinya: “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka
berada, kecuall jika mereka (berpegang) pada tali (agama)
Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka mendapat
murka dari Allah dan (selalu) diliputi kesengsaraan. Yang
demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan
membunuh para nabi, tanpa hak (alasan yang benar). Yang

demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui
batas”.(QS. Ali ‘Imran: 112)
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Ayat ini memiliki makna yang sangat mendalam.
Artinya, seseorang akan senantiasa merasa terhina dalam
keadaan apa pun dan di mana saja, kecuali bagi mereka yang
konsisten memperbaiki hubungan dengan Allah dan orang-
orang di sekitarnya. Dalam konteksnya, ayat ini dapat
dipahami bahwa manusia selalu beribadah kepada Allah.
Namun , jika tidak menjalin hubungan baik antarsesama,
maka mereka dianggap sebagai kaum yang rendah. Artinya,
dalam ibadah kepada Allah, hubungan yang harmonis dengan
orang lain adalah bagian penting dari eksistensinya. Islam
mengajarkan silaturahmi bukan hanya sebagai sebuah
pertemuan, tetapi juga sebagai kewajiban yang harus
dipenuhi (Nasution et al., 2023).

Contoh Penerapan Insaniyyah (Humaniti) dalam
Karakteristik Manajemen Pemasaran Syariah:

Karakteristik humanistis diterapkan perusahaan melalui
perumusan strategi pemasaran yang menempatkan martabat
dan kesejahteraan manusia sebagai orientasi utama, bukan
semata pencapaian target penjualan. Hal ini terlihat dari
kebijakan perusahaan yang memperhatikan kepentingan
seluruh  pemangku kepentingan, termasuk konsumen,
karyawan, dan masyarakat sekitar, melalui program tanggung
jawab sosial maupun pemberdayaan ekonomi lokal yang
terintegrasi dengan aktivitas pemasaran. Kajian mengenai
faktor-faktor yang memengaruhi loyalitas pelanggan dalam
perspektif ekonomi Islam menegaskan bahwa aspek kepuasan
yang berpusat pada kebutuhan manusiawi konsumen berperan
penting dalam membangun hubungan bisnis yang
berkelanjutan, sehingga pendekatan humanistis tidak dapat
dilepaskan dari strategi pemasaran yang efektif (Fadilla et al.,
2022).

Dalam praktik bisnis sehari-hari, nilai humanistis
tercermin dari pelayanan yang mengutamakan empati,
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kepedulian terhadap kondisi ekonomi konsumen, serta
penghindaran eksploitasi terhadap kelompok rentan dalam
strategi penjualan. Kajian tentang strategi promosi berbasis
ekonomi syariah pada sektor pariwisata menunjukkan bahwa
pendekatan yang mengedepankan kemaslahatan bersama
mampu menciptakan citra usaha yang lebih manusiawi di mata
masyarakat luas.

Penerapan nilai humanistis semacam ini berkontribusi
terhadap penguatan kepercayaan konsumen karena mereka
merasakan bahwa perusahaan tidak semata memandang
mereka sebagai objek transaksi, melainkan sebagai mitra yang
keberadaannya dihormati. Pada akhirnya, orientasi humanistis
tersebut memperkuat loyalitas pelanggan secara emosional
sekaligus mendukung keberlanjutan usaha, sebab bisnis yang
dibangun di atas kepedulian kemanusiaan cenderung lebih
tahan terhadap tekanan Kkompetisi dan lebih mudah
memperoleh dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya (Al
Fajar & Ifantri, 2021).
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BAB III

MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH

A. MANAJEMEN PEMASARAN SECARA UMUM

1. Pengertian Manajemen

Manajemen  merupakan  proses  merencanakan,
mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan sumber
daya untuk mencapai tujuan secara efektif. Dalam pemasaran,
proses ini membantu organisasi mengenali kebutuhan pasar,
memilih prioritas, dan mengukur hasil dari setiap strategi yang
dijalankan (Akbar, 2024; Utama, 2023).

Berbagai ahli telah merumuskan definisi manajemen
dengan penekanan yang berbeda-beda. Mary Parker Follett
memandang manajemen sebagai suatu seni dalam
menuntaskan pekerjaan dengan memanfaatkan tenaga atau
bantuan orang lain. Perspektif ini menonjolkan sisi relasional
dalam manajemen, sehingga seorang manajer dituntut tidak
hanya menguasai aspek teknis pekerjaan, tetapi juga mampu
memimpin dan menggerakkan sumber daya manusia di dalam
organisasinya (Assyaukani & Al Farisi, 2025).

Henri Fayol, salah satu perintis teori manajemen klasik,
membagi manajemen ke dalam lima fungsi pokok, yaitu
perencanaan,  pengorganisasian, pemberian  perintah,
koordinasi, dan pengendalian. Kelima fungsi tersebut
kemudian menjadi dasar bagi berkembangnya berbagai teori
manajemen yang masih relevan dan banyak dirujuk hingga
sekarang (Iryadana, 2023). Fungsi-fungsi manajemen
semacam ini juga banyak dijadikan rujukan dalam kajian
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mengenai sistem informasi manajemen maupun manajemen
organisasi secara umum (Widodo, 2023).

Sementara itu, George R. Terry mengartikan manajemen
sebagai suatu rangkaian proses yang terdiri atas kegiatan
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan
pengendalian, yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran
tertentu melalui pendayagunaan sumber daya manusia maupun
sumber daya lainnya. Definisi Terry dinilai lebih
komprehensif karena menggabungkan dimensi proses
manajerial dengan dimensi pemanfaatan sumber daya secara
terpadu, sebagaimana juga ditegaskan dalam berbagai kajian
mengenai konsep dasar manajemen (Syahputra & Aslami,
2023).

Adapun pandangan manajemen kontemporer memaknai
manajemen sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi secara
efektif dan efisien, melalui kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian atas
sumber daya organisasi. Cara pandang ini menegaskan dua
aspek penting, yaitu efektivitas yang berkaitan dengan
keberhasilan mewujudkan tujuan, dan efisiensi yang berkaitan
dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal (Iryadana,
2023).

2. Pengertian Pemasaran

Pemasaran (marketing) merupakan salah satu fungsi
bisnis yang paling dinamis dan senantiasa bertransformasi
mengikuti perkembangan lingkungan bisnis global. Philip
Kotler dan Gary Armstrong yang dikenal luas sebagai tokoh
pemasaran paling berpengaruh, memaknai pemasaran sebagai
proses sosial dan manajerial yang memungkinkan individu
maupun kelompok memperoleh apa yang mereka perlukan dan
inginkan melalui penciptaan serta pertukaran produk dan nilai
dengan pihak lain (Sakdyah et al., 2025).
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American Marketing Association (AMA), sebagai
lembaga yang otoritatif di bidang pemasaran, merumuskan
pemasaran sebagai serangkaian aktivitas, institusi, dan proses
yang bertujuan menciptakan, mengomunikasikan,
menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang memiliki
nilai bagi pelanggan, klien, mitra, maupun masyarakat luas.
Definisi tersebut memperlihatkan orientasi pemasaran yang
lebih menyeluruh, di mana kepentingan berbagai pemangku
kepentingan turut menjadi pertimbangan utama (Sakdiyah et
al., 2025).

Dalam kerangka manajemen modern, pemasaran tidak
lagi sekadar diartikan sebagai kegiatan promosi atau
penjualan, melainkan sebuah proses strategis yang bermula
dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pasar hingga
penyampaian nilai kepada konsumen. Keberhasilan pemasaran
bukanlah hal yang terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan
hasil dari perencanaan serta pelaksanaan yang cermat dengan
memanfaatkan alat dan teknik yang tepat sasaran. Hal ini juga
sejalan dengan temuan berbagai kajian mengenai strategi
pemasaran dan inovasi produk  dalam  mendukung
keberlanjutan bisnis, khususnya pada pelaku usaha mikro,
kecil, dan menengah (Akram et al., 2024).

Konsep pemasaran sendiri telah mengalami evolusi yang
cukup panjang sejak era revolusi industri. Diawali dari
orientasi produksi (production concept) yang lebih
menitikberatkan pada efisiensi produksi massal, kemudian
bergeser menuju orientasi produk (product concept) yang
menonjolkan kualitas dan inovasi, lalu berkembang menjadi
orientasi penjualan (selling concept), hingga akhirnya
bermuara pada orientasi pemasaran (marketing concept) serta
konsep pemasaran sosial (societal marketing concept) yang
menekankan nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial
perusahaan. Kajian sistematis terhadap evolusi pendekatan
relasional dalam pemasaran modern juga menunjukkan
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pergeseran dari interaksi personal menuju pendekatan yang
lebih digital, analitis, dan berbasis konteks, dengan trust,
komitmen, kepuasan, loyalitas, dan keterlibatan pelanggan
sebagai dimensi utamanya (Assyaukani & Al Farisi, 2025).

3. Pengertian Manajemen Pemasaran secara umum

Manajemen pemasaran merupakan perpaduan antara
disiplin manajemen dan pemasaran yang diarahkan pada
perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program
pemasaran guna mencapai tujuan organisasi secara optimal.
Dalam pandangan yang lebih kontemporer, manajemen
pemasaran dimaknai sebagai proses strategis untuk memahami
dinamika pasar, merumuskan strategi berbasis pelanggan, dan
mengimplementasikannya guna memperoleh keunggulan
bersaing yang berkelanjutan. Kajian terbaru mengenai strategi
berorientasi pelanggan menegaskan bahwa manajemen
pemasaran masa kini menuntut kemampuan organisasi untuk
terus menavigasi dinamika pasar yang kompleks melalui
pendekatan yang berpusat pada nilai pelanggan sebagai basis
pengambilan keputusan (Sudirjo et al., 2025).

Definisi tersebut diperkaya oleh perspektif yang
menyoroti pentingnya mekanisme pengendalian dalam
manajemen pemasaran sebagai instrumen untuk memastikan
bahwa keputusan pemasaran yang bersifat operasional tetap
selaras dengan strategi organisasi secara keseluruhan. Kajian
mengenai mekanisme pengendalian pemasaran dari perspektif
strategi mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi
strategi pemasaran sangat ditentukan oleh sejauh mana
manajer mampu menyeimbangkan kontrol formal dan
informal dalam mengarahkan aktivitas pemasaran sehari-hari,
Sintesis dari kedua pandangan tersebut menegaskan bahwa
manajemen pemasaran bukan hanya tentang perumusan
strategi, tetapi juga tentang bagaimana strategi tersebut
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dikendalikan dan dievaluasi secara berkelanjutan (Sudirjo et
al., 2025).

Beberapa ahli kontemporer turut menekankan dimensi
kapabilitas  digital dalam mendefinisikan manajemen
pemasaran modern. Kapabilitas pemasaran digital dipandang
sebagai kompetensi organisasi dalam memanfaatkan teknologi
informasi  guna  mengidentifikasi  peluang  pasar,
mempersonalisasi penawaran, serta mempercepat respons
terhadap perubahan preferensi konsumen. Studi mengenai
relevansi nilai kapabilitas pemasaran digital terhadap kinerja
perusahaan menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki
kapabilitas digital yang matang cenderung memperoleh
keunggulan kinerja finansial yang signifikan dibandingkan
pesaingnya yang masih mengandalkan pendekatan
konvensional Dengan demikian, definisi ~manajemen
pemasaran terkini tidak dapat dilepaskan dari dimensi
teknologi dan transformasi digital yang menyertainya (Akram
et al., 2024).

Manajemen pemasaran dapat dipahami sebagai suatu
seni sekaligus ilmu dalam memilih = pasar sasaran,
memperoleh, mempertahankan, dan menumbuhkan basis
pelanggan  melalui  penciptaan, penyampaian, serta
pengomunikasian nilai unggul secara berkelanjutan. Definisi
ini menegaskan bahwa manajemen pemasaran senantiasa
bergerak pada dua sisi sekaligus, yakni sisi ilmiah yang
menuntut analisis data dan perencanaan sistematis, serta sisi
kreatif yang menuntut kepekaan terhadap kebutuhan
emosional dan psikologis konsumen. Kajian mengenai strategi
berorientasi pelanggan menegaskan bahwa keseimbangan
antara pendekatan ilmiah dan kreatif tersebut menjadi kunci
keberhasilan manajemen pemasaran dalam menghadapi pasar
yang semakin kompleks dan terfragmentasi (Akbar &
Alimuddin, 2024).
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4. Tujuan Manajemen Pemasaran Secara Umum

Secara umum, tujuan manajemen  pemasaran
konvensional dapat dipetakan ke dalam dua dimensi utama,
yaitu dimensi ekonomi yang menitikberatkan pada
profitabilitas dan pertumbuhan usaha, serta dimensi sosial
yang berfokus pada kepuasan konsumen dan kesejahteraan
masyarakat luas.

a. Dimensi Ekonomi dan Profitabilitas

Ditinjau dari sisi ekonomi, manajemen pemasaran
diarahkan untuk mendongkrak volume penjualan, memperluas
pangsa pasar, mengoptimalkan profitabilitas, serta mendorong
terciptanya pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sasaran-
sasaran ekonomi tersebut ditempuh melalui penggalian
peluang pasar yang prospektif, penciptaan produk yang selaras
dengan kebutuhan konsumen, penentuan harga yang bersaing,
serta penerapan strategi promosi dan distribusi yang tepat
sasaran (Rosario & Dias, 2023).

Dari sudut pandang kepentingan pemegang saham
(shareholder value), manajemen pemasaran dituntut untuk
menghasilkan tingkat pengembalian investasi (refurn on
investment/ROI) yang memadai atas setiap dana yang
dialokasikan untuk kegiatan pemasaran. Return on Marketing
Investment (ROMI) menjadi indikator krusial dalam mengukur
sejauh mana efektivitas belanja pemasaran suatu perusahaan;
riset terbaru menunjukkan bahwa kapabilitas pemasaran dan
orientasi kewirausahaan yang kuat mampu meningkatkan
ROMI, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap
peningkatan kinerja usaha (Idayu, 2025). Selain itu,
pemanfaatan pendekatan berbasis data (data-driven
marketing) memungkinkan perusahaan mengalokasikan
anggaran pemasaran secara lebih akurat serta mengevaluasi
efektivitas kampanye secara berkelanjutan, sekalipun masih
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dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan kualitas data
dan isu privasi (Rosario & Dias, 2023).

b. Dimensi Sosial dan Kepuasan Konsumen

Selain aspek ekonomi, manajemen pemasaran juga
mengemban dimensi sosial yang tidak kalah penting. Gagasan
pemasaran sosial (societal marketing concept) menegaskan
bahwa tugas utama organisasi adalah mengenali kebutuhan,
keinginan, serta minat pasar sasaran, kemudian memenuhinya
secara lebih efektif dan efisien dibandingkan pesaing, tanpa
mengabaikan upaya menjaga maupun meningkatkan
kesejahteraan konsumen dan masyarakat secara luas.

Kepuasan konsumen merupakan target utama yang
harus diraih oleh setiap organisasi yang berorientasi pasar.
Kepuasan  pada dasarnya adalah  hasil  evaluasi
pascapembelian, di mana pilihan yang diambil konsumen
setidaknya mampu menyamai atau bahkan melampaui harapan
mereka; temuan empiris memperlihatkan bahwa faktor-faktor
seperti citra merek, kualitas pelayanan, dan suasana toko turut
memengaruhi tingkat kepuasan tersebut (Efendi et al., 2023).
Tingkat kepuasan yang tinggi tidak hanya mendorong
pembelian berulang, tetapi juga menumbuhkan loyalitas serta
merangsang word-of-mouth positif yang dinilai sebagai
bentuk promosi paling efektif sekaligus paling hemat biaya,
mengingat kualitas layanan dan nilai pelanggan terbukti
menjadi determinan utama loyalitas dan komunikasi dari
mulut ke mulut dalam sektor jasa (Sabdha & Sulistiyani,
2025).

Dalam kerangka tanggung jawab sosial perusahaan
(Corporate  Social  Responsibility/CSR),  manajemen
pemasaran masa kini  dituntut mempertimbangkan
konsekuensi sosial maupun lingkungan dari setiap keputusan
pemasaran yang diambil. Gagasan sustainable marketing dan
green marketing kian mendapat sorotan seiring meningkatnya
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kepedulian konsumen terhadap isu keberlanjutan lingkungan
serta keadilan sosial; studi lintas budaya menunjukkan bahwa
penerapan instrumen dan motif green marketing secara nyata
mendorong niat pembelian produk ramah lingkungan (green
purchase intention) di kalangan konsumen (Akram et al.,

2024).

B. DEFINISI MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH

Manajemen pemasaran syariah adalah pengelolaan
kegiatan pemasaran yang memadukan tujuan kinerja
organisasi dengan kepatuhan pada prinsip syariah.
Orientasinya bukan hanya pencapaian transaksi, tetapi juga
penciptaan nilai, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan
hubungan usaha (Assyaukani & Al Farisi, 2025).

Pemasaran  Islami  (Islamic = Marketing)  dapat
didefinisikan sebagai proses strategis dan taktis dalam
mengidentifikasi, menciptakan, mengomunikasikan, dan
menyampaikan nilai kepada konsumen dengan cara-cara yang
sesuai prinsip-prinsip Islam dan bertujuan untuk mencapai
ridha Allah serta kesejahteraan manusia secara komprehensif.
Definisi ini mengandung dua dimensi penting: dimensi teknis
(proses pemasaran) dan dimensi normatif (kepatuhan syariah
dan orientasi ilahi) (Maupa et al., 2023).

Islamic marketing sebagai proses dan strategi (hikmah)
untuk memenuhi kebutuhan melalui produk dan layanan halal
(tayyibat) sesuai dengan kesadaran dan keyakinan terhadap
Allah untuk mencapai keberhasilan material dan spiritual
(falah) di dunia dan akhirat. Definisi ini sangat komprehensif
karena mengintegrasikan aspek hikmah (kebijaksanaan),
tayyibat (kebaikan/halal), dan falah (kesejahteraan holistik)
sebagai tiga pilar utama pemasaran islami. Pemasaran syariah
pada hakikatnya adalah penerapan suatu disiplin bisnis
strategis yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Dalam
pandangan ini, setiap aktivitas pemasaran adalah bagian dari
misi yang lebih besar untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan,
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kejujuran, dan tanggung jawab dalam dunia bisnis (Istiqgomah
& Nisa, 2024).

Tujuan Manajemen Pemasaran Syariah, pada hakikatnya
diarahkan untuk mencapai tujuan yang jauh lebih luas
dibandingkan sekadar perolehan laba finansial semata, sebab
orientasi utamanya adalah terpenuhinya kebutuhan serta
kepuasan pelanggan melalui penyediaan produk dan layanan
yang halal, adil, jujur, dan transparan sesuai dengan koridor
prinsip-prinsip syariah. Aktivitas pemasaran dalam kerangka
ini tidak dipandang sebagai proses yang berdiri sendiri,
melainkan sebagai bagian dari upaya menegakkan nilai-nilai
muamalah Islam yang menuntun setiap transaksi ekonomi
berlangsung tanpa unsur eksploitasi, penipuan, maupun
ketidakadilan terhadap konsumen (Rahmawati & Rizki, 2024).

Dengan demikian, keberhasilan pemasaran syariah tidak
diukur semata dari besarnya volume penjualan atau margin
keuntungan yang diperoleh perusahaan, tetapi juga dari sejauh
mana proses bisnis tersebut mampu menghadirkan
kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat, baik produsen,
konsumen, maupun masyarakat luas, sekaligus mendatangkan
keberkahan sebagai konsekuensi dari kepatuhan terhadap
ketentuan syariat (Maulana & Wulandari, 2024). Aspek
kehalalan produk turut menjadi elemen fundamental yang
tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemasaran syariah, karena
kepercayaan dan loyalitas konsumen Muslim sangat
dipengaruhi oleh jaminan bahwa barang atau jasa yang
ditawarkan telah memenuhi standar syariah secara
menyeluruh, mulai dari proses produksi hingga distribusi
(Mumtahaen, 2024).

Selain itu, pemasaran syariah juga memikul tanggung
jawab sosial yang mendorong pelaku usaha untuk senantiasa
memperhatikan dampak kegiatan bisnisnya terhadap
lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga tercipta
keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan
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sosial yang pada akhirnya turut menopang keberlanjutan usaha
dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, dapat dipahami
bahwa tujuan manajemen pemasaran syariah merupakan
perpaduan antara pencapaian kinerja bisnis yang sehat dan
terwujudnya nilai-nilai etis-religius, sehingga aktivitas
pemasaran tidak hanya berfungsi sebagai instrumen mencari
keuntungan duniawi, tetapi juga sebagai sarana untuk meraih
ridha Allah melalui praktik bisnis yang bersih, bertanggung
jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (Gusvita
& Salwa, 2023).

C.SEJARAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN
PEMASARAN SYARIAH

Pemikiran pemasaran syariah berkembang dari tradisi
muamalah yang menekankan amanah dan keadilan, lalu
berinteraksi dengan perkembangan teori pemasaran modern.
Perkembangan ini memperluas pembahasan dari aktivitas jual
beli menuju pengelolaan merek, layanan, teknologi, dan
ekosistem halal (Akbar et al., 2024).

1. Pemasaran di Era Rasulullah SAW

Sebelum menerima wahyu kenabian, Muhammad SAW
telah dikenal sebagai seorang pedagang yang sangat sukses
dengan reputasi yang tak tertandingi dalam hal kejujuran dan
integritas. Beliau memulai karir dagangnya sejak usia beliau
di bawah bimbingan pamannya, Abu Thalib, dan kemudian
menjadi manajer bisnis bagi Siti Khadijah, yang kemudian
menjadi istri beliau. Kesuksesan bisnis Nabi SAW bukan
dicapai melalui kecerdikan manipulatif, melainkan melalui
penerapan nilai-nilai kejujuran, jaminan kualitas produk, dan
pelayanan prima kepada pelanggan (Khatimah et al., 2025).

Praktik-praktik pemasaran yang diterapkan dan
diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW mencerminkan prinsip-
prinsip yang sangat relevan dengan konsep-konsep pemasaran
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modern. Dalam hal product quality, Nabi SAW mewajibkan
para penjual untuk jujur tentang kondisi dan kualitas barang
dagangan, termasuk mengungkapkan cacat tersembunyi.
Dalam hal pricing fairness, Nabi SAW mengecam praktik
penimbunan (ihtikar) yang dapat mendistorsi harga pasar dan
merugikan konsumen. Dalam hal promotion ethics, Nabi
SAW melarang sumpah palsu untuk mendongkrak penjualan
dan klaim-klaim yang tidak akurat tentang produk (Yasin et
al., 2024).

Pasar (suqg) di era Rasullullah SAW memiliki
mekanisme pengawasan yang ketat. Nabi SAW sendiri sering
turun ke pasar untuk memastikan transaksi berjalan dengan
jujur dan adil. Beliau memiliki petugas pengawas pasar
(muhtasib) yang bertugas mengawasi timbangan, kualitas
barang, dan kepatuhan para pedagang terhadap prinsip-prinsip
bisnis Islam (Pratiwi et al.,, 2023). Sejarah pemikiran
pemasaran syariah era Nabi Muhammad SAW sendiri.
Sebelum menerima wahyu kenabian, beliau dikenal luas
sebagai seorang pedagang yang sangat berhasil dan dipercaya.
Gelar al-Amin (yang terpercaya) yang disematkan kepadanya
oleh masyarakat Makkah bukan hanya merupakan pengakuan
atas karakter pribadi, melainkan juga merupakan testimoni
atas praktik bisnis dan pemasaran yang sangat berintegritas.
Beliau menerapkan prinsip-prinsip yang kemudian menjadi
fondasi pemasaran syariah: kejujuran dalam mendeskripsikan
kualitas produk, keterbukaan tentang cacat barang, penetapan
harga yang adil, dan penghormatan terhadap hak-hak
pelanggan.

Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW tidak
hanya meneruskan praktik bisnis yang baik tersebut, tetapi
juga membangun sistem regulasi pasar yang sangat maju untuk
zamannya. Beliau mendirikan Pasar Madinah sebagai
alternatif terhadap pasar-pasar yang dikuasai oleh kekuatan
monopolistik kaum Yahudi Bani Qainuqa. Beliau menunjuk
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al-Hisbah semacam lembaga pengawas pasar untuk
memastikan keadilan transaksi, mencegah penipuan dalam
timbangan, dan mengawasi penetapan harga. Sistem ini
merupakan manifestasi paling awal dari apa yang kini kita
sebut sebagai regulasi pasar berbasis nilai-nilai syariah
(Pratiwi et al., 2023).

2. Era Khalifah Rasyidin dan Dinasti Umayyah

Ketika sistem perdagangan Islam berkembang pesat
melampaui batas-batas Jazirah Arab. Khalifah Umar bin
Khattab RA. Dikenal sangat aktif turun langsung ke pasar
untuk mengawasi praktik-praktik perdagangan. Beliau bahkan
pernah mengancam akan mengeluarkan seorang pedagang dari
pasar Madinah karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup
tentang hukum muamalah sebuah kebijakan yang
mengandung implikasi sangat modern, profesionalisme dan
kompetensi syariah sebagai prasyarat pelaku usaha di pasar
(Triwibowo et al., 2022).

3. Zaman keemasan

Pemikiran ekonomi Islam, adalah era abad ke-8 hingga
ke-14 Masehi. Pada periode ini, sejumlah pemikir Islam besar
memberikan kontribusi fundamental terhadap pemikiran
tentang perdagangan, harga, pasar, dan etika bisnis, kontribusi
yang hingga kini menjadi referensi utama dalam ekonomi
Islam kontemporer.

Abu Yusuf (wafat 798 M), seorang murid setia Imam
Abu Hanifah, menulis Kitab al-Kharaj yang merupakan
risalah ekonomi pertama yang komprehensif dalam sejarah
Islam. Meskipun fokus utamanya adalah sistem perpajakan,
Kitab al-Kharaj mengandung pemikiran yang sangat relevan
tentang fungsi pasar, mekanisme harga, dan kewajiban negara
dalam menjaga keadilan ekonomi. Abu Yusuf berpandangan
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bahwa harga tidak boleh dikontrol secara sepihak oleh
penguasa kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam
kemaslahatan umum sebuah pandangan yang menunjukkan
keseimbangan antara mekanisme pasar dan intervensi negara
yang terasa sangat kontemporer.

Al-Ghazali (1058-1111 M), dalam karyanya [hya'
Ulumiddin dan al-Mustashfa, tidak hanya membahas tentang
teologi dan sufisme, tetapi juga memberikan pemikiran
ekonomi yang sangat tajam. Al-Ghazali mengidentifikasi
fungsi uang, menjelaskan evolusi perdagangan dari barter
menuju ekonomi berbasis uang, dan menekankan pentingnya
etika dalam setiap transaksi ekonomi. Pemikirannya tentang
maslahah sebagai orientasi utama hukum Islam yang
kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para ulama
berikutnyamemiliki implikasi mendalam bagi konsep
pemasaran syariah yang berorientasi pada kemaslahatan
(Wardani & Nurwahidin, 2023).

Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) memberikan kontribusi
yang sangat signifikan melalui karya-karyanya a/-Hisbah fi al-
Islam dan Majmu' al-Fatawa. Tbnu Taimiyah mengembangkan
teori harga yang sangat canggih, membedakan antara harga
yang adil (al-thaman al-'adl) yang ditentukan oleh mekanisme
pasar yang bersih dan harga yang tidak adil yang merupakan
hasil dari manipulasi, monopoli, atau penimbunan.
Pemikirannya tentang regulasi pasar dan fungsi al-hisbah
merupakan kontribusi yang jauh mendahului teori-teori
regulasi pasar yang dikembangkan oleh ekonom Barat
berabad-abad kemudian (Fajaruddin, 2023).

Puncak dari pemikiran ekonomi Islam klasik dalam
konteks ini adalah karya Ibnu Khaldun (1332-1406 M),
khususnya al-Mugaddimah yang ditulis pada tahun 1377 M.
Ibnu Khaldun mengembangkan teori tentang nilai, harga,
uang, perdagangan, dan siklus ekonomi yang jauh melampaui
zamannya. Teorinya tentang nilai kerja, pembagian tenaga
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kerja, dan pengaruh permintaan-penawaran terhadap harga
mendahului pemikiran Adam Smith lebih dari empat abad.
Dalam konteks pemasaran, analisis Ibnu Khaldun tentang
faktor-faktor yang memengaruhi harga pasar dan peran
perdagangan  dalam  kemakmuran suatu  peradaban
memberikan kerangka analitis yang sangat relevan (Sandya et
al., 2024).

4. Era kemunduran peradaban Islam (abad ke-15 hingga
ke-19)

Ketika pemikiran ekonomi Islam mengalami stagnasi
yang cukup panjang. Pada periode ini, dominasi Eropa dalam
sistem perdagangan global, yang kemudian berkembang
menjadi  kolonialisme ekonomi, menyebabkan sistem
pemasaran dan perdagangan di dunia Islam dipaksa
beradaptasi dengan model-model Barat. Warisan pemikiran
ekonomi Islam yang kaya perlahan-lahan terpinggirkan, dan
praktik-praktik perdagangan yang bertentangan dengan nilai-
nilai syariah mulai merembes ke dalam kehidupan ekonomi
umat Islam (Akbar et al., 2023).

5. Kebangkitan kembali pemikiran ekonomi Islam

Perkembangan institusional yang paling berpengaruh
dalam sejarah pemasaran syariah adalah pendirian bank-bank
Islam pertama pada tahun 1970-an: Mit Ghamr Savings Bank
di Mesir (1963, yang kemudian ditutup), Bank Islam Dubai
(1975), dan Bank Islam Malaysia Berhad (1983). Kehadiran
lembaga-lembaga keuangan ini menuntut pengembangan
strategi pemasaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,
sebuah kebutuhan praktis yang kemudian mendorong
perkembangan literatur akademis tentang pemasaran
syariah(Mustafa, 2025).

84| Dinda Rahmawati, Dr. Busriadi, M.E.Sy., Novita Eka Paradina, S.E., M.Ak.



6. Era kontemporer

Sejak dekade 1990-an hingga kini. Pada periode ini,
pemasaran syariah tidak lagi hanya menjadi diskursus
akademis atau kebutuhan institusional lembaga keuangan
Islam, melainkan berkembang menjadi sebuah industri global
yang mencakup produk halal food, kosmetik halal, fashion
Muslim, pariwisata halal, media dan hiburan Islam, dan
berbagai sektor lainnya. Nilai industri halal global yang
diestimasi mencapai triliunan dolar pada dekade 2020-an
menunjukkan bahwa pemasaran syariah telah berevolusi dari
sekadar konsep normatif menjadi kekuatan ekonomi yang
nyata dan signifikan ( Mustafa, 2025).

Perjalanan historis pemikiran pemasaran syariah ini
menunjukkan sebuah pola yang menarik, pemasaran syariah
bukan merupakan respons defensif terhadap dominasi teori
pemasaran Barat, melainkan merupakan keberlanjutan organis
dari tradisi intelektual dan praktis Islam yang sangat kaya.
Akar-akarnya yang dalam dalam sejarah peradaban Islam
memberikannya legitimasi historis yang kuat, sementara
relevansinya dengan tantangan ekonomi kontemporer
memberikannya vitalitas dan daya tarik yang terus
berkembang (Mustafa, 2025).

D.RELEVANSI TEORI PEMASARAN BARAT
DENGAN EKONOMI SYARIAH

Teori pemasaran modern menyediakan perangkat
analitis yang bermanfaat, seperti segmentasi, posisi merek,
bauran pemasaran, dan manajemen hubungan pelanggan.
Dalam perspektif syariah, perangkat tersebut tetap dapat
digunakan sepanjang tujuan, proses, dan dampaknya tidak
bertentangan dengan prinsip Islam (Fiqri, 2025).

Kerangka analitisnya mulai dari konsep 4P (Product,
Price, Place, Promotion) yang diperkenalkan pada dekade
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1960-an, kemudian berkembang menjadi 7P dengan
penambahan People, Process, dan Physical Evidence
menyediakan alat analitis yang sangat bermanfaat untuk
memahami dan merencanakan aktivitas pemasaran secara
sistematis. Ekonomi syariah dapat memanfaatkan kerangka
analitis ini dengan melakukan modifikasi yang disesuaikan
dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam (Bahri & Rosandy,
2022).

Dalam dimensi produk (product), teori pemasaran Barat
memberikan pemahaman yang sangat berharga tentang siklus
hidup produk, diferensiasi, branding, dan manajemen
portofolio produk. Semua konsep ini dapat diadopsi dalam
pemasaran syariah dengan tambahan filter utama: apakah
produk tersebut halal dan thayyib? Apakah ia memberikan
manfaat nyata (maslahah) kepada konsumen, atau hanya
menciptakan permintaan artifisial yang tidak berdasar pada
kebutuhan genuine? Konsep product augmentation’ Kotler
yang membedakan antara core benefit, basic product, expected
product, augmented product, dan potential product dapat
menjadi kerangka yang sangat berguna untuk menganalisis
dan mengembangkan produk syariah yang komprehensif
(Husna, 2023).

Dalam dimensi harga (price), teori penetapan harga
dalam pemasaran konvensional menawarkan berbagai strategi
yang sangat canggih: price skimming, penetration pricing,
value-based pricing, psychological pricing, dan sebagainya.
Sebagian besar strategi ini kompatibel dengan prinsip
pemasaran syariah selama tidak mengandung unsur penipuan
atau eksploitasi. Namun, strategi seperti predatory pricing
(penetapan harga di bawah biaya produksi untuk membunuh
kompetitor) atau price gouging (menaikkan harga secara
ekstrem saat terjadi kelangkaan) bertentangan dengan prinsip
keadilan dalam pemasaran syariah (Ismail & Kurniati, 2022).
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Segmentasi pasar, targeting, dan positioning konsep
yang dikembangkan secara sistematis oleh para pakar
pemasaran Barat seperti Kotler dan Wendell Smith juga
memiliki relevansi yang besar bagi pemasaran syariah.
Kemampuan untuk mengidentifikasi dengan tepat segmen
pasar yang dilayani, memilih segmen target yang paling
sesuai, dan memposisikan produk secara efektif dalam benak
konsumen merupakan keterampilan manajerial yang sangat
diperlukan, terlepas dari orientasi konvensional atau syariah.
Yang membedakan adalah kriteria segmentasi dan targeting
yang digunakan: pemasaran syariah menambahkan dimensi
kehalalan dan nilai-nilai Islam sebagai variabel segmentasi
yang signifikan (Astri, 2022).

Teori perilaku konsumen yang dikembangkan dalam
tradisi pemasaran Barat yang merujuk pada karya Abraham
Maslow tentang hierarki kebutuhan, Sigmund Freud tentang
motivasi bawah sadar, dan berbagai teori kognitif tentang
pengambilan keputusan pembelian juga memberikan wawasan
yang berguna bagi pemasar syariah. Namun, teori-teori ini
harus digunakan dengan hati-hati dan kritis. Teori perilaku
konsumen konvensional umumnya didasarkan pada asumsi
bahwa konsumen adalah individu yang rasional-hedonistik
yang berupaya memaksimalkan kepuasan pribadinya. Asumsi
ini bertentangan dengan konsep konsumen Muslim ideal yang
tidak hanya mempertimbangkan kepuasan duniawi, tetapi juga
mempertimbangkan implikasi ukhrawi dari setiap keputusan
konsumsinya ( Azizah et al., 2025).

Konsep Relationship Marketing yang dikembangkan
oleh para akademisi seperti Leonard Berry dan Christian
Gronroos memiliki resonansi yang sangat kuat dengan
pemasaran syariah. Relationship marketing menekankan
pentingnya membangun hubungan jangka panjang yang saling
menguntungkan dengan pelanggan, berbeda dengan
pendekatan transaksional yang hanya fokus pada penjualan
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individual. Orientasi jangka panjang dan penekanan pada
kepercayaan dalam relationship marketing sangat selaras
dengan nilai-nilai pemasaran syariah yang mengutamakan
kejujuran, amanah, dan kepedulian terhadap kesejahteraan
pelanggan ( Igbal, 2025).

Di sisi lain, terdapat beberapa teori dan praktik
pemasaran Barat yang memiliki ketegangan mendasar dengan
prinsip-prinsip syariah. Teori persuasi dalam periklanan,
misalnya, sering kali mengeksploitasi kelemahan psikologis
konsumen rasa takut, rasa tidak aman tentang penampilan
fisik, keinginan untuk diakui secara sosial untuk mendorong
pembelian. Teknik-teknik seperti fear appeals, scarcity tactics
yang artifisial, atau manipulasi citra tubuh bertentangan
dengan prinsip larangan gharar dan penghormatan terhadap
martabat manusia dalam pemasaran syariah (Azizah et al.,
2025).

Konsep 'wants creation’ dalam pemasaran konvensional
upaya sistematis untuk menciptakan keinginan baru yang
sebelumnya tidak ada juga menjadi perdebatan dalam konteks
pemasaran syariah. Sementara pemasaran konvensional
memandang wants creation sebagai fungsi positif yang
mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, pemikir
ekonomi Islam seperti Chapra mempertanyakan apakah
penciptaan keinginan yang tidak terbatas ini berkontribusi
pada kesejahteraan manusia yang sejati, atau justru mendorong
konsumerisme yang berlebihan dan merusak keseimbangan
hidup (Astri, 2022).

Kritik terhadap teori pemasaran Barat dari perspektif
Islam juga menyentuh dimensi epistemologis yang lebih
dalam. Sebagian besar teori pemasaran Barat dibangun di atas
fondasi positivisme dan empirisme yang mereduksi
'kebenaran' hanya pada apa yang dapat diamati, diukur, dan
diverifikasi secara empiris. Dalam paradigma ini, dimensi
spiritual dan transendental tidak mendapat tempat dalam
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analisis ilmiah. Ekonomi Islam menolak reduksionisme ini
dengan menegaskan bahwa realitas ekonomi tidak dapat
dipahami secara utuh tanpa mengintegrasikan dimensi
transendental yang memberi makna dan arah bagi setiap
aktivitas manusia ( Azizah et al., 2025).

Sikap yang paling konstruktif terhadap teori pemasaran
Barat dalam konteks ekonomi syariah adalah apa yang oleh
Ismail Raji al-Faruqi disebut sebagai 'Islamisasi Ilmu
Pengetahuan'. Al-Faruqi berargumen bahwa ilmu pengetahuan
modern termasuk ilmu pemasaran mengandung banyak
elemen yang berharga dan dapat diadopsi oleh umat Islam,
tetapi harus 'diislamkan' terlebih dahulu dengan cara
mengintegrasikannya ke dalam kerangka epistemologis dan
aksiologis Islam. Proses Islamisasi ini bukan sekadar
pelabelan Islam pada teori-teori Barat, melainkan rekonstruksi
yang lebih mendasar yang mengubah asumsi-asumsi
fundamental yang menopang teori tersebut (Rahmawati,
2024).

Dalam praktiknya, relevansi teori pemasaran Barat bagi
ekonomi syariah paling jelas terlihat dalam domain
metodologi dan alat analitik. Metode riset pasar, analisis
SWOT, model BCG untuk manajemen portofolio produk,
analisis rantai nilai Porter, dan berbagai alat manajemen
strategis lainnya dapat diadopsi oleh pemasar syariah tanpa
modifikasi substantif, karena alat-alat ini bersifat metodologis
dan tidak mengandung asumsi nilai yang bertentangan dengan
Islam. Yang memerlukan kajian kritis dan modifikasi adalah
teori-teori yang mengandung asumsi tentang tujuan manusia,
hakikat kebutuhan, atau standar etika yang bertentangan
dengan pandangan Islam ( Sari & Ronaldo, 2024).
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E. PERBEDAAN MANAJEMEN PEMASARAN
KONVENSIONAL DAN MANAJEMEN
PEMASARAN SYARIAH

1. Landasan Filosofis dan Sumber Nilai

Perbedaan utama antara pemasaran konvensional dan
pemasaran syariah terletak pada sumber nilai, orientasi tujuan,
dan batas etis dalam pelaksanaannya. Pemasaran syariah tetap
mengutamakan profesionalitas dan daya saing, tetapi menolak
cara-cara yang mengandung manipulasi, ketidakjelasan,
maupun ketidakadilan (Fiqri, 2025; Arifin et al., 2022).

2. Tujuan dan Orientasi Bisnis

Perbedaan landasan filosofis tersebut secara langsung
membentuk perbedaan tujuan dan orientasi bisnis kedua
pendekatan. Manajemen pemasaran konvensional cenderung
berorientasi jangka pendek pada maksimalisasi laba dan
penguasaan pasar, sehingga strategi pemasaran sering kali
diukur murni dari sisi kuantitatif seperti volume penjualan dan
pertumbuhan revenue. Manajemen pemasaran syariah
memperluas orientasi tersebut dengan memasukkan dimensi
keberkahan dan kemaslahatan bersama sebagai bagian dari
tujuan bisnis, di mana bisnis dipandang sebagai sarana
mencapai kesejahteraan bersama sekaligus memperoleh ridha
Allah, bukan semata alat memperoleh keuntungan materi
konsekuensinya, sumber nilai dalam pemasaran syariah tidak
hanya bertumpu pada preferensi pasar dan riset konsumen
sebagaimana dalam pendekatan konvensional, melainkan juga
merujuk pada prinsip-prinsip muamalah yang mengatur
bagaimana seluruh proses bisnis, mulai dari produksi,
distribusi, hingga promosi, harus tunduk pada ketentuan
syariah (Rahmawati, 2024).
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3. Penerapan Bauran Pemasaran

Perbedaan pada penerapan bauran pemasaran tersebut
pada akhirnya bermuara pada perbedaan indikator
keberhasilan serta pola pengambilan keputusan dan tanggung
jawab sosial kedua pendekatan. Dalam manajemen pemasaran
konvensional, keberhasilan diukur terutama dari volume
penjualan, laba, dan pertumbuhan pangsa pasar, sedangkan
pengambilan keputusan umumnya bersifat lebih fleksibel dan
berorientasi pada respons pasar serta persaingan. Sebaliknya,
indikator keberhasilan dalam pemasaran syariah tidak berhenti
pada capaian finansial, tetapi juga mencakup tingkat
kepatuhan syariah dan kepuasan konsumen sebagai
representasi keberhasilan penerapan nilai-nilai tersebut dalam
praktik, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan yang
mengaitkan penerapan manajemen pemasaran syariah dengan
tingkat kepuasan konsumen yang tinggi di kalangan pelaku
usaha yang menerapkannya. konsekuensinya, setiap keputusan
pemasaran syariah senantiasa dituntut untuk dikonsultasikan
dengan koridor syariah, termasuk pertimbangan dampaknya
terhadap masyarakat secara luas sebagai bentuk tanggung
jawab sosial (Rahmawati, 2024).

Secara kritis, pendekatan konvensional memiliki
keunggulan pada fleksibilitas, kecepatan adaptasi teknologi,
dan efisiensi operasional yang tinggi, namun rentan terhadap
orientasi jangka pendek yang mengabaikan dimensi etika.
Sebaliknya, pemasaran syariah menawarkan fondasi etis yang
kokoh dan berkelanjutan, tetapi masih menghadapi
keterbatasan dalam hal literasi digital pelaku usaha serta
standarisasi implementasi lintas sektor. Di era ekonomi digital,
kedua tantangan ini dapat dijembatani, karena platform digital
seperti media sosial terbukti memiliki dampak besar dalam
meningkatkan visibilitas usaha berbasis syariah, sekaligus
membawa nilai keadilan, transparansi, dan integritas dalam
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pemasaran yang menciptakan lingkungan bisnis patuh syariah
(Sari & Ronaldo, 2024).
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BAB IV

STRATEGI MANAJEMEN PEMASARAN
SYARIAH

A. PENGERTIAN STRATEGI MANAJEMEN
PEMASARAN SYARIAH

Strategi manajemen pemasaran syariah adalah arah
terpadu  untuk  menciptakan, = menyampaikan, dan
mempertahankan nilai bagi pasar dengan tetap menjaga
kepatuhan terhadap prinsip Islam. Strategi yang baik
menghubungkan tujuan organisasi, kebutuhan konsumen,
kapasitas internal, dan perubahan lingkungan bisnis (Hartono
et al., 2025).

Strategi pemasaran adalah logika yang digunakan oleh
unit usaha dalam rangka meraih sasaran pemasarannya. Dalam
perspektif syariah, batasan definisi tersebut diperlebar dengan
memasukkan aspek keberkahan, kehalalan produk dan jasa,
serta kemaslahatan umat sebagai dimensi yang tidak boleh
diabaikan. Keberhasilan suatu strategi pemasaran syariah
bukan semata-mata dilihat dari perolehan finansial, tetapi juga
dari seberapa besar kontribusinya dalam menegakkan nilai-
nilai keislaman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
secara luas (Halim & Putra, 2023).

Pemasaran Islam sebagai suatu proses yang secara sadar
diarahkan guna memenuhi kebutuhan dan hasrat manusia
dengan mengacu pada ajaran Islam, yang pada muaranya
bertujuan untuk meraih falah, yakni keberhasilan di kehidupan
dunia dan di akhirat. Orientasi ini menegaskan bahwa kegiatan
pemasaran syariah bukan sekadar upaya meraup keuntungan
material, melainkan sebuah ikhtiar untuk mendapatkan ridha
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Allah SWT lewat aktivitas niaga yang halal, berkeadilan, dan
memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam tataran yang lebih praktis, strategi manajemen
pemasaran syariah dapat diartikan sebagai rangkaian
keputusan yang disusun secara terencana dan sistematis, yang
merangkum proses pemilihan pasar yang akan dilayani,
penetapan posisi produk di benak konsumen, pengembangan
bauran pemasaran, serta pengelolaan relasi dengan pelanggan,
di mana seluruh elemen tersebut dijalankan dalam bingkai dan
koridor nilai-nilai Islam. Imam Al-Ghazali dalam karya
monumentalnya lhya Ulumuddin telah merumuskan fondasi
etika perdagangan dalam Islam yang hingga kini menjadi
referensi penting dalam pengembangan konsep pemasaran
syariah masa kini (Aldo et al., 2023).

Namun demikian, perspektif Islam memberikan nuansa
yang jauh lebih komprehensif terhadap konsep tersebut.
Manajemen pemasaran dalam kerangka ekonomi syariah tidak
semata-mata berorientasi pada perolehan keuntungan
finansial, melainkan mengintegrasikan dimensi etika, keadilan
sosial, dan tanggung jawab transendental dalam setiap tahapan
perencanaan dan pelaksanaannya. Pemasaran syariah adalah
sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses
penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari satu inisiator
kepada pemangku kepentingan lainnya, dengan memastikan
bahwa seluruh proses tersebut tidak bertentangan dengan akad
dan prinsip-prinsip muamalah yang digariskan oleh syariat
Islam (Hartono, 2025).

Secara etimologis, kata "strategi" berasal dari bahasa
Yunani strategos, yang bermakna seni memimpin pasukan
dalam peperangan. Dalam konteks bisnis modern, strategi
dimaknai sebagai pola keputusan dalam sebuah perusahaan
yang menentukan dan mengungkapkan tujuan, maksud, atau
sasaran organisasi, serta menghasilkan kebijakan utama dan
rencana untuk mencapai tujuan tersebut. strategi sebagai pola
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tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, dan alokasi
sumber daya yang menentukan bagaimana perusahaan, unit
bisnis, atau fungsional bisnis mengejar tujuannya. Adaptasi
definisi ini dalam konteks syariah menambahkan dimensi
kesesuaian dengan magashid syariah  sebagai parameter
keberhasilan strategi. (Hartono, 2025)

B. SEGMENTASI, TARGETING, DAN POSITIONING
DALAM PEMASARAN SYARIAH

1. Segmentasi Pasar

Segmentasi, targeting, dan positioning membantu
organisasi memilih pasar yang paling relevan serta menyusun
penawaran yang jelas. Dalam penerapannya, pengelompokan
dan pemilihan pasar perlu dilakukan secara bertanggung jawab
tanpa mengeksploitasi kerentanan kelompok konsumen
tertentu (Bayhaqi & Aslami, 2022; Halim & Putra, 2023).

Variabel-variabel segmentasi dalam pemasaran syariah
dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Pertama,
segmentasi berdasarkan tingkat ketaatan religious yang
mengukur seberapa ketat konsumen menerapkan prinsip-
prinsip Islam dalam keputusan pembeliannya. Konsumen
dengan tingkat ketaatan sangat tinggi akan sangat selektif
dalam memilih produk, bahkan memperhatikan aspek-aspek
seperti nama merek yang tidak mengandung konotasi haram,
kemasan yang tidak menampilkan gambar yang melanggar
syariat, atau proses produksi yang melibatkan tenaga kerja
non-Muslim. Kedua, segmentasi berdasarkan pengetahuan
keagamaan konsumen dengan pengetahuan mendalam tentang
figih muamalah akan lebih kritis dan selektif dalam
mengevaluasi klaim kehalalan produk (Islam, 2021).
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2. Targeting

Setelah proses segmentasi berhasil mengidentifikasi
berbagai kelompok konsumen yang berbeda, tahap selanjutnya
adalah targeting pemilihan segmen atau beberapa segmen yang
akan menjadi fokus utama upaya pemasaran. Dalam kerangka
pemasaran konvensional, pemilihan target pasar umumnya
didasarkan pada tiga kriteria utama: ukuran dan pertumbuhan
segmen, daya tarik struktural segmen, dan kesesuaian dengan
tujuan dan sumber daya perusahaan. Pemasaran syariah
menambahkan kriteria keempat yang tidak kalah pentingnya:
kesesuaian dengan prinsip-prinsip etika Islam dan dampak
sosial dari pelayanan terhadap segmen tersebut (Bayhaqi &
Aslami, 2022).

Tiga strategi targeting yang umum dikenal dalam
literatur pemasaran, undifferentiated, differentiated, dan
concentrated, masing-masing memiliki kelebihan dan
keterbatasan dalam konteks syariah. Strategi undifferentiated
atau mass marketing yang memperlakukan seluruh pasar
sebagai satu target tunggal mengabaikan heterogenitas
konsumen Muslim yang tinggi dan berisiko menghasilkan
komunikasi pemasaran yang kurang resonan dengan nilai-nilai
spesifik segmen tertentu. Strategi differentiated yang
mengembangkan program pemasaran berbeda untuk berbagai
segmen lebih sesuai dengan karakteristik pasar Muslim,
namun membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Strategi
concentrated atau niche marketing yang memfokuskan seluruh
sumber daya pada satu atau beberapa segmen kecil yang
terspesialisasi dapat menjadi pilihan yang efektif bagi pelaku
usaha skala menengah yang ingin membangun keahlian
mendalam di segmen tertentu (Bayhaqi & Aslami, 2022).

Prinsip syariah menambahkan pertimbangan etis dalam
proses targeting yang tidak dikenal dalam pemasaran
konvensional. Targeting yang menargetkan kelompok rentan
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seperti anak-anak, orang lanjut usia, atau masyarakat
berpenghasilan rendah dengan strategi pemasaran produk yang
tidak benar-benar memberikan manfaat substansial bagi
mereka dipandang tidak etis dalam perspektif Islam. Bahkan
jika strategi tersebut menghasilkan penjualan yang tinggi, ia
tidak memenuhi standar falah yang mensyaratkan
kemakmuran sejati bagi semua pihak yang terlibat. Konsumen
Muslim yang menyadari praktik targeting tidak etis dari
sebuah perusahaan akan memberikan respons negatif yang
jauh lebih intens dibandingkan konsumen non-Muslim, karena
pelanggaran etis tersebut dipandang bukan sekadar masalah
bisnis melainkan juga pelanggaran moral (Halim & Putra,
2023).

3. Positioning

Positioning adalah proses penataan merek atau produk
dalam benak konsumen target agar memiliki tempat yang
berbeda dan diunggulkan dibandingkan pesaing. Positioning
berbasis nilai-nilai Islam memerlukan koherensi yang
konsisten antara klaim yang disampaikan dan realitas yang
dapat diverifikasi. Klaim kehalalan, keshariahan, atau
keberkahan yang tidak didukung oleh bukti nyata akan
kontraproduktif karena akan memicu kecurigaan dan
ketidakpercayaan dari konsumen Muslim yang semakin
literate tentang isu-isu syariah. Fenomena "halal washing" di
mana produk atau perusahaan menggunakan label atau citra
Islam semata-mata sebagai strategi pemasaran tanpa
komitmen substansial terhadap prinsip-prinsip syariah telah
menjadi isu yang semakin mendapat perhatian dari lembaga-
lembaga sertifikasi halal, ulama, dan konsumen Muslim
terdidik. (Islam, 2021)

Beberapa strategi positioning yang efektif dalam
konteks pemasaran syariah mencakup, pertama, positioning
berdasarkan keunggulan kehalalan yang komprehensif bukan
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hanya dari sisi bahan baku, tetapi juga proses produksi,
distribusi, dan bahkan tata kelola perusahaan, kedua,
positioning berdasarkan nilai-nilai etika universal seperti
kejujuran, transparansi, dan kepedulian sosial yang relevan
tidak hanya bagi konsumen Muslim tetapi juga non-Muslim,
ketiga, positioning berdasarkan kualitas superior yang
dikaitkan dengan standar kehalalan memanfaatkan persepsi
konsumen bahwa produk halal identik dengan produk
berkualitas tinggi dan terjamin kebersihannya, positioning
berbasis komunitas yang menekankan peran perusahaan
sebagai anggota aktif komunitas Muslim yang berkontribusi
terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

Positioning yang paling kuat dalam pemasaran syariah
adalah yang berhasil menciptakan resonansi emosional-
spiritual di benak konsumen Muslim. Resonansi ini
melampaui sekadar evaluasi kognitif terhadap atribut produk
untuk menyentuh identitas keagamaan dan aspirasi spiritual
konsumen. Merek yang berhasil memposisikan diri sebagai
mitra dalam perjalanan spiritual konsumenbukan sekadar
penyedia produk akan memperoleh loyalitas yang jauh lebih
dalam dan tahan terhadap serangan kompetitif (Islam, 2021).

C. BAURAN PEMASARAN SYARIAH (ISLAMIC
MARKETING MIX 4P)

Bauran pemasaran merupakan kumpulan alat pemasaran
yang dapat diatur dan dikombinasikan oleh perusahaan guna
menciptakan tanggapan yang diharapkan dari target pasarnya.
Secara sederhana, bauran pemasaran mencakup berbagai
upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk memengaruhi
tingkat permintaan terhadap produk yang
ditawarkannya.Konsep bauran pemasaran syariah pada
dasarnya serupa dengan bauran pemasaran konvensional.
Yang membedakan keduanya adalah cara penerapannya, di
mana setiap komponen dalam bauran pemasaran syariah
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dijalankan dengan berpedoman pada nilai-nilai dan pandangan
Islam.dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip halal-
haram, keadilan distribusi, transparansi informasi, dan
tanggung jawab sosial yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadits,
dan ijtihad ulama kontemporer. Bauran pemasaran sendiri
terdiri dari empat komponen utama, yaitu produk (product),
harga (price), promosi (promotion), dan tempat atau saluran
distribusi (place) (Ismail & Kurniati, 2022).

1. Product (Produk)

Bauran pemasaran syariah mengatur keputusan tentang
produk, harga, distribusi, dan promosi dengan menempatkan
kejujuran serta kemaslahatan sebagai pertimbangan utama.
Setiap unsur perlu dirancang agar memberikan manfaat nyata
dan mudah dipahami oleh konsumen (Bahri & Rosandy,
2025).

Dalam konteks pemasaran Islam, kemurnian dan
kehalalan produk menjadi syarat mutlak. Hal ini mencakup
ketiadaan unsur-unsur berbahaya dalam produk yang
berpotensi merugikan konsumen maupun masyarakat luas.
Secara prinsip, seluruh proses produksi harus tunduk pada
nilai-nilai etika Islam. Selain itu, pelaku pemasaran
diwajibkan menyampaikan informasi secara terbuka kepada
calon pembeli mengenai kualitas maupun kekurangan yang
melekat pada produk sebelum transaksi berlangsung. Apabila
salah satu pihak baik penjual maupun pembeli melakukan
kebohongan atau menyembunyikan informasi penting, maka
transaksi tersebut kehilangan status halalnya (Busriadi, et al.,
2022).

Sebagaimana Allah Subbanahuwata’ ala berfirman:

) 3 Y 3 caja)d;ua,\n@m\)xswun@j@
,fod M/ eﬁ:&:\(w\ujk;
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Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di
bumi yang halal baik dan janganlah mengikuti langkah-
langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh
yvang nyata.” (QS. Al-Baqarah:168)

Al-Sa'di berpendapat bahwa ayat ini merupakan seruan
yang bersifat menyeluruh, ditujukan kepada semua manusia
baik mukmin maupun Kafir tanpa membeda-bedakan. Senada
dengan itu, Muhammad 'Ali al-Shabini juga memaknai ayat
tersebut sebagai seruan umum yang mencakup seluruh
manusia, dengan tujuan agar mereka memakan dan
memanfaatkan segala sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah
bagi mereka (Madani, 2024).

Dimensi halal dalam konteks produk mencakup
beberapa aspek yang saling terkait kehalalan bahan baku dan
ingredien, kehalalan proses produksi dan pengolahan,
kehalalan pengemasan dan penyimpanan, serta kehalalan
distribusi dan penyajian. Dalam industri makanan dan
minuman, aspek ini paling mudah dipahami produk tidak
boleh mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti
daging babi, alkohol, atau darah, serta harus melalui proses
penyembelihan sesuai syariat jika melibatkan hewan. Namun
dalam industri-industri lain seperti keuangan, farmasi,
kosmetik, atau teknologi, konsep kehalalan memerlukan
analisis yang lebih kompleks dan sering kali membutuhkan
ijtihad dari lembagalembaga syariah yang kompeten ( Bahri &
Rosandy, 2025).

Dimensi thayyib melampaui sekadar kehalalan untuk
mencakup kualitas intrinsik produk. Sebuah produk bisa saja
halal tetapi tidak thayyib—misalnya makanan yang halal
bahan-bahannya tetapi mengandung kadar gula atau garam
yang berlebihan hingga membahayakan kesehatan. Dalam
perspektif magashid syariah, produk yang membahayakan
kesehatan konsumen (hifzh al-nafs) tidak memenuhi kriteria
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thayyib meskipun secara formal memenuhi persyaratan
kehalalan. Ini berarti strategi pengembangan produk dalam
pemasaran syariah tidak hanya berfokus pada pemenuhan
standar sertifikasi halal, tetapi juga pada optimalisasi nilai gizi,
keamanan penggunaan, keberlanjutan lingkungan, dan
dampak sosial positif dari produk tersebut (Ismail & Kurniati,
2022).

Inovasi produk dalam kerangka syariah memerlukan
kreativitas dalam menghadirkan produk-produk yang
memenuhi kebutuhan nyata konsumen Muslim yang belum
terlayani dengan  baik oleh pasar konvensional.
mengidentifikasi beberapa kategori inovasi produk syariah
yang paling prospektif: produk keuangan Islam yang lebih
inklusif dan terjangkau, produk kosmetik dan perawatan diri
yang sepenuhnya halal dan bebas alkohol, suplemen kesehatan
berbasis bahan-bahan alami yang thayyib, platform teknologi
yang mendukung gaya hidup Muslim tanpa konten yang
bertentangan dengan nilai-nilai Islam, serta produk pariwisata
halal yang mengakomodasi kebutuhan spiritual dan praktis
wisatawan Muslim (Husna, 2023).

2. Price (Harga)

Penetapan harga dalam pemasaran syariah diatur oleh
prinsip-prinsip keadilan yang bersumber dari larangan Al-
Qur'an terhadap praktik-praktik eksploitatif. Konsep thaman
al-mithl harga yang setara atau harga pasar yang wajar menjadi
standar normatif dalam penetapan harga. Ibn Taimiyyah dalam
Majmu' al-Fatawa memberikan landasan teoritis yang kuat
bagi regulasi harga dalam Islam, dengan menegaskan bahwa
pemerintah memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap
penetapan harga jika terjadi ketidakadilan yang merugikan
konsumen atau produsen. Prinsip ini relevan dengan fenomena
penetapan harga predatoris, kartel harga, atau price gouging
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yang sering terjadi dalam praktik bisnis modern (Ismail &
Kurniati, 2022).

135 6385808 i o 150880 v il il 0
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Artinya: “Mereka adalah orang-orang yang apabila
menerima takaran dari orang lain, mereka minta
dipenuhi.Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau
menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.Tidakkah
mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan
dibangkitkan”. (QS Al-mhutafhifin: 1-3)

Dalam karya tafsirnya, A/-Mishbah, M. Quraish Shihab
memaparkan bahwa tiga ayat pembuka Surah Al-Mutaffifin
berisi ancaman siksa yang berat bagi pelaku kecurangan dalam
praktik menakar dan menimbang sebuah perilaku yang
mencerminkan ketidakadilan dalam relasi ekonomi. Sasaran
teguran ayat tersebut adalah kelompok yang disebut
“mutaffifin”, yaitu pihak-pihak yang berlaku curang dalam
urusan takaran maupun timbangan. Secara lebih spesifik,
istilah ini mengacu pada pelaku usaha yang mengurangi hak
orang lain saat bertransaksi, dengan modus mengurangi
jumlah barang ketika berperan sebagai penjual, namun
sebaliknya menuntut kelengkapan takaran secara penuh ketika
bertindak sebagai pembeli. Menurut Quraish Shihab, perilaku
demikian  tergolong  bentuk  kecurangan  sekaligus
ketidakadilan yang mendapat kecaman keras dalam ajaran
Islam (Hariki et al., 2025).

Larangan terhadap riba yang, dalam konteks pemasaran,
dapat diinterpretasikan secara lebih luas sebagai larangan
terhadap setiap bentuk keuntungan yang tidak proporsional
dan tidak berdasarkan pertukaran nilai yang nyata, menjadi
panduan penting dalam merancang strategi penetapan harga.
Skema cicilan dengan bunga berbunga, biaya tersembunyi
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dalam kontrak layanan, atau markup yang berlebihan yang
memanfaatkan informasi asimetris antara penjual dan pembeli
semuanya berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam
penetapan harga menurut perspektif Islam (Ruhidayati, 2023).

Transparency pricing keterbukaan informasi mengenai
komponen pembentuk harga merupakan manifestasi konkret
dari prinsip kejujuran dalam pemasaran syariah. Konsumen
berhak mengetahui komponen biaya yang membentuk harga
yang mereka bayar. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan
prinsip ini tidak hanya memenuhi tuntutan etis Islam, tetapi
juga merespons tren konsumen global yang semakin menuntut
transparansi dari merek yang mereka dukung (Bahri &
Rosandy, 2025).

3. Place (Tempat/Distribusi)

Strategi  distribusi  dalam = pemasaran  syariah
mempertimbangkan tidak hanya efisiensi logistik tetapi juga
keadilan dalam rantai pasokan dan aksesibilitas bagi seluruh
lapisan masyarakat. Larangan terhadap iktikar (penimbunan)
dan monopoli distribusi yang dapat mempersulit akses
konsumen terhadap kebutuhan dasar mencerminkan
kepedulian Islam terhadap distribusi manfaat ekonomi yang
berkeadilan, Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Amr
al-Asy’atsi, telah menceritakan kepada kami Hatim bin
Isma’il, dari Muhammad bin Ajlan, dari Muhammad bin Amr
bin Atha’, dari Sa’id bin al-Musayyib, dari Ma’mar bin
Abdullah, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau
bersabda:
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Artinya: Dari Yahyayaitu Ibnu Sa’id, dia berkata;Sa’idlbn
Musayyab menceritakan bahwa Ma’marberkata, Rasulullah
Sawbersabda  “Tidaklah seseorang melakukan ihtikar
(penimbunan barang) kecuali dia adalah orang yang berdosa
(bersalah dengan sengaja).” (HR.Muslim)

Hadits tersebut merupakan salah satu sabda Rasulullah
Saw yang berkaitan dengan etika dalam berekonomi,
khususnya mengenai larangan praktik iAtikar (penimbunan
barang). Praktik ini dikategorikan sebagai ihtikar apabila
seseorang menahan atau menimbun barang pada saat
masyarakat sedang sangat membutuhkannya. Oleh karena itu,
suatu kegiatan ekonomi baru dapat disebut sebagai ihtikar
apabila memenuhi minimal dua kriteria berikut: pertama,
barang yang ditimbun merupakan kebutuhan pokok atau
kebutuhan penting bagi masyarakat; kedua, penimbunan
tersebut dilakukan dengan maksud memperoleh laba yang
melebihi keuntungan wajar (Andini, 2022).

Dalam era digital, strategi distribusi syariah
memperoleh dimensi baru yang sangat relevan. Platform e-
commerce syariah tidak hanya menyediakan kanal distribusi
yang efisien, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh
aspek transaksi digital mematuhi prinsip-prinsip syariah:
kejelasan deskripsi produk yang menghindari gharar
(ketidakpastian yang merugikan), mekanisme pembayaran
yang bebas riba, kebijakan pengembalian barang yang adil,
dan perlindungan privasi data konsumen. Platform seperti
Tokopedia Syariah, Bukalapak Syariah, dan berbagai
marketplace halal internasional mencoba mengintegrasikan
persyaratan-persyaratan ini ke dalam arsitektur teknologi dan
kebijakan operasional mereka ( Maulida & Fasa, 2025).
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4. Promotion (Promosi)

Strategi promosi merupakan elemen bauran pemasaran
yang paling langsung bersentuhan dengan isu-isu etika dan
kejujuran dalam komunikasi. Islam memberikan panduan
yang sangat jelas mengenai standar kejujuran dalam
komunikasi bisnis. Hadits Nabi SAW mengenai pedagang
yang menyembunyikan cacat barang dagangannya yang
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menjadi landasan
normatif yang kuat bagi kewajiban transparansi dalam
promosi.

Sebagaimana /Allal;l Sub/bar}ahuv&ﬁa}ta’ala begﬁrmaq: .
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Artinya:  “Janganlah kamu campuradukkan kebenaran
dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan
kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya)”. (QS Al-
Bagarah:42)

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menguraikan bahwa ayat
ini mengandung larangan tegas untuk menggabungkan
kebenaran  dengan  kebatilan dalam  konteks ini,
mencampuradukkan ajaran Yahudi dan Nasrani dengan ajaran
Islam padahal kaum tersebut sesungguhnya menyadari bahwa
Islam merupakan agama yang diridai Allah; lebih lanjut, ayat
ini memuat perintah agar tidak menutup-nutupi pengetahuan
yang telah mereka miliki tentang kebenaran risalah Rasulullah
beserta ajaran yang dibawanya, mengingat informasi tersebut
sesungguhnya telah tertulis dan tersedia dalam kitab-kitab suci
yang mereka pegang sendiri, dan Ibnu Katsir juga membuka
kemungkinan penafsiran alternatif, yakni bahwa ayat ini
menegaskan kesadaran mereka akan konsekuensi fatal dari
tindakan menyembunyikan kebenaran tersebut, sebab
perbuatan itu berpotensi menyesatkan umat manusia dari
petunjuk Allah dan menjerumuskan mereka ke dalam azab
neraka, terutama apabila mereka benar-benar mengikuti
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kebatilan yang sengaja ditampakkan di hadapan mereka
(Munthe et al., 2025).

Dalam praktiknya, strategi promosi syariah menghindari
beberapa praktik yang umum dalam pemasaran konvensional
namun bermasalah dari perspektif Islam: penggunaan citra
perempuan secara eksploitatif dalam iklan, klaim-klaim
berlebihan yang tidak dapat dibuktikan (gharar), teknik-teknik
pemasaran yang memanipulasi emosi atau menciptakan
tekanan psikologis tidak wajar, serta iklan yang
mempromosikan gaya hidup konsumtif yang bertentangan
dengan nilai-nilai Islam tentang kesederhanaan (gana'ah) dan
penghindaran israf (pemborosan) (Nasution et al., 2024).

Sebaliknya, = promosi  syariah  yang  efektif
mengedepankan informasi yang akurat dan komprehensif,
manfaat nyata yang dapat diverifikasi, pendekatan komunikasi
yang menghormati inteligensia dan martabat konsumen, serta
pesanpesan yang selaras dengan nilai-nilai dan aspirasi
spiritual komunitas Muslim target. Iklan yang tidak hanya
menjual produk tetapi juga mengedukasi, menginspirasi, atau
mengingatkan konsumen pada nilai-nilai kebaikan akan
memiliki resonansi yang lebih dalam dan dampak loyalitas
yang lebih kuat dibandingkan iklan yang sekadar menciptakan
keinginan artifisial (Hidayat et al., 2024).

D. STRATEGI BRANDING ISLAMI

1. Konseptualisasi Branding dalam Perspektif Islam

Branding Islami bukan sekadar penggunaan simbol
keagamaan pada identitas merek. Branding ini dibangun
melalui konsistensi antara janji merek, mutu produk, layanan,
komunikasi, dan perilaku perusahaan dalam memenuhi
tanggung jawabnya (Syam et al., 2023; Attirmidzi, 2025).

Dalam perspektif Islam, merek bukan sekadar aset
komersial tetapi juga merupakan representasi dari karakter dan
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integritas pemiliknya. Analogi yang tepat dapat ditemukan
dalam tradisi Islam mengenai pentingnya nama dan reputasi
(ism wa sharaf). Nabi Muhammad SAW sendiri dikenal
memiliki reputasi kejujuran yang sedemikian kuat hingga
digelari "Al-Amin" (yang terpercaya) oleh masyarakat Mekah
jauh sebelum beliau menjadi Nabi sebuah brand equity yang
dibangun atas dasar track record perilaku yang konsisten dan
dapat dipercaya. Prinsip ini memiliki implikasi langsung bagi
strategi branding Islami: merek yang kuat dalam perspektif
Islam harus dibangun di atas fondasi integritas, konsistensi,
dan komitmen nyata terhadap nilai-nilai yang diklaim (Meutia,
2023).

Islamic branding mengidentifikasi dua kategori merek
dalam konteks Islam: merek yang berasal dari negara-negara
Muslim (Islamic country of origin brands) dan merek yang
secara  eksplisit menyatakan = kepatuhannya terhadap
prinsipprinsip Islam terlepas dari asal negaranya (Islam
compliance brands). Kategorisasi ini penting karena
menunjukkan bahwa Islamic branding bukan sekadar tentang
asal-usul geografis atau demografis, melainkan tentang
komitmen nilai yang dapat didemonstrasikan oleh perusahaan
dari latar belakang mana pun (Nasution et al., 2024).

2. Elemen-elemen Kritis Branding Islami

Membangun merek yang kuat dalam konteks Islam
memerlukan perhatian khusus terhadap beberapa elemen yang
tidak selalu mendapat penekanan dalam teori branding
konvensional. Elemen pertama adalah authenticity (keaslian)
kesesuaian antara identitas merek yang diklaim dengan realitas
operasional perusahaan. Konsumen Muslim yang terdidik
memiliki sensitivitas tinggi terhadap inkonsistensi antara citra
dan realitas. Perusahaan yang mengklaim komitmen terhadap
nilai-nilai Islam dalam komunikasi eksternalnya tetapi praktik
bisnisnya menunjukkan prioritas yang berbeda akan

Manajemen Pemasaran Syariah Kontemporer:... | 107



menghadapi risiko kredibilitas yang serius. Elemen kedua
adalah purpose (tujuan) alasan mendasar mengapa merek
tersebut ada, melampaui sekadar pencarian keuntungan.
Dalam perspektif Islam, purpose yang autentik mengacu pada
kontribusi merek terhadap kesejahteraan masyarakat dan
kemaslahatan umat. Merek-merek global yang berhasil
mengintegrasikan purpose sosial yang bermakna seperti
komitmen terhadap pengurangan kemiskinan, pemberdayaan
pengusaha kecil, atau pelestarian lingkungan ke dalam
identitas merek mereka menunjukkan alignment yang kuat
dengan nilai-nilai Islam tentang tanggung jawab sosial
(Meutia, 2023).

Elemen ketiga adalah trust (kepercayaan) aset merek
yang paling fundamental dalam perspektif Islam. Kepercayaan
dibangun melalui konsistensi perilaku jangka panjang,
transparansi komunikasi, dan kemampuan merek untuk
memenuhi janji-janjinya. Trust terhadap merek Islam
memiliki dimensi yang lebih kaya dibandingkan trust terhadap
merek  konvensional, mencakup komponen  spiritual
(keyakinan bahwa merek tersebut benar-benar beroperasi
sesuai prinsip Allah), komponen etis (keyakinan bahwa merek
tersebut berlaku adil kepada semua pemangku kepentingan),
dan komponen fungsional (keyakinan bahwa produk atau
layanan merek tersebut memenuhi standar kualitas yang
dijanjikan) (Syam et al., 2023).

3. Strategi Membangun Ekuitas Merek Islami

Membangun ekuitas merek dalam konteks Islam
memerlukan pendekatan jangka panjang yang konsisten dan
multi-dimensi. Strategi pertama adalah Islamic brand identity
building pengembangan identitas merek yang secara kohesif
mencerminkan nilai-nilai Islam dalam seluruh elemen
identitas visual dan verbal. Ini mencakup pemilihan nama
merek yang memiliki konotasi positif dalam tradisi Islam atau
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setidaknya  tidak  mengandung  konotasi  negatif,
pengembangan logo dan desain visual yang menghindari
simbolisme yang bertentangan dengan Islam, serta
penyusunan brand voice yang mencerminkan nilai-nilai
kejujuran, kepedulian, dan profesionalisme islami (Nasution et
al., 2024).

Strategi kedua adalah community engagement berbasis
Islam keterlibatan aktif merek dengan komunitas Muslim
melalui dukungan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan,
pendidikan Islam, dan pemberdayaan ekonomi umat.
Perusahaan-perusahaan yang secara konsisten
mendemonstrasikan komitmen terhadap komunitas Muslim
bukan hanya melalui aktivitas filantropi simbolis, tetapi juga
melalui  kemitraan  strategis yang substansial dan
berkelanjutan, membangun brand associations yang sangat
kuat dan sulit ditiru oleh pesaing. Konsumen Muslim
memberikan premium harga yang signifikan kepada merek
yang mereka persepsikan sebagai anggota komunitas yang
genuinely committed, bukan sekadar pemasok komersial
(Attirmidzi, 2025).

Strategi ketiga adalah responsible branding komitmen
merek terhadap standar tanggung jawab sosial dan lingkungan
yang melebihi persyaratan regulasi minimum. Dalam konteks
Islam, tanggung jawab sosial bukan sekadar aktivitas CSR
yang dilakukan secara terpisah dari operasi bisnis utama,
melainkan harus menjadi bagian integral dari model bisnis itu
sendiri. Konsep zakat, infaq, dan shadaqah yang
diinstitusionalisasi ke dalam struktur bisnis seperti yang
dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan syariah yang
mengalokasikan sebagian keuntungan untuk dana sosial
merupakan manifestasi konkret dari responsible branding
dalam perspektif Islam (Attirmidzi, 2025).
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E. STRATEGI PEMASARAN DIGITAL SYARIAH

Transformasi digital telah mengubah lanskap pemasaran
secara fundamental, termasuk dalam praktik bisnis yang
berlandaskan prinsip syariah. Pemasaran digital syariah tidak
sekadar memindahkan aktivitas promosi konvensional ke
kanal daring, melainkan mensyaratkan internalisasi nilai-nilai
muamalah kejujuran (sidq), amanah, keadilan (‘adl), dan ihsan
ke dalam setiap elemen strategi digital. Kunci sukses
pemasaran syariah dapat dirumuskan melalui empat karakter
utama yang diteladankan Rasulullah, yaitu shiddig (jujur dan
benar), amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas), dan
tabligh (komunikatif), yang secara bersama-sama membentuk
kerangka etis bagi pengelolaan strategi pemasaran, Kerangka
ini menjadi rujukan bagi ketiga strategi yang dibahas pada
subbab ini, yakni pemasaran melalui media sosial, e-
commerce, dan content marketing yang seluruhnya diarahkan
untuk  menghindarkan  pelaku  usaha dari  gharar
(ketidakjelasan), maysir (spekulasi yang merugikan), tadlis
(penyembunyian cacat atau penyesatan informasi), dan
risywah (suap dalam bentuk apa pun, termasuk manipulasi
ulasan dan endorsement) (Astutiningsih et al., 2023).

1. Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial Berbasis
Syariah

Pemasaran digital syariah memanfaatkan teknologi
untuk memperluas akses pasar, memperkuat komunikasi, dan
meningkatkan layanan tanpa mengabaikan etika. Konten, data
pelanggan, transaksi, dan interaksi daring perlu dikelola secara
jujur, aman, serta menghormati privasi pengguna (Safari &
Riyanti, 2024; Sari & Ronaldo, 2024).

Etika promosi di media sosial mensyaratkan agar pelaku
usaha menyampaikan informasi produk secara jujur dan
transparan, mencakup kondisi riil barang atau jasa, harga, serta
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batasan atau risiko yang melekat padanya. Praktik clickbait
penggunaan judul, atau visi tentang komunitas Muslim yang
sejahtera dan bermartabat. Ketiga, community content yang
memfasilitasi interaksi positif di antara anggota komunitas
Muslim, membangun rasa kebersamaan dan solidaritas.
Keempat, transactional content yang secara langsung
mendukung proses pembelian, namun dengan transparansi
penuh dan tanpa teknik manipulasi psikologis (Vanni &
Nadan, 2023). Narasi yang sengaja dilebih-lebihkan untuk
memancing interaksi namun tidak sesuai dengan isi
sesungguhnya termasuk kategori tadlis karena menyesatkan
persepsi konsumen sebelum terjadi transaksi. Larangan ini
sejalan dengan semangat menjaga amanah dalam komunikasi
digital, yaitu memastikan bahwa kepercayaan yang diberikan
audiens tidak disalahgunakan untuk kepentingan jangka
pendek berupa lonjakan trafik atau penjualan semu (Jumriani,
2022).

Konten edukatif memainkan peran strategis dalam
membangun kepercayaan konsumen karena menempatkan
audiens sebagai pihak yang diberi pengetahuan, bukan semata
objek persuasi. Unggahan yang berisi edukasi produk,
panduan penggunaan, informasi kehalalan, atau literasi
keuangan syariah cenderung membangun relasi jangka
panjang yang lebih kokoh dibandingkan konten yang murni
bersifat hard-selling, karena kepercayaan yang terbentuk
berbasis pada manfaat nyata yang dirasakan audiens, bukan
pada rekayasa emosi sesaat (Safari & Riyanti, 2024).

Penerapan di Media Sosial Berbasis Syariah:

Dalam praktiknya, penerapan pemasaran media sosial
berbasis syariah tampak pada konsistensi antara narasi
promosi dan kondisi aktual produk, pencantuman informasi
harga dan spesifikasi secara utuh pada kolom unggahan atau
keterangan produk, penghindaran hashtag maupun narasi
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provokatif yang tidak relevan dengan isi, serta penyediaan
ruang interaksi (kolom komentar atau pesan langsung) yang
responsif untuk klarifikasi konsumen. Pelaku usaha yang
konsisten menerapkan pola ini pada umumnya memperoleh
keterlibatan (engagement) yang lebih bermakna karena
audiens merasa tidak dimanipulasi, sekaligus terhindar dari
risiko reputasi akibat tuduhan penyesatan informasi (Jumriani,
2022).

2. Strategi Pemasaran Syariah Melalui Content Marketing

Content marketing merupakan pendekatan pemasaran
yang berorientasi pada penciptaan dan penyebaran konten
bernilai untuk menarik, mengedukasi, serta mempertahankan
audiens, alih-alih mengandalkan promosi penjualan langsung
yang bersifat memaksa. Dalam bingkai syariah, orientasi
manfaat (maslahah) menjadi tolok ukur utama, konten yang
diproduksi harus memberikan nilai tambah nyata bagi audiens,
baik berupa informasi, edukasi, maupun inspirasi, bukan
semata alat rekayasa psikologis untuk mendorong keputusan
pembelian impulsif (Nada et al., 2023).

Perbedaan mendasar antara edukasi dan manipulasi
terletak pada niat dan dampaknya terhadap otonomi
konsumen. Konten edukatif memberi ruang bagi konsumen
untuk menimbang dan memutuskan secara rasional
berdasarkan informasi yang memadai, sementara konten
manipulatif memanfaatkan bias kognitif atau tekanan
emosional (misalnya klaim kelangkaan palsu atau testimoni
fiktif) untuk mempercepat keputusan tanpa pertimbangan yang
layak. Storytelling yang etis dalam konteks ini berarti narasi
yang dibangun tetap berpijak pada fakta produk maupun
pengalaman pengguna yang dapat dipertanggungjawabkan,
tanpa melebih-lebihkan manfaat atau menyembunyikan
keterbatasan (Safari & Riyanti, 2024).
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Penyebaran informasi yang benar menjadi prasyarat
mutlak, mengingat konten digital memiliki daya jangkau dan
daya salin yang sangat luas sehingga kekeliruan informasi
berpotensi menimbulkan mudarat kolektif. Pada saat yang
sama, content marketing syariah membuka peluang strategis
untuk menyisipkan nilai dakwah secara halus (soft-selling
dakwah) melalui konten yang relevan dengan kebutuhan
audiens, misalnya edukasi keuangan syariah, gaya hidup halal,
atau etika konsumsi, tanpa mengesampingkan kaidah bahwa
dakwah digital tetap harus disampaikan oleh pihak yang
kompeten agar tidak menimbulkan distorsi pesan keagamaan
(Jumriani, 2022).

Penerapan Content Marketing Berbasis Syariah:

Secara praktis, penerapan content marketing syariah
tampak pada kalender konten yang menyeimbangkan porsi
edukasi dan promosi, penggunaan data atau klaim yang dapat
diverifikasi dalam narasi pemasaran, pencantuman sumber
rujukan untuk klaim kesehatan maupun kehalalan, serta
pelibatan narasumber kompeten ketika konten menyinggung
aspek keagamaan. Pola ini secara konsisten terbukti
membangun  kepercayaan konsumen karena audiens
merasakan konsistensi antara pesan yang disampaikan dan
realitas produk yang ditawarkan (Nada et al., 2023).

3. Strategi Pemasaran Melalui E-Commerce Berbasis
Syariah

E-commerce berbasis syariah dimaknai sebagai
penyelenggaraan perdagangan elektronik yang memenuhi
rukun dan syarat akad muamalah, sekaligus menghindarkan
diri dari unsur gharar dan tadlis dalam representasi produk
maupun mekanisme transaksi. Karena transaksi e-commerce
berlangsung tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli,
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aspek transparansi informasi menjadi penopang utama
keabsahan akad, sebab kejelasan objek akad (ma'qud 'alaih)
merupakan salah satu syarat sahnya jual beli dalam fikih
muamalah (Wati et al., 2022).

Transparansi harga mensyaratkan bahwa seluruh
komponen biaya harga pokok, ongkos kirim, pajak, maupun
biaya tambahan lain diinformasikan secara utuh sebelum
konsumen menyelesaikan transaksi, sehingga tidak terjadi
ghabn (ketidakadilan harga) yang merugikan salah satu pihak.
Kejelasan spesifikasi produk menuntut deskripsi yang akurat
mengenai bahan, ukuran, kondisi, dan fungsi barang, karena
ketidaksesuaian antara deskripsi dan kondisi riil produk
dikategorikan sebagai tadlis yang membatalkan kerelaan (rida)
pembeli dalam akad.

Sistem pembayaran halal berarti mekanisme transaksi
yang digunakan terbebas dari unsur riba, baik dalam skema
cicilan berbunga maupun denda keterlambatan yang bersifat
eksploitatif, serta terdokumentasi secara transparan sesuai
kaidah hukum ekonomi syariah maupun regulasi perlindungan
konsumen digital yang berlaku, Keamanan transaksi turut
menjadi bagian dari amanah penyelenggara platform terhadap
data dan dana konsumen, sementara perlindungan hak
konsumen mencakup jaminan pengembalian dana, mekanisme
komplain yang jelas, serta kepastian penyelesaian sengketa
apabila barang tidak sesuai pesanan ( Wahyuni et al., 2025).

Pengelolaan ulasan pelanggan secara jujur merupakan
aspek yang kerap luput dari perhatian, padahal manipulasi
ulasan baik melalui pembelian ulasan palsu, penghapusan
sepihak ulasan negatif yang valid, maupun penggunaan joki
ulasan termasuk bentuk tadlis yang merugikan calon
konsumen lain dan mendistorsi mekanisme pasar yang adil
Sebaliknya, ulasan yang dikelola secara jujur, termasuk
tanggapan platform atas keluhan yang terbuka untuk dilihat
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publik, justru memperkuat kredibilitas dan keberlanjutan
usaha dalam jangka panjang (Fahrurozi & Faslah, 2025).

Penerapan E-Commerce Berbasis Syariah:

Penerapan nyata prinsip ini terlihat pada pencantuman
rincian harga total sejak tahap keranjang belanja, penyediaan
filter atau label produk halal yang disertai bukti sertifikasi,
opsi metode pembayaran yang bebas riba dan denda
eksploitatif, kebijakan pengembalian barang yang informatif,
serta kebijakan moderasi ulasan yang tidak menghapus kritik
substantif selama disampaikan secara sopan. Konsistensi
penerapan aspek-aspek tersebut membentuk ekosistem e-
commerce yang menjaga maqasid al-syari'ah, khususnya
perlindungan harta (hifz al-mal) dan akal (hifz al-'aql)
konsumen dari informasi yang menyesatkan (Wati et al.,
2022).

F. STRATEGI HUBUNGAN PELANGGAN
(CUSTOMER RELATIONSHIP) SYARIAH

1. Filosofi Hubungan Pelanggan dalam Perspektif Islam

Hubungan pelanggan dalam pemasaran syariah
dibangun melalui pelayanan yang amanah, responsif, dan
berkeadilan. Loyalitas yang sehat tumbuh ketika konsumen
merasakan  kualitas, kejelasan,  serta  kesungguhan
perusahaan dalam memenuhi komitmennya (Fadilla et al.,
2022; Sabdha & Sulistiyani, 2025).

Konsep ukhuwwah Islamiyyah (persaudaraan Islam)
memberikan kerangka relasional yang unik dalam konteks
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CRM syariah. Hubungan antara penjual dan pembeli dalam
Islam idealnya bukan sekadar hubungan transaksional tetapi
juga hubungan yang mengandung dimensi kepedulian,
tanggung jawab mutual, dan keinginan untuk saling
memberikan yang terbaik (Akmala & Ridwan, 2022).

Memiliki implikasi langsung bagi strategi CRM,
perusahaan harus memberikan kualitas layanan dan produk
yang sama dengan apa yang ingin mereka terima sendiri
sebagai konsumen. dalam perspektif ini, pengaduan pelanggan
dipandang bukan sebagai ancaman terhadap reputasi
perusahaan tetapi sebagai umpan balik berharga yang
membantu perusahaan untuk berkembang dan memberikan
layanan yang lebih baik. Budaya "complaint is a gift" sejalan
dengan nilai Islam yang mendorong perbaikan berkelanjutan
(ishlah) dan menghargai nasihat yang jujur (nasihah).
Perusahaan yang memiliki sistem penanganan pengaduan
yang cepat, adil, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan
bukan hanya memenuhi standar layanan konsumen yang baik,
tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis
nyata. (Mamuko & Krisnaningsih, 2022)

2. Loyalitas Pelanggan Muslim

Memahami loyalitas pelanggan dalam konteks Islam
memerlukan pemahaman tentang motivasi yang mendorong
perilaku pembelian berulang di kalangan konsumen Muslim.
Berbeda dari konsumen konvensional yang loyalitasnya
terutama didorong oleh pertimbangan utilitarian kualitas
produk, harga, kemudahan akses loyalitas konsumen Muslim
juga dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor yang
bersifat nilai dan identitas (Akmala & Ridwan, 2022).

Tingkatan loyalitas konsumen Muslim terhadap merek
syariah loyalitas kognitif (keyakinan bahwa merek tersebut
memenuhi standar kehalalan dan kualitas yang diperlukan),
loyalitas afektif (perasaan positif dan kedekatan emosional
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dengan merek karena keselarasannya dengan identitas
keislaman konsumen), dan loyalitas konatif (niat kuat untuk
terus menggunakan merek tersebut dan
merekomendasikannya kepada orang lain). Merk-merk yang
berhasil membangun loyalitas pada ketiga tingkatan ini bukan
hanya pada tingkatan kognitif akan memiliki basis pelanggan
yang jauh lebih stabil dan tahan terhadap persaingan harga
(Mamuko & Krisnianingsing, 2022).

Strategi loyalty program dalam konteks syariah harus
memperhatikan kesesuaian mekanisme reward dengan
prinsip-prinsip syariah. Program poin yang dikonversi
menjadi diskon atau produk gratis pada umumnya dapat
diterima, namun program yang melibatkan bunga, undian
dengan biaya partisipasi, atau reward dalam bentuk produk
atau layanan yang tidak halal harus dihindari. Beberapa
perusahaan syariah inovatif telah mengembangkan /loyalty
program yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial Islam
misalnya program di mana poin loyalitas dapat dikonversi
menjadi donasi ke lembaga zakat atau wakaf yang dipilih
konsumen menciptakan model loyalitas yang tidak hanya
menguntungkan konsumen secara individual tetapi juga
berkontribusi pada kesejahteraan komunitas (Akmala &
Ridwan, 2022).

3. Teknologi CRM dalam Pelayanan Syariah

Penerapan teknologi CRM modern big data analytics,
dan automation dalam konteks pemasaran syariah membuka
peluang yang sangat besar untuk personalisasi layanan yang
lebih baik, responsivitas yang lebih cepat, dan pemahaman
yang lebih mendalam tentang kebutuhan konsumen Muslim.
Namun, penggunaan teknologi ini harus dikawal oleh
pertimbangan etis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam
(Mamuko & Krisnianingsing, 2022).
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Penggunaan data konsumen dalam CRM harus mematuhi
prinsip-prinsip amanah dalam pengelolaan informasi.
Pengumpulan data yang berlebihan, penggunaan data untuk
tujuan yang tidak diungkapkan kepada konsumen, atau
manipulasi perilaku konsumen melalui algoritma yang
mengeksploitasi kelemahan psikologis merupakan praktik-
praktik yang bermasalah dari perspektif Islam. Di sisi lain,
penggunaan data untuk memahami kebutuhan konsumen
dengan lebih baik dan menyajikan rekomendasi yang
genuinely relevan dan bermanfaat merupakan aplikasi
teknologi yang selaras dengan nilai-nilai Islam tentang
pelayanan terbaik kepada sesama manusia (Akmala &
Ridwan, 2022).

G. STRATEGI PENETAPAN HARGA YANG ADIL
(THAMAN AL-MITHL)

1. Konsep Thaman Al-Mithl

Penetapan harga yang adil perlu mempertimbangkan
biaya, mutu, nilai manfaat, kemampuan pasar, dan
keberlanjutan usaha. Harga tidak boleh dibentuk melalui
penipuan, penimbunan, atau praktik yang memanfaatkan
ketidakseimbangan informasi (Fajaruddin, 2023; Hidayat &
Yunus, 2025).

Relevansi konsep thaman al-mithl dalam konteks bisnis
modern sangat signifikan. Berbagai praktik penetapan harga
yang umum dalam dunia bisnis konvensional dapat dievaluasi
menggunakan kerangka konsep ini: penetapan harga
predatoris (predatory pricing) yang bertujuan mengeliminasi
pesaing dengan menetapkan harga di bawah biaya produksi
jelas bertentangan dengan prinsip keadilan pasar; penetapan
harga berlebihan (price gouging) yang memanfaatkan situasi
darurat atau kelangkaan untuk memperoleh keuntungan
abnormal juga tidak sesuai dengan standar thaman al-mithl,
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sementara penetapan harga berdasarkan nilai (value-based
pricing) yang menetapkan harga berdasarkan manfaat nyata
yang diterima konsumen relatif lebih selaras dengan konsep ini
(Mamuko & Krisnianingsih, 2022).

Sebagaimana dalam Q.S. Al-An’am ayat 152 :

éu@;um\u.é‘fdh\ﬂﬁﬂﬂ\du\yjﬂYJ
Mu&&‘ﬁk@bu\)ﬂ\jdﬂ\ \)a,\

Ag_u)@)s\au\sjl}\jlmu;hb\’ X Y\
UJ)SJQ eSA.-AJeSSJ\}S)\Am

Artinya: “Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta
anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat,
sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran
dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang
melainkan  menurut  kesanggupannya. Apabila  kamu
berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu).
Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan
kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”(QS. Al-
An’am:152)

Meskipun ayat ini secara literal merujuk pada keadilan
dalam timbangan dan ukuran, para ulama menafsirkannya
secara lebih luas sebagai kewajiban untuk berlaku adil dalam
semua aspek transaksi komersial, termasuk penetapan harga.
Keadilan dalam penetapan harga berarti tidak mengurangi nilai
yang seharusnya diterima pembeli (dengan memberikan
produk berkualitas lebih rendah dari yang dijanjikan), dan
tidak mengambil lebih dari nilai yang sepantasnya diterima
penjual (dengan menetapkan harga yang jauh melebihi nilai
nyata produk) (Mamuko & Krisnaningsih, 2022).
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2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Penetapan Harga
Syariah

Faktor pertama adalah biaya produksi yang
sesungguhnyapemasaran  syariah mengakui legitimasi
keuntungan sebagai kompensasi atas risiko, modal, dan upaya
yang dicurahkan dalam proses produksi dan distribusi. Islam
tidak melarang keuntungan, yang dilarang adalah keuntungan
yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak adil, tidak
transparan, atau eksploitatif (Ika & Suryani, 2022).

Faktor kedua adalah kondisi pasar yang berlaku harga
yang ditetapkan harus mempertimbangkan harga-harga yang
berlaku di pasar untuk produk sejenis dalam kondisi
persaingan yang wajar. Praktik ikhtikar (penimbunan) yang
menciptakan kelangkaan artifisial untuk menaikkan harga
merupakan manipulasi kondisi pasar yang secara tegas
dilarang dalam Islam (Ika & Suryani, 2022).

Faktor ketiga adalah kemampuan daya beli konsumen
target khususnya untuk produk-produk yang merupakan
kebutuhan dasar (dharuriyyat), penetapan harga yang
melampaui  kemampuan kelompok masyarakat yang
membutuhkan merupakan tindakan yang tidak etis. Konsep
diferensiasi harga berdasarkan kemampuan membayar yang
dalam ekonomi konvensional dikenal sebagai price
discrimination memiliki aplikasi yang menarik dalam konteks
syariah jika dilaksanakan untuk tujuan keadilan sosial, bukan
eksploitasi (Mamuko & Krisnianingsih, 2022).

Faktor keempat yang tidak dikenal dalam teori
penetapan harga konvensional adalah dampak sosial dari harga
yang ditetapkan. Apakah harga tersebut memungkinkan akses
masyarakat luas terhadap produk yang memberikan manfaat
penting bagi kehidupan mereka? Apakah kebijakan harga
perusahaan berkontribusi pada pengurangan atau peningkatan
ketimpangan ekonomi? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin
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tampak idealistis dalam konteks bisnis yang sangat kompetitif,
namun faktanya menunjukkan bahwa perusahaan yang
memiliki kebijakan harga yang dipersepsikan adil oleh
konsumen memperoleh loyalitas yang signifikan lebih tinggi
sebuah keunggulan kompetitif yang memiliki nilai ekonomis
nyata (Ika & Suryani, 2022).

3. Larangan Praktik Penetapan Harga yang Tidak Adil

Fikih muamalah mengidentifikasi berbagai praktik
penetapan harga yang dilarang karena mengandung unsur
ketidakadilan, manipulasi, atau eksploitasi. Ghabn fahish
keuntungan berlebihan yang diperoleh dengan memanfaatkan
ketidaktahuan atau kelemahan pihak lain merupakan salah satu
konsep yang relevan. Secara teknis, ghabn fahish merujuk
pada situasi di mana harga yang disepakati menyimpang
sangat jauh dari harga pasar yang wajar akibat salah satu pihak
tidak memiliki informasi yang memadai. Dalam konteks
modern, ini dapat mencakup berbagai praktik seperti penjualan
produk kepada konsumen yang tidak memiliki akses terhadap
informasi harga alternatif dengan harga yang jauh melebihi
harga pasar (Sari et al., 2025).

Penipuan atau kecurangan dalam transaksi mencakup
berbagai bentuk manipulasi yang dapat memengaruhi
penetapan harga secara tidak adil. Ini dapat berupa kecurangan
dalam timbangan dan ukuran, pemalsuan kualitas produk,
penyembunyian cacat yang memengaruhi nilai produk, atau
pemberian informasi yang menyesatkan tentang harga
kompetitor. Riset empiris di berbagai negara Muslim
menunjukkan bahwa konsumen Muslim memiliki sensitivitas
yang tinggi terhadap praktik-praktik ini dan cenderung
memberikan respons punitif yang kuat terhadap merek yang
terbukti melakukan kecurangan dalam penetapan harga (Sari
et al., 2025).
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Implikasi praktis dari prinsip-prinsip ini bagi strategi
penetapan harga perusahaan syariah adalah kebutuhan untuk
membangun sistem penetapan harga yang transparan,
konsisten, dan  dapat diaudit. Perusahaan  yang
mengembangkan kebijakan harga yang jelas dengan
penjelasan yang mudah dipahami tentang mengapa harga
ditetapkan pada level tertentu, apa yang termasuk dalam harga
tersebut, dan apa saja biaya-biaya tambahan yang mungkin
berlaku tidak hanya memenuhi standar etika Islam tetapi juga
membangun kepercayaan konsumen yang merupakan aset
bisnis yang sangat berharga (Sari et al., 2025).

H. PENDEKATAN ANALISIS SWOT DALAM
STRATEGI PEMASARAN SYARIAH

Analisis SWOT membantu organisasi memetakan
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebelum
menetapkan prioritas pemasaran. Dalam konteks syariah, hasil
analisis perlu diterjemahkan menjadi strategi yang kompetitif
sekaligus bertanggung jawab (Puspita, 2023; Astuti, 2024).

Integrasi analisis SWOT ke dalam perencanaan
pemasaran syariah menghasilkan kerangka yang lebih kaya
secara dimensi analitis. Dalam konteks syariah, setiap kategori
SWOT perlu dievaluasi tidak hanya dari perspektif bisnis
konvensional yaitu apakah faktor tersebut mendukung atau
menghambat pencapaian tujuan profitabilitas tetapi juga dari
perspektif kepatuhan syariah, yakni apakah faktor tersebut
mendukung atau menghambat kemampuan organisasi untuk
beroperasi sesuai prinsip-prinsip Islam dan berkontribusi
terhadap magashid syariah (Puspita, 2023).

Strategic management dalam perbankan syariah
menegaskan bahwa analisis SWOT yang efektif untuk
organisasi berbasis syariah harus mempertimbangkan dimensi
tambahan yaitu kepatuhan syariah (sharia compliance)
sebagai filter yang melintas secara horizontal di semua
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kategori SWOT. artinya, sebuah peluang bisnis yang
menguntungkan secara finansial tetapi mensyaratkan
kompromi terhadap prinsip-prinsip syariah bukan merupakan
peluang yang dapat dieksploitasi oleh organisasi syariah;
demikian pula, kelemahan dalam kompetensi teknis yang
harus ditangani tidak boleh diselesaikan dengan solusisolusi
yang melanggar batas-batas syariah (Puspita, 2023).

a. Analisis Kekuatan (Strengths) dalam Konteks Syariah

Identifikasi kekuatan dalam analisis SWOT pemasaran
syariah mencakup tidak hanya kompetensi bisnis konvensional
seperti kekuatan finansial, reputasi merek, dan keunggulan
teknologi, tetapi juga kekuatan-kekuatan yang bersumber dari
kepatuhan syariah itu sendiri. Paradoks yang menarik adalah
bahwa batasanbatasan yang diimposisikan oleh syariah yang
oleh sebagian pelaku bisnis konvensional dianggap sebagai
hambatan justru dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif
yang unik.Pertama, kepercayaan berbasis nilai (valuebased
trust) merupakan kekuatan yang sangat berharga dalam era di
mana skeptisisme konsumen terhadap klaim bisnis semakin
meningkat (Putri & Fasa, 2022).

Perusahaan yang secara konsisten mendemonstrasikan
komitmen terhadap nilai-nilai Islam dalam operasionalnya dan
dapat membuktikan komitmen tersebut melalui sertifikasi
pihak ketiga, transparansi rantai pasokan, atau rekam jejak
yang dapat diverifikasi memiliki keunggulan kepercayaan
yang sulit ditiru oleh pesaing konvensional. Kedua, akses
preferensial terhadap konsumen Muslim yang loyal, segmen
yang semakin besar secara demografis dan semakin
berkembang secara ekonomi, merupakan kekuatan pasar yang
signifikan. Ketiga, kemampuan untuk beroperasi dalam
ekosistem keuangan Islam, mengakses modal dari lembaga
keuangan syariah, memanfaatkan instrumen sukuk atau
musyarakah untuk pembiayaan ekspansi merupakan

Manajemen Pemasaran Syariah Kontemporer:... | 123



keunggulan yang nilainya semakin meningkat seiring
pertumbuhan industri keuangan Islam global (Putri & Fasa,
2022).

b. Analisis Kelemahan (Weaknesses) dalam Konteks
Syariah

Identifikasi kelemahan yang jujur dan objektif
merupakan salah satu aspek paling menantang dari analisis
SWOT, karena secara alami organisasi cenderung
meremehkan atau mengabaikan kekurangan-kekurangannya
sendiri. Dalam konteks syariah, kejujuran dalam pengakuan
kelemahan bukan hanya memiliki nilai strategis tetapi juga
nilai etis sesuai dengan prinsip Islam tentang kejujuran dan
evaluasi diri (muhasabah) (Humeriatunnisa et al., 2025).
Beberapa kelemahan yang umum dihadapi oleh bisnis-bisnis
berbasis syariah mencakup: keterbatasan dalam inovasi
produk akibat batasan-batasan syariah yang mengeliminasi
beberapa kategori produk atau model bisnis yang
menguntungkan; biaya kepatuhan syariah yang lebih tinggi
dibandingkan bisnis konvensional, termasuk biaya sertifikasi
halal, konsultasi syariah, dan audit kepatuhan berkala;
keterbatasan dalam akses pembiayaan jika pasar keuangan
Islam di wilayah operasi masih belum berkembang; serta
potensi kesenjangan kompetensi dalam mengadopsi teknologi
terbaru yang mungkin dikembangkan dengan asumsi-asumsi
bisnis konvensional. Pengakuan yang jujur terhadap
kelemahan-kelemahan ini memungkinkan organisasi untuk
mengembangkan strategi yang realistis dan efektif untuk
mengatasinya (Humeriatunnisa et al., 2025).

¢. Analisis Peluang (Opportunities) dalam Ekonomi Islam

Lanskap bisnis global saat ini menawarkan peluang-
peluang yang sangat signifikan bagi bisnis berbasis syariah.
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Peningkatan kesadaran keislaman dan keinginan untuk
menyelaraskan pilihan konsumsi dengan nilai-nilai agama di
kalangan Muslim muda dan terdidik di seluruh dunia
menciptakan permintaan yang kuat terhadap produk dan
layanan berbasis syariah (Astuti, 2024).

Meningkatnya minat non-Muslim terhadap produk halal
yang sering dikaitkan dengan standar kebersihan, kualitas, dan
etika produksi yang tinggi membuka pasar baru yang
signifikan di luar segmen Muslim tradisional. Perkembangan
ekosistem keuangan Islam global yang menyediakan akses
kepada instrumen pembiayaan yang lebih beragam dan
inovatif membuka peluang ekspansi bisnis yang sebelumnya
tidak tersedia. Perkembangan teknologi digital yang
memungkinkan akses pasar global dengan biaya yang lebih
rendah memberikan peluang bagi usaha kecil dan menengah
berbasis syariah untuk bersaing di tingkat internasional
(Astuti, 2024).

d. Analisis Ancaman (Threats)

Identifikasi ancaman dalam analisis SWOT pemasaran
syariah mencakup faktor-faktor eksternal yang dapat
menghambat pencapaian tujuan organisasi dari perspektif
bisnis maupun syariah. Ancaman konvensional seperti
intensifikasi persaingan, perubahan regulasi, dan volatilitas
ekonomi makro berlaku sama bagi bisnis syariah. Namun, ada
ancaman-ancaman spesifik yang relevan bagi bisnis berbasis
syariah (Putri & Fasa, 2022).

Ancaman dari praktik "halal washing" oleh kompetitor
yang memanfaatkan label syariah tanpa komitmen substansial
dapat merusak kepercayaan konsumen terhadap seluruh
kategori produk syariah, termasuk produk-produk yang
genuinely compliant. Kedua, perubahan interpretasi fikih atau
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standar sertifikasi halal oleh otoritas yang berbeda di pasar-
pasar yang berbeda dapat menciptakan ketidakpastian
regulatoris yang menantang. Ketiga, persepsi negatif tentang
eksklusivitas atau keterbatasan produk syariah yang mungkin
membuat konsumen non-Muslim enggan untuk mencoba
merupakan ancaman terhadap ekspansi pasar. Strategi mitigasi
yang efektif terhadap ancaman-ancaman ini meliputi
keterlibatan aktif dalam pengembangan standar industri,
komunikasi yang transparan tentang nilai-nilai dan komitmen
perusahaan, serta inovasi produk yang terus-menerus untuk
mengatasi persepsi keterbatasan (Humeriatunnisa et al., 2025).

I. INOVASI PRODUK HALAL DAN STRATEGI
KOMERSIALISASINYA

Inovasi produk halal perlu dimulai dari pemahaman atas
kebutuhan konsumen, kepatuhan bahan dan proses, serta
manfaat yang dapat dibuktikan. Inovasi yang konsisten akan
memperkuat kepercayaan dan memperluas daya saing produk
di pasar domestik maupun global (Taryono & Putri, 2024;
Zahara et al., 2025).

Setelah inovasi produk terwujud, tahap berikutnya
adalah merancang strategi komersialisasi agar produk halal
dapat diterima secara luas oleh pasar. Salah satu langkah
utamanya adalah membangun branding halal yang kokoh,
yaitu upaya membentuk citra merek yang secara konsisten
merepresentasikan nilai kehalalan, mutu, dan kredibilitas
usaha. Karsono dkk. (2021) menunjukkan bahwa strategi
branding yang dijalankan secara konsisten mampu
menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu
produk maupun lembaga. Selain branding, segmentasi pasar
dan penentuan posisi produk (positioning) juga menjadi
langkah krusial agar produk halal dapat menjangkau kelompok
konsumen yang tepat, baik segmen muslim maupun non-
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muslim yang kini turut memperhatikan aspek keamanan dan
etika dalam mengonsumsi suatu produk (Karsono et al., 2021)

Pemasaran digital dan pemanfaatan platform e-
commerce menjadi penopang penting strategi komersialisasi
produk halal pada masa kini, mengungkapkan bahwa
pemanfaatan optimasi mesin pencari, pemasaran melalui
media sosial, kerja sama dengan pemberi pengaruh
(influencer), teknik penceritaan merek, serta optimalisasi
kanal daring dan marketplace memungkinkan pelaku usaha
syariah membangun citra merek yang kuat, meningkatkan
kepercayaan pelanggan, dan memperluas jangkauan pasar
hingga tingkat global. Selain kanal digital, kolaborasi bisnis
antarpelaku usaha, baik dalam bentuk kemitraan produksi,
distribusi, maupun penguatan rantai pasok halal, turut
memperkuat posisi tawar produk halal dan mempercepat
penetrasi pasar. Seluruh langkah komersialisasi tersebut perlu
dijalankan dengan menjunjung prinsip keadilan dalam relasi
bisnis serta amanah dalam mengelola kepercayaan konsumen,
agar pertumbuhan pasar yang dicapai tidak mengorbankan
etika pemasaran syariah (Natsir et al., 2025).

Komersialisasi produk halal di era digital membuka
peluang sekaligus menghadirkan tantangan yang perlu
dicermati pelaku usaha syariah. Mustajab (2025) mencatat
bahwa digitalisasi layanan sertifikasi halal mendorong
penguatan kepercayaan konsumen terhadap keaslian produk,
sekalipun masih dijumpai kalangan konsumen yang skeptis
akibat maraknya fenomena misbranding halal di media sosial,
sehingga literasi halal digital masyarakat perlu terus
ditingkatkan. Dari sisi pelaku usaha, terutama UMKM, (Al
hafidz et al., 2025)

Inovasi produk halal dan strategi komersialisasinya
merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam
manajemen pemasaran syariah dan tidak dapat dipandang
secara terpisah. Inovasi tanpa disertai strategi komersialisasi
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yang tepat berisiko gagal menjangkau pasar secara luas,
sedangkan strategi pemasaran yang agresif tanpa didukung
inovasi produk yang berkualitas berpotensi menggerus
kepercayaan konsumen dalam jangka panjang. Oleh karena
itu, pelaku usaha syariah perlu menyeimbangkan kedua aspek
tersebut secara terintegrasi, dengan tetap menempatkan prinsip
kejujuran, amanah, transparansi, keadilan, dan kemaslahatan
sebagai landasan utama, sehingga pertumbuhan bisnis yang
dicapai benar-benar mencerminkan esensi pemasaran syariah
yang berorientasi pada keberkahan, bukan semata-mata pada
keuntungan material. Dalam konteks modern, inovasi produk
halal bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan konsumen
Muslim individual, tetapi juga tentang berkontribusi pada
pembangunan ekosistem ekonomi Islam yang kuat, mandiri,
dan berdaya saing global, sebuah visi yang sangat selaras
dengan cita-cita kebangkitan ekonomi umat yang diimpikan
oleh banyak pemikir dan praktisi ekonomi Islam kontemporer
(Priyadi et al., 2025).
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BAB V

TANTANGAN DAN PROSPEK MANAJEMEN
PEMASARAN SYARIAH

A. TANTANGAN GLOBALISASI TERHADAP

PEMASARAN SYARIAH

Globalisasi adalah proses semakin terkoneksinya antar
negara di berbagai bidang: ekonomi, sosial, budaya, dan
politik secara bersamaan. Proses ini bukan sekadar soal
ekonomi, melainkan sebuah kekuatan besar yang mengubah
nilainilai masyarakat, pola belanja, dan identitas budaya secara
mendasar. Bagi pemasaran syariah, globalisasi menghadirkan
situasi yang unik: di satu sisi membuka peluang pasar baru
yang luar biasa, namun di sisi lain membawa masuk nilai-nilai
konsumerisme sekuler yang dapat mengikis fondasi etis
pemasaran berbasis Islam (Ambarwati & Abroza, 2024).

1. Standar Global

Globalisasi membuka akses pasar yang lebih luas, tetapi
juga meningkatkan tuntutan terhadap standar, kualitas,
kecepatan layanan, dan transparansi informasi. Pelaku
pemasaran syariah perlu menyiapkan strategi yang adaptif
tanpa kehilangan identitas nilai yang menjadi pembeda (Sadeli
& Latifah, 2025; Wiangga, 2026).
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2. Liberalisasi Perdagangan dan Dilema Perlindungan
Nilai

Liberalisasi perdagangan internasional melalui berbagai
perjanjian perdagangan bebas telah menciptakan tantangan
tersendiri bagi pelaku usaha syariah. Keterbukaan pasar
memungkinkan masuknya produk-produk dengan standar
produksi yang lebih longgar secara syariah, namun harganya
jauh lebih murah. Konsumen Muslim yang harus memilih
antara produk syariah bersertifikasi yang mahal versus produk
konvensional yang lebih terjangkau seringkali terjebak dalam
dilema yang sulit, situasi ini diperparah oleh melemahnya
kemampuan negara dalam mengontrol arus barang di era
perdagangan bebas. Pemerintah negara-negara mayoritas
Muslim yang terikat pada perjanjian WTO dan berbagai FTA
bilateral seringkali kesulitan menerapkan regulasi yang
memproteksi produk syariah tanpa dianggap melanggar aturan
perdagangan internasional. Akibatnya, ruang kebijakan untuk
melindungi industri syariah domestik semakin menyempit
(Hulwati, 2025).

Dalam kondisi ini, pemasaran syariah dituntut untuk
menemukan cara-cara inovatif dalam mempertahankan
relevansinya. Strategi yang diperlukan bukan lagi sekadar
menonjolkan kepatuhan terhadap standar syariah, tetapi juga
kemampuan mengkomunikasikan nilai tambah nyata yang
membedakan produk syariah dari produk konvensional.
Pergeseran dari pendekatan berbasis kepatuhan menuju
pemasaran berbasis nilai menjadi kebutuhan mendesak
(Ambarwati & Abroza, 2024).

3. Tekanan Budaya Konsumsi Global
Globalisasi tidak hanya membawa produk dan jasa,
tetapi juga membentuk ulang budaya konsumsi secara

mendasar. Nilai-nilai konsumerisme yang berakar pada
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individualisme, hedonisme, dan materialisme telah menembus
batas geografis dan kultural dengan kecepatan yang belum
pernah terjadi sebelumnya. Platform media sosial seperti
Instagram, TikTok, dan YouTube berperan sebagai penyebar
utama budaya konsumsi ini, menciptakan standar gaya hidup
yang seringkali bertentangan dengan ajaran Islam tentang
kesederhanaan (zuhud) dan konsumsi yang proporsional
(igtishad), paparan intens terhadap konten konsumerisme
global secara nyata melemahkan komitmen konsumen Muslim
terhadap prinsip-prinsip belanja berbasis syariah. Efek ini
paling kuat dirasakan pada kelompok usia 18-35 tahun yang
paling aktif secara digital. Ini menunjukkan bahwa pemasaran
syariah menghadapi tantangan generasional yang serius:
bagaimana menjangkau dan mempertahankan loyalitas
segmen konsumen muda yang sangat terpapar pesanpesan
konsumerisme sekuler, respons terhadap tantangan budaya ini
tidak bisa bersifat defensif. Sebaliknya, pemasaran syariah
perlu mengembangkan narasi yang mampu beresonansi
dengan aspirasi generasi Muslim kontemporer tanpa
mengorbankan substansi nilai-nilai Islam. Konsep "gaya hidup
Islam" yang holistik, mencakup dimensi konsumsi material
sekaligus dimensi spiritual, sosial, dan lingkungan,
menawarkan kerangka yang potensial untuk membangun
identitas konsumen Muslim yang kuat di tengah arus
globalisasi (Ismail et al., 2026).

4. Rantai Pasok Global dan Kompleksitas Kepatuhan
Syariah

Integrasi ekonomi global yang semakin dalam
menghasilkan rantai pasok yang sangat kompleks, di mana
komponen produk dibuat di berbagai belahan dunia sebelum
dirakit menjadi produk akhir. Kompleksitas ini menciptakan
tantangan verifikasi yang signifikan bagi pemasaran syariah,
karena memastikan kepatuhan syariah tidak cukup hanya di
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tahap produksi akhir, melainkan harus ditelusuri hingga ke
seluruh lapisan rantai pasok. Sebuah produk makanan halal,
misalnya, mungkin menggunakan bahan-bahan dari berbagai
negara dengan standar kehalalan yang berbeda-beda, sehingga
proses sertifikasi menjadi sangat rumit dan mahal. meskipun
teknologi blockchain mulai diadopsi oleh beberapa pelaku
industri halal, verifikasi kepatuhan syariah sepanjang rantai
pasok global masih menghadapi kendala teknis dan
institusional yang signifikan. Biaya kepatuhan yang tinggi
seringkali menjadi penghalang bagi usaha kecil dan menengah
syariah yang tidak punya kapasitas finansial untuk
menanggung biaya sertifikasi dan audit berlapis (Hasanov et
al., 2026).

Dari perspektif pemasaran, kompleksitas ini menuntut
kemampuan komunikasi yang lebih canggih kepada
konsumen. Konsumen Muslim yang semakin kritis tidak lagi
puas dengan label halal di permukaan produk; mereka
menuntut transparansi penuh tentang seluruh proses produksi
dari sumber bahan baku hingga produk jadi. Permintaan
transparansi ini sesungguhnya menjadi peluang bagi pelaku
bisnis syariah yang mampu memenuhinya untuk membangun
kepercayaan dan loyalitas konsumen yang lebih dalam
(Hasanov et al., 2026).

B. TANTANGAN KOMPETISI DENGAN SISTEM
KONVENSIONAL

1. Ketimpangan Kekuatan antara Institusi Syariah dan
Konvensional

Kompetisi dalam pasar halal tidak hanya terjadi
antarmerek, tetapi juga antarnegara, kanal distribusi, dan
model bisnis digital. Karena itu, perusahaan perlu menguatkan
kualitas produk, kompetensi sumber daya manusia, bukti
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kepatuhan, serta pengalaman pelanggan (Himmah & Nisa,
2024; Hartono et al., 2025).

Regulasi kecukupan modal bagi bank umum syariah di
Indonesia, yaitu POJK Nomor 21/POJK.03/2014, memang
sudah berpijak pada kerangka Basel III, tetapi belum
mengadaptasi secara utuh prinsip-prinsip IFSB-2 yang
mengatur perlakuan khusus bagi dana pemegang rekening
investasi (IAH), sebuah kelompok dana yang secara
karakteristik berbeda dari simpanan konvensional karena
menanggung risiko investasi bersama bank. Ketimpangan
pengaturan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan
berimplikasi pada akurasi perhitungan modal minimum itu
sendiri: tanpa mengakomodasi sifat khas dana [AH, hasil
perhitungan tersebut berpotensi menyimpang dari gambaran
risiko yang sesungguhnya dihadapi bank syariah. Fenomena
ini tampak dari fakta bahwa CAR rata-rata perbankan syariah
nasional pada Desember 2023 tercatat setinggi 25,7 persen
lebih dari tiga kali lipat ambang minimum 8 persen yang
disyaratkan otoritas. Meski terlihat mengesankan, capaian
tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bukti
ketahanan modal yang solid, mengingat metodologi
perhitungan versi POJK berbeda dengan metodologi versi
IFSB, sehingga penerapan standar IFSB pada data yang sama
berpeluang menghasilkan rasio kecukupan modal yang jauh
berbeda.Ketimpangan ini juga terlihat dalam infrastruktur
teknologi (Wiangga, 2026).

Bank-bank konvensional terkemuka telah
menginvestasikan miliaran dolar dalam infrastruktur teknologi
digital canggih, menciptakan pengalaman nasabah yang jauh
lebih mudah dan nyaman dibandingkan yang umumnya
ditawarkan oleh institusi syariah. Pengalaman digital ini
menjadi salah satu faktor paling signifikan yang memengaruhi
keputusan konsumen, bahkan di antara mereka yang secara
prinsip lebih memilih produk syariah (Putri et al., 2026).
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2. Persepsi Konsumen dan Tantangan Penentuan Posisi
Merek

Salah satu tantangan kompetitif yang paling bertahan
lama dalam pemasaran syariah adalah masalah persepsi
konsumen yang tidak selalu akurat. Survei di berbagai negara
Muslim  secara  konsisten  menunjukkan  beberapa
kesalahpahaman yang merugikan, produk syariah dianggap
selalu lebih mahal, kurang inovatif, dan lebih sulit diakses
dibandingkan produk konvensional. Meskipun tidak selalu
mencerminkan realitas, dampak persepsi ini terhadap perilaku
pembelian konsumen sangat nyata (Syam et al., 2023).

Masalah penentuan posisi merek menjadi semakin
kompleks karena institusi syariah seringkali menghadapi
dilema identitas. Apakah mereka harus memposisikan diri
sebagai alternatif religius dari layanan konvensional, atau
sebagai penyedia layanan yang kebetulan juga patuh prinsip
syariah? Pilihan ini memiliki implikasi strategis berbeda.
Positioning religius mungkin efektif untuk segmen yang
sangat taat, tetapi berisiko mengabaikan konsumen Muslim
yang lebih pragmatis atau konsumen non-Muslim yang
potensial (Putri et al., 2026).

Strategi "dual positioning" di mana institusi syariah
mengembangkan pesan pemasaran yang  sekaligus
mengomunikasikan kepatuhan syariah kepada segmen
religius, sekaligus menonjolkan nilai-nilai universal seperti
keadilan, transparansi, dan keberlanjutan kepada segmen yang
lebih luas. Pendekatan ini memerlukan kecakapan komunikasi
pemasaran yang tinggi dan pemahaman mendalam tentang
segmentasi konsumen (Syam et al., 2023).

3. Kompetisi Produk dan Inovasi

Arena persaingan produk antara sistem syariah dan
konvensional menghadirkan tantangan inovasi yang mendasar.
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Institusi konvensional memiliki fleksibilitas jauh lebih besar
dalam mengembangkan produk baru karena tidak terikat
batasan syariah yang memerlukan persetujuan Dewan
Pengawas Syariah (DPS) sebelum diluncurkan ke pasar.
Proses review syariah yang ketat ini, meskipun esensial untuk
menjaga integritas produk, seringkali memperlambat
kecepatan peluncuran dan mengurangi kelincahan institusi
syariah dalam merespons perubahan pasar, Tantangan ini
semakin terasa dalam era teknologi keuangan (fintech) yang
bergerak sangat cepat. Perusahaan fintech konvensional dapat
meluncurkan produk baru dalam hitungan minggu, sementara
institusi  syariah seringkali memerlukan berbulan-bulan
bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikan proses review
syariah. Perbedaan kecepatan inovasi ini berpotensi
menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara
penawaran produk syariah dan konvensional (Mahardika et al.,
2025).

Diperlukan reformasi mendasar dalam metodologi
pengembangan produk syariah yang memungkinkan
kecepatan inovasi lebih tinggi tanpa mengorbankan ketelitian
review syariah. Konsep "agile shariah governance" yang
mulai dikembangkan beberapa institusi mencoba menjawab
kebutuhan ini dengan mengintegrasikan DPS secara lebih aktif
sejak awal proses pengembangan produk, sehingga masalah
syariah dapat diidentifikasi dan diselesaikan lebih awal
(Mahardika, et al 2025).

4. Terbatasnya Kesadaran Masyarakat terhadap Prinsip
Manajemen Pemasaran Syariah

Salah satu tantangan mendasar dalam implementasi
manajemen pemasaran syariah pada era kontemporer adalah
masih terbatasnya literasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip
yang melandasinya. Sebagian besar masyarakat cenderung
memaknai pemasaran syariah secara reduktif, yakni sekadar

Manajemen Pemasaran Syariah Kontemporer:... | 135



sebagai aktivitas pemasaran produk yang memperoleh label
atau sertifikasi halal, tanpa memahami bahwa cakupannya
jauh lebih luas dan mendalam Padahal, secara konseptual,
manajemen pemasaran syariah merupakan proses pemasaran
yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan (rabbaniyyah)
dan etika Islam, yang tercermin dalam penerapan kejujuran
(sidq) pada komunikasi pemasaran, pemeliharaan amanah
dalam pengelolaan hubungan dengan konsumen, penegakan
keadilan ('adl) pada penetapan harga dan distribusi,
transparansi dalam penyampaian informasi produk, serta
tanggung jawab pelaku usaha atas dampak dari aktivitas
pemasarannya. pemasaran syariah tidak berhenti pada
kepatuhan formal terhadap hukum fikih muamalah semata,
melainkan diarahkan pada pencapaian maqashid syariah, yaitu
terwujudnya kemaslahatan (maslahah) dan tercegahnya
kemudaratan (mafsadah) bagi seluruh pemangku kepentingan,
mencakup pelindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta
dalam setiap keputusan serta praktik pemasaran (Ambarwati
& Abroza, 2024).

Keterbatasan pemahaman tersebut membawa implikasi
luas terhadap persepsi, kepercayaan, dan penerimaan
masyarakat terhadap praktik pemasaran syariah secara
keseluruhan. Ketika masyarakat hanya mengasosiasikan
pemasaran syariah dengan simbol kehalalan produk, muncul
kerentanan terhadap fenomena halal-washing, yaitu praktik
pemasaran yang menonjolkan label halal sebagai daya tarik
utama tanpa disertai penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam
secara substantif dalam proses produksi, distribusi, maupun
pelayanan kepada konsumen kondisi semacam ini berpotensi
menggerus kepercayaan konsumen manakala ditemukan
ketidaksesuaian antara klaim syariah yang dipasarkan dan
realitas praktik yang diterapkan, sehingga menimbulkan
keraguan terhadap kredibilitas produk maupun lembaga yang
mengusung identitas syariah. Selain itu, rendahnya literasi
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turut memperlambat penerimaan masyarakat terhadap model
bisnis yang benar-benar berorientasi pada maqashid syariah,
sebab konsumen belum memiliki kerangka pemahaman yang
memadai untuk membedakan antara pemasaran syariah yang
autentik dan yang bersifat simbolis semata. Pada gilirannya,
kesenjangan literasi ini turut menghambat laju pertumbuhan
dan daya saing industri halal, baik pada tataran nasional
maupun global (Himmah & Nisa, 2024).

5. Persaingan Harga dan Nilai Tambah yang Ditawarkan

Persaingan harga merupakan salah satu medan
pertempuran paling sensitif antara produk syariah dan
konvensional. Produk-produk syariah seringkali harus
menanggung biaya tambahan untuk proses sertifikasi, audit
syariah, dan pemenuhan standar halal. Biaya-biaya ini, yang
dikenal sebagai "compliance premium", cenderung tercermin
dalam harga jual yang lebih tinggi, menempatkan produk
syariah pada posisi yang kurang kompetitif dalam persaingan
harga langsung, tantangan ini semakin terasa bagi konsumen
berpenghasilan menengah ke bawah yang terpaksa memilih
produk konvensional yang lebih terjangkau meskipun lebih
memilih produk syariah secara normatif. Data survei
menunjukkan bahwa harga masih menjadi faktor penentu
utama dalam keputusan pembelian konsumen Muslim di pasar
berkembang, mengalahkan pertimbangan kepatuhan syariah
terutama dalam kategori produk sehari-hari, untuk mengatasi
tantangan ini, strategi pemasaran syariah perlu bergeser dari
sekadar mengkomunikasikan kepatuhan syariah menuju
artikulasi nilai tambah yang lebih luas. Manfaat-manfaat
seperti etika bisnis yang lebih tinggi, kontribusi terhadap
kesejahteraan komunitas melalui mekanisme wakaf dan zakat,
dampak sosial positif, serta keselarasan dengan nilai-nilai
keberlanjutan lingkungan merupakan nilai tambah nyata yang
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dapat dijadikan justifikasi atas selisih harga yang mungkin
harus dibayar konsumen (Hidayat & Yunus, 2025).

PELUANG PENGEMBANGAN MANAJEMEN
PEMASARAN SYARIAH

1. Pertumbuhan Pasar Halal Global

Peluang  pemasaran  syariah  tumbuh  seiring
meningkatnya perhatian konsumen terhadap produk halal,
etika bisnis, dan keberlanjutan. Peluang ini dapat
dikembangkan melalui inovasi, penguatan merek, kemitraan,
serta pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan
pasar (Haro et al., 2026; Fauzi, 2023).

Pertumbuhan tersebut tampak nyata pada beragam
sektor industri halal. Sektor makanan dan minuman halal tetap
menjadi tulang punggung ckonomi halal global dengan
pertumbuhan  permintaan ~ yang  konsisten  seiring
meningkatnya jumlah populasi muslim dan kesadaran
konsumen non-muslim terhadap standar kebersihan pangan di
sisi lain, fashion muslim berkembang pesat sebagai industri
kreatif yang memadukan nilai kesopanan (modesty) dengan
tren mode global, sehingga menciptakan segmen pasar baru
yang menuntut pendekatan pemasaran yang lebih adaptif.
Sektor kosmetik halal turut menunjukkan tren peningkatan
permintaan, didorong oleh kesadaran konsumen terhadap
kandungan bahan baku yang suci dan aman digunakan, bukan
semata-mata karena aspek keagamaan (Noviyanti & Hakim,
2025).

Demikian pula farmasi halal berkembang seiring
meningkatnya tuntutan jaminan kehalalan pada obat-obatan
dan produk kesehatan, yang selama ini kerap luput dari
perhatian dibandingkan sektor pangan (Kasri et al., 2023).
perkembangan pada kedua sektor ini memperlihatkan bahwa
konsep halal telah meluas menjadi standar mutu menyeluruh,
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bukan sekadar label pada kemasan produk.Pariwisata halal
menjadi salah satu sektor yang mengalami akselerasi
pertumbuhan cukup signifikan pascapemulihan sektor
perjalanan global, dengan negara-negara tujuan wisata
berlomba menyediakan fasilitas ramah muslim sebagai daya
tarik baru sementara itu, keuangan syariah tetap menjadi
penopang utama ekosistem halal melalui perbankan syariah,
pasar modal syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah
yang terus memperluas basis nasabahnya di berbagai kawasan,
keterkaitan antarsektor ini menunjukkan bahwa ekosistem
halal bersifat saling menopang, sehingga pertumbuhan pada
satu sektor turut mendorong permintaan pada sektor lainnya
(Salim et al., 2026).

Bagi manajemen pemasaran syariah, kondisi ini
menghadirkan peluang strategis untuk menyusun kebijakan
pemasaran yang lebih terarah dan kompetitif. Perusahaan tidak
lagi cukup mengandalkan label halal sebagai keunggulan
tunggal, melainkan dituntut membangun tata kelola pemasaran
yang mengintegrasikan kepatuhan syariah dengan standar
mutu, inovasi produk, dan pengalaman konsumen, Peluang ini
menuntut perusahaan untuk memperkuat kapasitas manajerial
dalam merancang kebijakan segmentasi, penentuan posisi
pasar, dan pengembangan portofolio produk yang selaras
dengan nilai-nilai syariah sekaligus tuntutan pasar global yang
dinamis, pertumbuhan pasar halal global pada dasarnya
menegaskan bahwa manajemen pemasaran syariah tidak lagi
berada pada posisi pinggiran industri, melainkan telah menjadi
arus utama yang diperhitungkan pelaku bisnis lintas sektor.
Kondisi ini memberikan legitimasi sekaligus tantangan bagi
pengelola bisnis untuk terus memperbarui pendekatan
manajerial agar mampu menangkap peluang pertumbuhan
tersebut secara berkelanjutan (Zafar et al., 2026).
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2. Perluasan Manajemen Pemasran Syariah di Tingkat
Internasional

Selain tumbuh secara domestik, industri berbasis syariah
kini memiliki peluang besar untuk memperluas jangkauan
pasarnya hingga ke tingkat internasional. Produk dan jasa
syariah, yang semula lebih banyak beredar di pasar lokal atau
kawasan tertentu, kini mulai menembus rantai pasok global
seiring meningkatnya permintaan lintas negara terhadap
produk berlabel halal maupun jasa keuangan yang
berlandaskan prinsip syariah, Perluasan ini membuka peluang
baru bagi manajemen pemasaran syariah untuk merancang
kebijakan ekspansi yang mampu menjangkau segmen
konsumen di berbagai kawasan dengan karakteristik budaya
dan regulasi yang beragam (Millah et al., 2025).

Keberhasilan ekspansi ke pasar internasional sangat
bergantung pada kesiapan perusahaan dalam memenuhi
standar halal internasional yang berlaku di negara tujuan.
Perbedaan otoritas sertifikasi halal antarnegara, mulai dari
standar Majelis Ulama Indonesia, Jabatan Kemajuan Islam
Malaysia, hingga lembaga sertifikasi di kawasan Timur
Tengah dan Eropa, menuntut perusahaan untuk memahami
dan menyesuaikan proses produksinya dengan ketentuan yang
berlaku pada masing-masing yurisdiksi kemampuan
menavigasi keragaman standar ini menjadi bagian penting dari
kapasitas manajerial pemasaran syariah dalam merambah
pasar global, kualitas produk menjadi faktor penentu lain yang
tidak dapat dipisahkan dari kepatuhan syariah itu sendiri.
Konsumen internasional, termasuk konsumen non-muslim,
semakin memandang produk halal sebagai representasi mutu,
keamanan, dan higienitas, sehingga perusahaan yang mampu
menjaga konsistensi kualitas produksinya memiliki peluang
lebih besar untuk diterima di pasar global, dengan demikian,
sertifikasi halal berfungsi ganda, yakni sebagai pemenuhan

140| Dinda Rahmawati, Dr. Busriadi, M.E.Sy., Novita Eka Paradina, S.E., M.Ak.



kewajiban syariah sekaligus sebagai instrumen jaminan mutu
yang meningkatkan kepercayaan pasar internasional (Fauzi,
2023).

Sertifikasi halal yang diakui secara lintas negara turut
menjadi kunci daya saing produk syariah di pasar global. Kerja
sama saling pengakuan (mutual recognition) antarlembaga
sertifikasi halal di berbagai negara semakin mempermudah
proses masuknya produk ke pasar baru tanpa harus melalui
sertifikasi ulang yang berulang, kondisi ini memberikan
peluang bagi perusahaan untuk mempercepat proses ekspansi
pasar sekaligus menekan biaya kepatuhan yang selama ini
menjadi salah satu hambatan utama dalam perdagangan lintas
negara. Peningkatan daya saing produk syariah di pasar
internasional turut didukung oleh semakin terbukanya jalur
distribusi digital lintas negara, yang memungkinkan produk
halal skala kecil dan menengah untuk menjangkau konsumen
di berbagai belahan dunia tanpa harus bergantung sepenuhnya
pada jalur distribusi konvensional, meskipun proses ekspansi
ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti perbedaan
regulasi, hambatan tarif, dan keragaman preferensi konsumen
antarnegara, hal tersebut pada dasarnya merupakan bagian
wajar dari dinamika perdagangan internasional yang dapat
diatasi melalui perencanaan manajerial yang matang (Millah
et al., 2025).

3. Meningkatnya Kesadaran Konsumen terhadap
Produk dan Layanan Syariah

Perubahan perilaku konsumen dalam beberapa tahun
terakhir menunjukkan pergeseran yang cukup signifikan, dari
sekadar mempertimbangkan harga dan fungsi produk menjadi
lebih memperhatikan aspek etis dan nilai di balik produk yang
dikonsumsi. Konsumen, baik muslim maupun non-muslim,
kini semakin kritis terhadap status kehalalan, proses produksi,
serta dampak sosial dari produk dan layanan yang mereka
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gunakan perubahan pola pikir ini menciptakan peluang bagi
manajemen pemasaran syariah untuk menempatkan nilai-nilai
syariah bukan sebagai atribut tambahan, melainkan sebagai
bagian inti dari penawaran produk, aspek etika bisnis semakin
menjadi pertimbangan penting bagi konsumen dalam
menentukan pilihan produk dan layanan. Konsumen modern
cenderung mengapresiasi perusahaan yang menjalankan
praktik bisnis secara jujur, adil, dan bertanggung jawab,
sehingga nilai-nilai etika yang melekat pada prinsip syariah
menemukan relevansi baru di tengah tuntutan pasar yang
semakin menuntut integritas korporasi, Kesesuaian antara nilai
syariah dan tuntutan etika bisnis kontemporer ini memperkuat
posisi manajemen pemasaran syariah sebagai pendekatan yang
relevan dengan kebutuhan pasar masa kini (Bhagas et al.,
2026).

Isu keberlanjutan turut menjadi bagian dari perubahan
perilaku konsumen yang relevan bagi pengembangan
pemasaran syariah. Konsumen semakin memperhatikan
dampak lingkungan dan sosial dari proses produksi, sehingga
perusahaan yang mampu mengintegrasikan  prinsip
keberlanjutan dengan nilai-nilai syariah memiliki peluang
lebih besar untuk menarik minat konsumen yang peduli
terhadap isu lingkungan, kesesuaian ini menunjukkan bahwa
nilai-nilai syariah memiliki keluwesan untuk beradaptasi
dengan isu-isu kontemporer yang menjadi perhatian konsumen
global, perubahan perilaku konsumen tersebut pada akhirnya
bermuara pada meningkatnya permintaan terhadap produk dan
layanan yang secara konsisten menerapkan prinsip syariah
dalam keseluruhan proses bisnisnya. Kondisi ini membuka
peluang besar bagi perusahaan untuk mengembangkan
manajemen pemasaran syariah yang tidak hanya berorientasi
pada aspek keagamaan, tetapi juga mampu menjawab
kebutuhan konsumen modern akan produk yang etis,
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transparan, aman, dan berkelanjutan (Musthapa Musthapa,
2025).

4. Penguatan Daya Saing Pemasaran Syariah Berbasis
Magqashid syariah

Daya saing dalam perspektif pemasaran syariah tidak
semata-mata diukur dari kemampuan perusahaan merebut
pangsa pasar, melainkan juga dari kemampuannya
menghadirkan  nilai  yang  autenttk dan  dapat
dipertanggungjawabkan secara etis kepada konsumen.
Perusahaan yang mengelola pemasarannya dengan
berlandaskan prinsip syariah memiliki peluang untuk
membedakan diri dari kompetitor melalui konsistensi antara
apa yang dijanjikan dan apa yang benar-benar diberikan
kepada konsumen, Integrasi magashid syariah ke dalam
manajemen pemasaran memberikan nilai tambah tersendiri
yang sulit ditiru oleh pesaing yang hanya berorientasi pada
keuntungan semata. Ketika tujuan pemasaran diarahkan untuk
mewujudkan kemaslahatan bagi konsumen, bukan sekadar
memaksimalkan  penjualan, perusahaan secara alami
membangun proposisi nilai yang lebih mendalam dan sulit
direplikasi, Nilai tambah ini menjadi pembeda penting di
tengah pasar yang semakin jenuh dengan klaim-klaim
pemasaran yang serupa antarperusahaan (Silalahi et al., 2025).

Kepercayaan konsumen merupakan salah satu hasil
paling nyata dari penerapan maqashid syariah dalam
manajemen pemasaran. Ketika konsumen meyakini bahwa
perusahaan benar-benar berkomitmen untuk menjaga
kemaslahatan mereka, bukan sekadar menggunakan label
syariah sebagai daya tarik pasar, tingkat kepercayaan terhadap
merek cenderung meningkat secara signifikan (Junaidi, 2022).
Kepercayaan yang terbangun atas dasar nilai ini cenderung
lebih tahan terhadap guncangan reputasi dibandingkan dengan
kepercayaan yang dibangun murni dari citra pemasaran.
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reputasi perusahaan turut mengalami penguatan ketika
maqashid syariah diterapkan secara konsisten dalam seluruh
aspek pemasaran, mulai dari pengembangan produk,
penetapan harga, hingga komunikasi pemasaran. Reputasi
yang dibangun di atas landasan etis semacam ini cenderung
lebih kokoh karena tidak hanya bergantung pada persepsi
jangka pendek, melainkan pada rekam jejak konsistensi nilai
yang dijalankan perusahaan dari waktu ke Kondisi ini
menjadikan reputasi berbasis maqashid syariah sebagai aset
strategis yang mendukung keberlangsungan daya saing
perusahaan (Bhagas et al., 2026).

Penting untuk ditegaskan bahwa maqashid syariah
dalam konteks ini berfungsi sebagai landasan etis yang
mengarahkan keseluruhan proses manajerial pemasaran,
bukan sekadar sebagai alat atau tema promosi semata. Ketika
magqashid syariah diposisikan sebagai fondasi pengambilan
keputusan pemasaran, mulai dari perumusan kebijakan produk
hingga evaluasi kinerja pemasaran, perusahaan memiliki
peluang untuk membangun daya saing yang bersumber dari
integritas, bukan sekadar citra. Pemahaman ini menjadi
penegasan bahwa penguatan daya saing berbasis magashid
syariah merupakan proses manajerial yang berkelanjutan,
bukan program pemasaran yang bersifat sesaat, dengan
demikian, penguatan daya saing berbasis magqashid syariah
menegaskan bahwa keunggulan kompetitif dalam pemasaran
syariah bersumber dari keselarasan antara tujuan bisnis dan
tujuan syariah itu sendiri, yang pada gilirannya mendukung
keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang (Silalahi et al.,
2025).

PERAN REGULASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM MENDUKUNG PEMASARAN SYARIAH

Kerangka Regulasi sebagai Pendorong Pertumbuhan
Industri  Syariah Peran pemerintah dalam membentuk
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lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan pemasaran
syariah sangatlah besar. Regulasi yang tepat dapat menjadi
pendorong yang mempercepat pertumbuhan industri syariah
dengan menyediakan kepastian hukum, standar kualitas yang
terukur, dan perlindungan konsumen yang efektif. Sebaliknya,
regulasi yang buruk atau tidak memadai dapat menjadi
hambatan signifikan, menciptakan biaya kepatuhan yang tidak
perlu dan ketidakpastian yang mengurangi minat investasi
(Bastian & Fitri, 2025).

1. Kebijakan Fiskal dan Insentif untuk Bisnis Syariah

Regulasi dan kebijakan publik berperan menciptakan
kepastian, perlindungan konsumen, serta ekosistem usaha
yang sehat. Bagi pelaku usaha, pemahaman atas ketentuan
sertifikasi, pelabelan, perlindungan data, dan perdagangan
digital menjadi bagian penting dari manajemen pemasaran
(Bastian & Fitri, 2025; Raisqi, 2022).

2. Regulasi Sertifikasi Halal

Sistem sertifikasi halal merupakan salah satu pilar
regulasi yang paling langsung memengaruhi dinamika
pemasaran syariah. Sertifikat halal berfungsi sebagai "sinyal
kualitas" yang memungkinkan konsumen Muslim membuat
keputusan pembelian yang terinformasi, mengurangi
ketidakseimbangan informasi yang inheren dalam transaksi
pasar. Namun, sistem sertifikasi yang ada saat ini menghadapi
berbagai tantangan yang membatasi efektivitasnya (Khasanah
& Sajjad, 2022).

Banyaknya lembaga sertifikasi halal yang tidak
terkoordinasi telah menciptakan kebingungan di kalangan
konsumen dan beban biaya yang tidak perlu bagi produsen. Di
Indonesia saja, sebelum reformasi melalui BPJPH, terdapat
ratusan lembaga yang mengklaim otoritas untuk mengeluarkan
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sertifikasi halal dengan standar yang tidak selalu konsisten.
Kondisi serupa terjadi di berbagai negara lain, menciptakan
fragmentasi sistem sertifikasi yang mengurangi nilai sertifikat
halal sebagai tanda kepercayaan konsumen (Mustika et al.,
2025).

Reformasi kebijakan sertifikasi halal yang ideal perlu
mempertimbangkan setidaknya tiga dimensi, pertama,
kredibilitas standar melalui metodologi audit yang ketat dan
berbasis sains, kedua, keterjangkauan biaya yang
memungkinkan UMKM mendapatkan sertifikasi tanpa beban
yang tidak proporsional; dan ketiga, kecepatan proses yang
memungkinkan pelaku usaha merespons perubahan pasar
dengan kelincahan yang memadai (Khasanah & Sajjad., 2022).

3. Peran Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong
Literasi Keuangan Syariah

Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan
masyarakat luas merupakan salah satu hambatan paling
mendasar bagi pertumbuhan pemasaran produk dan jasa
keuangan Islam. Survei OJK Indonesia secara konsisten
menemukan bahwa tingkat literasi keuangan syariah
masyarakat Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan literasi
keuangan konvensional, meskipun Indonesia memiliki
populasi Muslim terbesar di dunia. Kesenjangan literasi ini
menciptakan hambatan adopsi yang signifikan karena
konsumen yang tidak memahami produk syariah cenderung
memilih produk konvensional yang lebih familiar (Pratama &
Nisa, 2024).

Kebijakan peningkatan literasi keuangan syariah yang
efektif memerlukan pendekatan multi-saluran yang mencakup
integrasi materi ekonomi syariah dalam kurikulum pendidikan
formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, kampanye
edukasi publik menggunakan bahasa dan media yang dapat
dijangkau oleh seluruh segmen masyarakat, serta program
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literasi khusus yang menargetkan kelompok-kelompok rentan
seperti perempuan, masyarakat pedesaan, dan pelaku UMKM
(Bastian & Fitri, 2025).

Peningkatan literasi keuangan syariah tidak hanya
penting dari perspektif permintaan konsumen, tetapi juga dari
perspektif efektivitas regulasi. Konsumen yang literasinya
tinggi lebih mampu mendeteksi praktik-praktik yang tidak
sesuai syariah, lebih kritis dalam mengevaluasi produk yang
diklaim syariah, dan lebih aktif menuntut akuntabilitas dari
pelaku industri. Dengan demikian, peningkatan literasi
konsumen secara tidak langsung memperkuat mekanisme
pasar sebagai pengawas kepatuhan syariah (Pratama & Nisa,
2024).

PROSPEK MASA DEPAN MANAJEMEN
PEMASARAN SYARIAH

Sebelumnya telah diuraikan tantangan dan peluang yang
dihadapi manajemen pemasaran syariah, maka pembahasan
pada bagian ini diarahkan pada sesuatu yang lebih bersifat
proyektif, yakni ke mana arah perkembangan disiplin ini akan
bergerak pada dekade mendatang, agar strategi pemasaran
syariah yang dirumuskan tidak sekadar responsif terhadap
kondisi saat ini, tetapi juga antisipatif terhadap perubahan yang
akan terjadi. Terdapat empat kecenderungan besar yang secara
simultan membentuk wajah manajemen pemasaran syariah di
masa depan. Pertama, transformasi berbasis teknologi digital
yang mengubah cara nilai ditawarkan, dikomunikasikan, dan
disampaikan kepada konsumen. Kedua, penguatan orientasi
pemasaran berkelanjutan yang menyatukan dimensi ekonomi,
sosial, dan lingkungan ke dalam satu kerangka strategi. Ketiga,
penguatan ekosistem halal global yang mengintegrasikan
berbagai simpul industri menjadi satu jaringan nilai yang
saling menopang. Keempat, penegasan kembali magashid
syariah sebagai fondasi epistemologis dan aksiologis dalam
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menyusun strategi pemasaran. Keempat arah tersebut tidak
berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkelindan dan
saling memperkuat satu sama lain, sehingga pemahaman
terhadap salah satu arah tanpa mengaitkannya dengan tiga arah
lainnya akan menghasilkan gambaran yang tidak utuh
mengenai masa depan manajemen pemasaran syariah (Ifadhila
et al., 2024).

1. Transformasi Pemasaran Syariah Berbasis Teknologi

Prospek manajemen pemasaran syariah ditentukan oleh
kemampuan pelaku usaha mengintegrasikan nilai, inovasi, dan
ketangguhan organisasi. Ke depan, pendekatan ini berpotensi
semakin relevan karena konsumen menuntut produk yang
tidak hanya fungsional, tetapi juga transparan dan bertanggung
jawab (Sadeli & Latifah, 2025; Suhartanto et al., 2026).

Kecerdasan  buatan  (Artificial ~ Intelligence/Al)
diproyeksikan menjadi salah satu instrumen utama dalam
transformasi pemasaran syariah ke depan. AI memungkinkan
pemasar untuk melakukan personalisasi konten secara lebih
presisi, menghadirkan sistem rekomendasi produk halal yang
disesuaikan dengan preferensi individual konsumen, serta
mengembangkan asisten virtual atau chatbot berbasis nilai
syariah yang dapat menjawab pertanyaan konsumen mengenai
status kehalalan produk secara instan (Rahman & Fitria, 2023).
Selain itu, Al juga dimanfaatkan dalam pemodelan prediktif
untuk memahami pola perilaku konsumen muslim, termasuk
dalam merancang strategi penetapan harga yang adil dan
kampanye promosi yang lebih tepat sasaran. Akan tetapi,
pemanfaatan Al dalam konteks pemasaran syariah tidak dapat
dilepaskan dari kewajiban untuk menjaga prinsip kejujuran
(shidg) dan keadilan algoritmik. Algoritma yang digunakan
harus dirancang agar tidak menciptakan diskriminasi harga
yang merugikan kelompok konsumen tertentu, tidak
mendorong konsumsi berlebihan (israf), serta tidak
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memanfaatkan bias psikologis konsumen secara manipulatif,
sebagaimana ditekankan dalam kajian etika kecerdasan buatan
pada konteks bisnis islami (Suhartanto, 2026).

Lebih jauh, penerapan Al dalam pemasaran syariah masa
depan diperkirakan akan meluas ke ranah pengelolaan
hubungan pelanggan (customer relationship management)
yang lebih adaptif, di mana sistem mampu mengenali siklus
kebutuhan konsumen Muslim yang sering kali terkait dengan
momentum keagamaan, misalnya lonjakan permintaan produk
tertentu menjelang bulan Ramadan atau musim haji dan
umrah. Kemampuan prediktif semacam ini memungkinkan
pelaku usaha syariah untuk merencanakan strategi pemasaran
musiman secara lebih matang, termasuk dalam pengelolaan
persediaan dan penetapan strategi promosi yang selaras
dengan nilai-nilai kesederhanaan dan tidak mendorong
konsumerisme berlebihan pada momentum-momentum
keagamaan tersebut. Di sisi lain, penggunaan Al juga
menuntut adanya mekanisme audit algoritma (algorithmic
auditing) yang memastikan sistem yang digunakan tidak
menghasilkan keluaran yang bias atau diskriminatif, sebuah
kebutuhan yang semakin mendesak seiring meluasnya
ketergantungan pemasar pada sistem otomatis dalam
pengambilan keputusan strategis (Ifadhila et al., 2024).

Big data dan analitik pemasaran (marketing analytics)
turut menjadi tulang punggung strategi pemasaran syariah
masa depan. Ketersediaan data dalam volume besar
memungkinkan pemasar syariah untuk memetakan profil
konsumen muslim secara lebih komprehensif, mulai dari
preferensi gaya hidup halal (halal lifestyle), pola pengeluaran,
hingga sensitivitas terhadap isu-isu etika bisnis. Analitik
pemasaran juga memungkinkan optimalisasi kampanye secara
berkelanjutan melalui pengukuran kinerja yang lebih akurat
dan berbasis bukti (evidence-based decision-making).
Meskipun demikian, pemanfaatan big data harus tetap tunduk
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pada prinsip amanah dalam pengelolaan data pribadi
konsumen. Data yang dihimpun merupakan titipan (amanah)
yang wajib dijaga kerahasiaannya, tidak disalahgunakan untuk
kepentingan yang Dbertentangan dengan kepentingan
konsumen, dan pengumpulannya harus dilakukan secara
transparan dengan persetujuan yang jelas dari pemilik data
(Ulya & Fikri, 2025).

Teknologi blockchain diproyeksikan memainkan peran
strategis dalam memperkuat aspek transparansi dan
ketertelusuran (fraceability) dalam pemasaran syariah,
terutama pada rantai pasok produk halal. Melalui mekanisme
distributed ledger, setiap tahapan produksi, distribusi, hingga
penjualan produk dapat dicatat secara permanen dan dapat
diverifikasi oleh seluruh pihak yang terlibat, sehingga
meminimalkan potensi ketidakjelasan (gharar) mengenai asal-
usul dan status kehalalan produk, penerapan smart contract
berbasis blockchain juga membuka peluang bagi terciptanya
kontrak pemasaran dan perjanjian bisnis yang lebih transparan,
otomatis, dan minim sengketa, karena seluruh klausul
perjanjian dieksekusi secara otomatis sesuai kesepakatan yang
telah diprogramkan sebelumnya. Sementara itu, Internet of
Things (IoT) memungkinkan pemantauan kondisi produk
secara real time sepanjang rantai pasok, misalnya pemantauan
suhu pada rantai dingin (cold chain) produk pangan halal,
sehingga jaminan kualitas dan kehalalan produk dapat
dipastikan hingga ke tangan konsumen akhir. Kombinasi
sensor [oT dengan label pintar (smart packaging) yang
dilengkapi kode QR juga memungkinkan konsumen untuk
menelusuri riwayat produk secara mandiri, sebuah bentuk
transparansi yang memperkuat kepercayaan konsumen
terhadap klaim kehalalan yang disampaikan produsen
(Kurniawati et al., 2025).

Arah perkembangan pemasaran syariah ke depan juga
akan diwarnai oleh pemanfaatan teknologi realitas tertambah
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(augmented reality) dan realitas virtual (virtual reality) dalam
menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih imersif,
misalnya melalui simulasi tata cara pelaksanaan ibadah haji
dan umrah secara virtual sebagai bagian dari strategi
pemasaran biro perjalanan syariah, atau visualisasi produk
fesyen muslim secara tiga dimensi sebelum konsumen
melakukan pembelian. Konvergensi antara Al generatif
dengan platform periklanan digital juga membuka peluang
bagi terciptanya materi promosi yang lebih efisien dari sisi
biaya produksi, namun tetap menuntut kehati-hatian agar
konten yang dihasilkan tidak menampilkan representasi yang
menyesatkan atau bertentangan dengan adab komunikasi
Islam. Pemasar syariah masa depan dituntut memiliki literasi
teknologi yang memadai, bukan sekadar sebagai pengguna
pasif, melainkan sebagai perancang sistem yang mampu
menanamkan nilai-nilai syariah ke dalam arsitektur teknologi
itu sendiri, sebuah pendekatan yang dalam literatur terkini
mulai dikenal dengan istilah embedded ethics dalam
pengembangan sistem digital (Ifadhila et al., 2024).

2. Pemasaran Berkelanjutan

Kecenderungan besar kedua yang akan membentuk
masa depan manajemen pemasaran syariah adalah penguatan
orientasi pada pemasaran berkelanjutan (sustainable
marketing). Pemasaran berkelanjutan dapat dipahami sebagai
pendekatan pemasaran yang tidak hanya berorientasi pada
pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen saat ini, tetapi
juga mempertimbangkan dampak jangka panjang aktivitas
pemasaran terhadap kesejahteraan sosial dan kelestarian
lingkungan bagi generasi mendatang, Pergeseran menuju
pemasaran  berkelanjutan  tersebut  sejalan  dengan
meningkatnya tuntutan global terhadap praktik bisnis yang
bertanggung jawab, sebagaimana tercermin dalam agenda
pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development
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Goals). Bagi manajemen pemasaran syariah, orientasi
keberlanjutan bukanlah sesuatu yang asing atau baru diadopsi
dari luar, melainkan merupakan konsekuensi logis dari nilai-
nilai dasar yang telah melekat dalam ajaran Islam, khususnya
prinsip rahmatan lil ‘alamin yang menempatkan kemaslahatan
bagi seluruh alam sebagai tujuan tertinggi dari setiap aktivitas
manusia, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis (Krisdayanti
et al., 2025).

Keterkaitan antara keberlanjutan ekonomi, sosial, dan
lingkungan dengan prinsip-prinsip Islam dapat ditelusuri
melalui konsep keseimbangan (tawazun) dan pelestarian (hifz
al-bi’ah). Islam mengajarkan bahwa manusia berkedudukan
sebagai khalifah di muka bumi yang bertanggung jawab untuk
menjaga keseimbangan alam, bukan mengeksploitasinya
secara berlebihan demi kepentingan jangka pendek. Prinsip
keseimbangan ini relevan diterapkan dalam konteks
pemasaran, di mana strategi yang dirancang perlu
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan produsen,
kepentingan konsumen, kepentingan masyarakat luas, dan
kepentingan kelestarian lingkungan, dimensi sosial dari
keberlanjutan tercermin dalam bagaimana aktivitas pemasaran
turut memperhatikan kesejahteraan pekerja, keadilan dalam
rantai nilai, serta kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi
masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah yang menjadi bagian dari ekosistem bisnis syariah
(Ifadhila et al, 2024).

Arah perkembangan pemasaran berkelanjutan berbasis
syariah juga akan semakin terhubung dengan perkembangan
instrumen keuangan berkelanjutan berbasis syariah, seperti
sukuk hijau (green sukuk) dan pembiayaan sosial Islam
melalui wakaf produktif dan zakat produktif yang diarahkan
untuk mendukung usaha-usaha berorientasi lingkungan dan
sosial. Keterhubungan antara strategi pemasaran dengan
instrumen pembiayaan berkelanjutan tersebut memungkinkan
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pelaku usaha syariah untuk mengomunikasikan model bisnis
yang lebih utuh kepada konsumen, tidak hanya menonjolkan
atribut produk semata, tetapi juga menunjukkan bagaimana
aliran dana yang dihasilkan dari aktivitas bisnis turut
memberikan kontribusi terhadap program-program sosial dan
lingkungan yang lebih (Krisdayanti et al., 2025).

3. Penguatan Ekosistem Halal Global

Arah perkembangan ketiga yang akan menentukan
wajah manajemen pemasaran syariah di masa depan adalah
semakin menguatnya integrasi ekosistem halal, baik pada
tataran nasional maupun internasional. Ekosistem halal dapat
dipahami sebagai suatu jaringan yang menghubungkan
berbagai simpul industri, mulai dari produsen bahan baku,
lembaga sertifikasi, lembaga keuangan syariah, penyedia jasa
logistik, platform perdagangan digital, hingga konsumen
akhir, yang bekerja secara terintegrasi untuk menjamin
integritas produk dan jasa halal sepanjang rantai nilai, ke
depan, kecenderungan yang akan semakin menonjol adalah
pergeseran dari model industri halal yang terfragmentasi
menuju model ekosistem yang terkoneksi secara digital dan
lintas sektor, sehingga tercipta efisiensi serta konsistensi
kualitas produk halal dari hulu hingga hilir ( Asri & Ilyas,
2022).

Penguatan ekosistem halal global juga akan sangat
bergantung pada kesiapan sumber daya manusia yang
memahami secara utuh perpaduan antara kompetensi
pemasaran modern dan literasi nilai-nilai syariah. Ke depan,
kebutuhan terhadap tenaga pemasar yang tidak hanya mahir
menggunakan perangkat teknologi digital, tetapi juga
memahami secara mendalam prinsip-prinsip syariah dalam
pengambilan keputusan bisnis, diperkirakan akan semakin
meningkat seiring dengan semakin kompleksnya interaksi
antarelemen dalam ekosistem halal. Kesenjangan kompetensi
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semacam ini menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi
oleh lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan vokasi,
agar mampu menghasilkan lulusan yang siap berkontribusi
dalam ekosistem halal yang semakin terintegrasi secara digital.
Selain itu, pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah melalui peningkatan literasi digital dan literasi
syariah secara simultan akan menjadi faktor penentu sejauh
mana manfaat dari penguatan ekosistem halal global tersebut
dapat dirasakan secara merata, tidak hanya oleh pelaku usaha
berskala besar yang telah memiliki sumber daya memadai
untuk beradaptasi dengan cepat (Krisdayanti et al., 2025).

Penguatan ekosistem halal global juga diperkirakan akan
mendorong lahirnya model kolaborasi baru antarpelaku usaha
yang selama ini cenderung bersaing secara terpisah-pisah. Pola
kemitraan strategis antara produsen skala besar dengan pelaku
usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kerangka ekosistem
halal memungkinkan terciptanya rantai nilai yang lebih
inklusif, di mana pelaku usaha kecil dapat memperoleh akses
pasar yang lebih luas melalui jaringan distribusi mitra yang
telah lebih dahulu memiliki reputasi dan jangkauan pasar
internasional. Selain itu, konvergensi antara ekosistem halal
dengan sektor pariwisata ramah muslim (muslim-friendly
tourism), industri kesehatan, dan sektor pendidikan turut
memperluas cakupan pemasaran syariah di luar sektor pangan
dan fashion yang selama ini menjadi fokus utama. Perluasan
cakupan sektor ini menunjukkan bahwa ekosistem halal masa
depan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai industri
produk konsumsi semata, melainkan sebagai suatu gaya hidup
terintegrasi (integrated halal lifestyle ecosystem) yang
menyentuh hampir seluruh aspek kebutuhan konsumen
muslim modern (Asri & Ilyas, 2022).
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4. Integrasi Maqashid syariah dalam Strategi Pemasaran
Masa Depan

Ketiga arah perkembangan yang telah diuraikan
sebelumnya, yakni transformasi teknologi, pemasaran
berkelanjutan, dan penguatan ekosistem halal global, pada
akhirnya memerlukan satu fondasi nilai yang mempersatukan
sekaligus mengarahkan agar seluruh perkembangan tersebut
tetap membawa kemaslahatan bagi manusia. Fondasi tersebut
adalah magashid syariah . Berbeda dengan pembahasan pada
bab sebelumnya yang menguraikan konsep dan teori maqgashid
syariah  secara mendalam, pembahasan pada bagian ini
diarahkan untuk melihat bagaimana magashid syariah
diproyeksikan akan berfungsi sebagai kerangka pengambilan
keputusan strategis dalam praktik pemasaran syariah masa
depan, di tengah akselerasi teknologi dan kompleksitas
persaingan bisnis global (Hasan et al., 2026).

Ke depan, keberhasilan strategi pemasaran syariah tidak
lagi cukup diukur dari efektivitasnya dalam mencapai target
penjualan atau pangsa pasar semata, melainkan juga dari
sejauh mana strategi tersebut mampu menghadirkan
kemaslahatan (mashlahah) secara menyeluruh bagi seluruh
pemangku kepentingan, nilai kemaslahatan ini akan semakin
banyak diterjemahkan secara operasional ke dalam setiap
elemen bauran pemasaran. Dalam strategi produk,
kemaslahatan berarti memastikan bahwa produk yang
ditawarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi
konsumen, bukan sekadar memenuhi keinginan sesaat yang
bersifat konsumtif. Dalam strategi penetapan harga, prinsip
keadilan (‘adl) menuntut agar harga yang ditetapkan
mencerminkan nilai yang wajar, tidak eksploitatif, dan tidak
memanfaatkan posisi tawar yang timpang antara produsen dan
konsumen, termasuk dalam konteks penetapan harga dinamis
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(dynamic pricing) berbasis algoritma yang kian marak
digunakan pada platform digital ( Hasan et al., 2026).

Dalam strategi promosi, integrasi maqgashid syariah
menuntut agar komunikasi pemasaran dijalankan dengan
menjunjung kejujuran informasi dan menghindari eksploitasi
emosi konsumen secara berlebihan, sekalipun teknologi
pemasaran kini memungkinkan personalisasi pesan yang
sangat presisi hingga ke tingkat individual. Sementara itu,
dalam strategi distribusi, prinsip keseimbangan (tawazun)
mendorong terciptanya rantai distribusi yang tidak hanya
efisien secara ekonomi, tetapi juga adil bagi seluruh pihak
yang terlibat, termasuk memastikan pelaku usaha kecil dalam
rantai pasok memperoleh bagian nilai yang wajar.
Perlindungan konsumen juga menjadi wujud nyata penerapan
maqashid syariah  dalam pemasaran masa depan, yang
tercermin dalam jaminan atas hak konsumen untuk
memperoleh informasi yang benar, produk yang aman, serta
mekanisme penyelesaian keluhan yang responsif, tanggung
jawab sosial dan keberlanjutan, sebagaimana telah diuraikan
pada subpoin sebelumnya, pada hakikatnya juga merupakan
wujud operasional dari magashid syariah, khususnya dalam
menjaga kelestarian alam (hifz al-bi’ah) sebagai bagian dari
pemeliharaan kehidupan (hifz al-nafs) bagi generasi
mendatang (Sadeli & Latifah, 2026).

Integrasi magashid syariah ke dalam strategi pemasaran
masa depan pada dasarnya menghasilkan orientasi bisnis yang
melampaui  logika keuntungan semata (profit-oriented)
menuju logika kemaslahatan (maslahah-oriented), di mana
keberhasilan usaha diukur tidak hanya dari indikator finansial,
tetapi juga dari kontribusi nyata terhadap kesejahteraan
masyarakat dan kelestarian lingkungan. Orientasi semacam ini
menunjukkan relevansi yang kuat dengan perkembangan
pemikiran bisnis modern yang belakangan juga mulai bergeser
dari paradigma shareholder capitalism menuju stakeholder
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capitalism, sebagaimana tercermin dalam meluasnya
penerapan kerangka Environmental, Social, and Governance
(ESG) dan pemasaran berbasis tujuan (purpose-driven
marketing) di berbagai belahan dunia (Ainurrofiq, 2025).

Penguatan peran magashid syariah  dalam strategi
pemasaran masa depan juga menuntut adanya perubahan pada
tataran budaya organisasi pelaku usaha syariah, tidak cukup
hanya dituangkan dalam dokumen visi dan misi perusahaan.
Nilai-nilai magashid syariah  perlu diinternalisasikan ke
dalam sistem insentif, indikator kinerja, dan proses
pengambilan keputusan sehari-hari tim pemasaran, sehingga
tidak berhenti pada tataran retorika normatif. Beberapa kajian
terkini mengusulkan pengembangan indikator kinerja
pemasaran berbasis maqashid (magashid-based marketing
performance  indicators) yang memadukan ukuran
keberhasilan finansial konvensional dengan ukuran kontribusi
terhadap pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta
sebagai lima elemen pokok magashid syariah (Sadeli &
Latifah, 2025).
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BAB VI

PENERAPAN DAN ANALISIS PRAKTIK
MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH

A. PRAKTIK PEMASARAN PERBANKAN

SYARIAH
1. Landasan Praktik Pemasaran Perbankan Syariah

Praktik pemasaran perbankan syariah memperlihatkan
pentingnya kesesuaian antara kualitas layanan, komunikasi
produk, dan kejelasan akad. Penguatan literasi pelanggan serta
dukungan terhadap sektor produktif dapat meningkatkan
pemahaman masyarakat dan kepercayaan terhadap layanan
perbankan syariah (Assyaukani & Al Farisi, 2025; Busriadi et
al., 2022).

Bauran pemasaran bank syariah tetap mengacu pada
kerangka product, price, place, promotion, people, process,
dan physical evidence, namun setiap elemen mengalami
penyesuaian substansial. Produk harus dirancang berbasis
akad yang sah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah,
jarah, dan wakalah, sehingga inovasi produk selalu dibatasi
oleh kepatuhan syariah yang diverifikasi Dewan Pengawas
Syariah. Harga tidak dikenal sebagai suku bunga melainkan
sebagai nisbah bagi hasil atau margin yang disepakati di muka,
sehingga edukasi pasar menjadi komponen promosi yang jauh
lebih intensif dibandingkan bank konvensional. Tempat dan
saluran distribusi mencakup jaringan kantor cabang fisik
maupun kanal digital, sementara proses harus mencerminkan
transparansi akad pada setiap titik interaksi nasabah. Sumber
daya manusia dituntut memiliki literasi syariah yang memadai
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agar mampu menjelaskan perbedaan akad secara meyakinkan
kepada nasabah awam (Sabilla et al., 2022).

Dalam praktiknya, pemasaran bank syariah menghadapi
dilema strategis antara pendekatan syariah kompartemen,
yaitu menonjolkan identitas keislaman secara eksplisit untuk
menjangkau segmen nasabah yang memang mencari
kepatuhan syariah, dengan pendekatan syariah universal, yaitu
menonjolkan keunggulan layanan, teknologi, dan efisiensi
biaya tanpa selalu menonjolkan simbol keagamaan, agar dapat
menjangkau segmen nasabah rasional lintas keyakinan. Bank
yang berhasil biasanya memadukan kedua pendekatan tersebut
secara proporsional sesuai karakteristik segmen pasar yang
dituju, sehingga citra syariah tetap kuat tanpa membatasi basis
pelanggan potensial pada kelompok tertentu saja (Pitri, 2024).

Di antara semua sektor dalam ekosistem ekonomi
syariah, perbankan memiliki posisi yang paling strategis
sekaligus paling banyak dikaji. Kepentingan strategisnya
berasal dari fungsi intermediasi yang dijalankan bank dalam
mengalokasikan sumber daya keuangan di seluruh
perekonomian; ketika perbankan berjalan sesuai prinsip
syariah, implikasinya melampaui sekadar kepatuhan formal
terhadap hukum Islam, melainkan menyentuh cara distribusi
kekayaan, pengelolaan risiko, dan pemberdayaan masyarakat
dilakukan secara menyeluruh. Banyaknya kajian ilmiah
tentang perbankan syariah, di sisi lain, berarti bahwa kita
memiliki basis data empiris yang relatif lebih kaya
dibandingkan sektor-sektor lain, sehingga analisis dapat
dilakukan dengan lebih kuat dan teruji.

Namun demikian, sebagian besar kajian tentang
perbankan syariah selama ini lebih berfokus pada dimensi
hukum (figih muamalah), keuangan (financial performance),
dan operasional (operational efficiency), sementara dimensi
pemasaran relatif kurang mendapatkan perhatian yang
proporsional. Padahal, banyak tantangan yang dihadapi oleh
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perbankan syariah sesungguhnya bersifat pemasaran:
bagaimana membangun kesadaran merek (brand awareness)
yang kuat, bagaimana mengatasi persepsi negatif atau
miskonsepsi yang beredar di kalangan masyarakat, bagaimana
merancang pengalaman nasabah yang benar-benar superior,
dan bagaimana mempertahankan loyalitas nasabah dalam
jangka panjang di tengah kompetisi yang semakin sengit (Pitri,
2024).

2. Penerapan Perbankan Syariah dalam Pengembangan
Usaha Mikro

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Muaro Bungo
menunjukkan peran yang signifikan dalam mendorong
tumbuhnya kewirausahaan pelaku usaha mikro melalui tiga
skema pembiayaan utama. Pertama, pembiayaan modal kerja
syariah diwujudkan dalam bentuk penyediaan dana tunai,
pembiayaan piutang, serta pembiayaan persediaan barang,
yang terbukti menjadi pilihan yang paling banyak diminati
oleh pelaku usaha mikro setempat karena sifatnya yang
langsung menopang operasional harian. Kedua, pembiayaan
investasi syariah diberikan melalui dua mekanisme, yakni
penyertaan dana dalam skema musyarakah mutanaqishah dan
penyewaan barang modal melalui akad ijarah. Melalui skema
ini, bank berperan sebagai mitra yang turut menanamkan
modal sekaligus memungkinkan nasabah untuk secara
bertahap memiliki penuh aset yang dibiayai. Ketiga,
pembiayaan konsumtif, meskipun secara prinsip ditujukan
bagi kebutuhan pribadi nasabah, pada praktiknya turut
memberi dampak tidak langsung terhadap keberlangsungan
usaha, misalnya melalui pembiayaan kendaraan atau peralatan
kerja dengan skema jual beli angsuran maupun sewa beli
(ijarah muntahiyah bittamlik), sehingga mendukung mobilitas
dan produktivitas usaha mikro.(Biesriani et al., 2025)
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Dalam pelaksanaannya, BSI KCP Muaro Bungo
menghadapi sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi
peran tersebut. Keterbatasan agunan menjadi persoalan utama
karena banyak pelaku usaha mikro belum memiliki aset yang
memadai untuk dijadikan jaminan pembiayaan. Selain itu,
tingginya risiko kredit turut menjadi tantangan tersendiri,
mengingat sebagian besar usaha yang dibiayai masih berada
pada tahap awal perkembangan sehingga kemampuan
pengembalian dananya sulit diprediksi secara pasti.
Rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap sistem
keuangan syariah juga memperlambat penetrasi produk-
produk pembiayaan syariah di kalangan pelaku usaha mikro.
Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, pihak bank
menempuh sejumlah langkah strategis, antara lain dengan
menjadikan arus kas usaha sebagai indikator alternatif
kelayakan pembiayaan menggantikan ketergantungan pada
agunan konvensional, memanfaatkan program pembiayaan
dan skema penjaminan dari pemerintah seperti Jamkrindo,
melakukan penilaian mendalam terhadap potensi dan prospek
usaha calon nasabah, serta menyelenggarakan edukasi
berkelanjutan kepada masyarakat mengenai manfaat dan
mekanisme pembiayaan syariah (Biesriani et al., 2025).

Dari perspektif keislaman, keberadaan perbankan
syariah dipandang sebagai wujud implementasi nilai-nilai
muamalah yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah,
khususnya prinsip keadilan, keterbukaan, serta kemaslahatan
bersama antara bank dan nasabah. Larangan terhadap praktik
riba, sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam, menjadi
landasan utama yang membedakan sistem pembiayaan syariah
dari sistem konvensional yang berbasis bunga. Melalui
penerapan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah,
murabahah, dan ijarah, perbankan syariah berupaya
menghadirkan alternatif pembiayaan yang terbebas dari unsur
riba, ketidakpastian (gharar), dan spekulasi (maisir), sekaligus
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menegakkan prinsip tanggung jawab bersama atas risiko usaha
antara pihak bank dan nasabah (Maulida et al., 2025).

Secara keseluruhan, uraian penerapan di BSI KCP
Muaro Bungo memperlihatkan bahwa perbankan syariah telah
menjalankan fungsinya sebagai mitra strategis dalam
pemberdayaan ekonomi mikro melalui pembiayaan modal
kerja, investasi, dan konsumtif yang selaras dengan prinsip
syariah. Meskipun demikian, efektivitas peran tersebut masih
dibayangi oleh tantangan struktural berupa keterbatasan
agunan, tingginya risiko kredit, dan rendahnya pemahaman
masyarakat, yang direspons bank melalui pendekatan yang
lebih fleksibel dan berorientasi pada potensi usaha ketimbang
semata-mata pada jaminan formal. Kondisi ini menegaskan
bahwa keberhasilan perbankan syariah dalam mendorong
kewirausahaan usaha mikro tidak hanya bergantung pada
ketersediaan produk pembiayaan, tetapi juga pada
kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan keberkahan yang
menjadi ruh dari sistem ekonomi Islam, sekaligus pada upaya
edukasi dan pendampingan berkelanjutan yang mampu
meningkatkan literasi keuangan syariah di tengah masyarakat
(Biesriani et al., 2025).

PRAKTIK PEMASARAN PRODUK HALAL

1. Landasan Praktik Pemasaran Produk Halal

Produk halal memperoleh nilai tambah ketika jaminan
kepatuhan proses disertai mutu, inovasi, dan komunikasi yang
mudah  dipahami. Pemasaran produk halal perlu
menyampaikan manfaat secara proporsional serta memastikan
klaim yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan (Fauzi,
2023; Asri & Ilyas, 2022).

Dari  perspektif perilaku konsumen, keputusan
pembelian produk halal dipengaruhi oleh kombinasi motif
religius dan motif rasional. Motif religius berkaitan dengan
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kewajiban keagamaan untuk mengonsumsi yang halal,
sementara motif rasional berkaitan dengan persepsi bahwa
produk halal identik dengan standar kebersihan, keamanan
pangan, dan etika produksi yang lebih tinggi. Pergeseran
penting yang terjadi dalam satu dekade terakhir adalah
meluasnya daya tarik produk halal ke luar segmen konsumen
muslim, karena nilai-nilai yang melekat pada sertifikasi halal,
seperti keberlanjutan, kesejahteraan hewan, dan transparansi
rantai pasok, beresonansi dengan prinsip konsumsi etis yang
juga dianut konsumen nonmuslim. Fenomena ini membuka
ruang bagi strategi pemasaran halal yang bersifat inklusif,
menyasar pasar arus utama tanpa mengorbankan otentisitas
nilai syariah yang menjadi fondasinya (Huwaida et al., 2025).

2. Penerapan Pemasaran Produk Halal

Kisah Wardah Kosmetik dalam membangun pionir
kosmetik halal di Indonesia adalah narasi tentang visi jangka
panjang yang tidak tergoyahkan, kesabaran dalam
membangun kepercayaan komunitas, dan kecerdasan dalam
membaca momentum pasar. Didirikan oleh Nurhayati Subakat
melalui PT Paragon Technology and Innovation, Wardah
memulai perjalanannya dari skala yang sangat kecil sebuah
laboratorium sederhana dan tim yang terdiri dari segelintir
orang dengan keyakinan yang kuat bahwa ada pasar yang besar
dan belum terlayani bagi kosmetik yang benar-benar halal
(Mashadi, 2025).

Industri kosmetik halal menunjukkan pertumbuhan yang
signifikan di tingkat global, terutama di kawasan dengan
populasi Muslim besar seperti Asia Tenggara, Timur Tengah,
dan sebagian Eropa. Fenomena ini tidak semata-mata dipicu
oleh faktor keagamaan, melainkan juga oleh pergeseran
preferensi konsumen ke arah produk yang lebih alami, aman,
dan berkelanjutan. Regulasi yang semakin ketat mengenai
sertifikasi halal di berbagai negara turut mendorong produsen
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untuk menyesuaikan proses produksinya agar memenuhi
standar syariah, sekaligus membuka peluang ekspansi pasar
hingga ke negara-negara dengan mayoritas penduduk non-
Muslim. Dalam konteks ini, Wardah tampil sebagai salah satu
pelopor kosmetik halal di Indonesia yang berhasil
memanfaatkan momentum tersebut melalui penguatan citra
merek berbasis nilai halal serta perluasan jaringan distribusi ke
pasar domestik maupun internasional (Faqiih et al., 2026).

Pada aspek pengembangan bahan baku, inovasi menjadi
kunci daya saing perusahaan kosmetik halal, mengingat
produsen dituntut menghadirkan formulasi yang tidak hanya
sesuai kaidah syariah, tetapi juga aman dan bermanfaat bagi
kesehatan kulit. Wardah secara konsisten mengedepankan
penggunaan bahan-bahan alami seperti ekstrak tumbuhan dan
minyak nabati, sembari menghindari kandungan yang
bertentangan dengan prinsip halal, termasuk alkohol dan
turunan hewani yang tidak bersertifikasi. Penerapan teknologi
pengujian dermatologis serta adopsi konsep clean beauty yang
meniadakan bahan berisiko seperti paraben dan pewarna
sintetis turut memperkuat kepercayaan konsumen terhadap
kualitas dan keamanan produk. Capaian ini bahkan mendapat
pengakuan internasional, ditandai dengan pembahasan model
bisnis Wardah dalam publikasi Harvard Business Review pada
tahun 2019, yang menegaskan kemampuan merek lokal
bersaing dengan pemain global ( Huwaida et al., 2025).

Dari sisi strategi pemasaran, Wardah menerapkan
pendekatan berbasis nilai (value-based marketing) yang
memposisikan produknya bukan sekadar sebagai kosmetik,
melainkan bagian dari gaya hidup halal yang selaras dengan
ajaran Islam. Kampanye komunikasi yang mengusung pesan
kecantikan holistik, pemanfaatan platform digital seperti
Instagram, YouTube, dan TikTok, serta kolaborasi dengan
influencer dan beauty viogger, menjadi instrumen utama
dalam membangun kedekatan emosional dengan konsumen
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muda. Selain itu, keterlibatan dalam berbagai ajang mode
Muslim serta penerapan strategi distribusi omnichannel yang
memadukan kanal luring dan daring semakin memperkuat
aksesibilitas produk sekaligus memperluas jangkauan pasar
Wardah (Faqiih et al., 2026).

Secara keseluruhan, analisis atas praktik Wardah
memperlihatkan bahwa kreativitas berperan sebagai faktor
determinan dalam keberhasilan perusahaan mempertahankan
posisinya di industri kosmetik halal yang kompetitif. Sinergi
antara inovasi formulasi bahan berbasis prinsip halal, desain
kemasan yang menarik, dan strategi pemasaran digital yang
adaptif terbukti mampu membangun loyalitas konsumen serta
memperkokoh citra merek di pasar domestik maupun global.
Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan pertumbuhan
bisnis kosmetik halal sangat bergantung pada kemampuan
perusahaan dalam terus berinovasi dan merespons dinamika
kebutuhan pasar, sekaligus menjadi rujukan bagi pelaku
industri lain untuk mengintegrasikan nilai-nilai halal secara
menyeluruh dalam strategi bisnisnya (Huwaida et al., 2025).

3. Rantai Nilai Halal dan Implikasi Pemasaran

Salah satu dimensi pemasaran produk halal yang sering
kali kurang mendapat perhatian dalam literatur adalah rantai
nilai halal (halal value chain) dan implikasinya bagi
komunikasi pemasaran. Klaim halal yang kuat tidak cukup
hanya didasarkan pada produk akhir yang telah bersertifikat;
ia harus didukung oleh integritas seluruh rantai nilai, mulai
dari sumber bahan baku, proses produksi, penyimpanan,
distribusi, hingga titik penjualan (Putri & Jubba, 2023).

Kegagalan di titik manapun dalam rantai ini dapat
mengkompromikan status halal produk, meskipun proses
produksinya sendiri sesuai standar. Konsumen halal yang
semakin teredukasi semakin memahami kompleksitas ini dan
semakin menuntut transparansi yang lebih besar tentang
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seluruh rantai nilai halal dari produk yang mereka konsumsi.
Tren ini mendorong produsen-produsen terkemuka untuk
mengadopsi  teknologi  blockchain sebagai alat untuk
menyediakan traceability yang komprehensif dan tidak dapat
dimanipulasi sepanjang rantai nilai. Implementasi blockchain
untuk halal traceability, meskipun masih dalam tahap awal
adopsi di Indonesia, menunjukkan arah ke mana industri halal
akan bergerak dalam beberapa tahun mendatang (Faqiih et al.,
2026).

Dari  perspektif pemasaran, kemampuan untuk
menyediakan halal traceability yang transparan dan mudah
diverifikasi oleh konsumen merupakan diferensiasi yang
sangat kuat di pasar yang semakin kompetitif. Bayangkan
seorang konsumen yang dapat memindai QR code pada
kemasan produk dan langsung mengakses informasi tentang
dari mana bahanbahan produk tersebut berasal, bagaimana
proses produksinya dipantau untuk memastikan kepatuhan
halal, serta siapa yang bertanggung jawab atas sertifikasi di
setiap titik rantai nilai. Tingkat transparansi seperti ini tidak
hanya membangun kepercayaan yang sangat kuat, tetapi juga
menciptakan barrier to entry yang signifikan bagi kompetitor
yang tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan jaminan
serupa (Mashadi, 2025).

. RAKTIK PEMASARAN DIGITAL BERBASIS
SYARIAH

1. Landasan Praktik Pemasaran Digital Syariah

Pemasaran  digital berbasis syariah  menuntut
kemampuan mengelola konten, layanan, dan transaksi secara
cepat sekaligus etis. Kepercayaan pengguna dibangun melalui
informasi yang akurat, perlindungan data, mekanisme
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pengaduan, dan pengelolaan promosi yang tidak menyesatkan
(Safari & Riyanti, 2024; Suraya et al., 2025).

Kerangka pemasaran digital syariah umumnya dibangun
di atas empat pilar utama. Pilar pertama adalah kejujuran
konten, yang mengharuskan setiap klaim produk dapat
dipertanggungjawabkan secara faktual tanpa melebih-lebihkan
manfaat. Pilar kedua adalah transparansi algoritma dan data,
yang menuntut pengelolaan data konsumen dilakukan dengan
persetujuan eksplisit dan tujuan yang jelas, sejalan dengan
prinsip amanah dalam menjaga kepercayaan yang dititipkan
konsumen. Pilar ketiga adalah kepatutan konten, yang
memastikan visual, bahasa, dan pesan pemasaran tidak
melanggar norma kesopanan dan nilai keislaman, termasuk
dalam penggunaan citra tubuh dan bahasa promosi. Pilar
keempat adalah keberpihakan pada kemaslahatan, yang
menuntut strategi pemasaran digital tidak mendorong
konsumsi berlebihan (israf) atau menciptakan kebutuhan semu
yang tidak esensial bagi konsumen (Ifadhila et al., 2024).

Revolusi digital yang sedang berlangsung memberikan
dampak yang sangat transformatif terhadap seluruh aspek
kehidupan manusia, termasuk cara umat Islam menjalani,
mengekspresikan, dan mengkomunikasikan keyakinannya.
Istilah 'Digital Islam' yang mulai banyak digunakan oleh para
peneliti menggambarkan cara-cara di mana teknologi digital
telah membentuk ulang wacana, praktik, dan ekspresi
keislaman di era kontemporer. Dari perspektif ekonomi,
digitalisasi membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang
belum pernah terbayangkan sebelumnya dalam sejarah
perkembangan ekonomi syariah: akses terhadap layanan
keuangan Islam dapat diberikan kepada siapapun di manapun
selama memiliki smartphone dan koneksi internet; produk
halal dapat dipasarkan kepada konsumen muslim di seluruh
dunia melalui platform e-commerce tanpa batasan geografis;
konten edukasi ekonomi syariah dapat disebarluaskan dengan
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biaya yang mendekati nol kepada audiens yang sangat
luas(Sari & Ronaldo, 2024).

Namun transformasi digital juga membawa serta
tantangan-tantangan etis yang tidak dapat diabaikan dari
perspektif nilai-nilai Islam. Pengumpulan data konsumen
dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya
menimbulkan pertanyaan serius tentang privasi dan otonomi
individu. Penggunaan algoritma yang tidak transparan oleh
platform-platform  digital besar dapat menciptakan
ketidakadilan informasi yang bertentangan dengan prinsip
‘adl. Konten-konten yang tidak sesuai nilai Islam yang tersebar
bebas di dunia digital menciptakan lingkungan yang tidak
kondusif bagi pembangunan ekosistem ekonomi syariah. Dan
dominasi platform-platform digital oleh korporasi-korporasi
besar yang tidak memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Islam
menciptakan ketergantungan struktural yang perlu dikritisi
secara serius ( Suhartanto, 2026).

Pemasaran syariah yang beroperasi di dunia digital harus
mampu menavigasi tegangan antara peluang dan tantangan ini
dengan kecerdasan dan  komitmen etis yang tinggi.
Memanfaatkan teknologi digital untuk tujuan yang positif
sambil tetap menjaga integritas nilai-nilai Islam adalah sebuah
seni yang membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang
baik dunia teknologi maupun prinsip-prinsip syariah (Sari &
Ronaldo, 2024).

2. Peran LinkAja Syariah dalam Pengembangan Industri
Halal di Indonesia

Perkembangan industri halal di Indonesia telah meluas
dari sektor pangan menuju keuangan, pariwisata, kosmetik,
dan teknologi, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat
akan pentingnya kesesuaian produk dan layanan dengan
prinsip syariah. Kondisi ini melahirkan model bisnis start-up
berbasis halal, yaitu perusahaan rintisan yang menjadikan
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kepatuhan syariah sebagai landasan utama, dengan
menghindari unsur riba, gharar, dan maysir dalam seluruh
transaksinya. Karakteristik utama yang membedakan start-up
ini dari bisnis konvensional terletak pada penggunaan akad
syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah dalam
pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi digital melalui
fintech syariah dan e-commerce halal untuk memperluas
jangkauan pasar, serta penekanan pada transparansi transaksi
yang diawasi oleh dewan pengawas syariah. Sebaran
sektornya pun cukup luas, mencakup layanan keuangan
syariah, perdagangan produk bersertifikat halal, pariwisata
ramah Muslim, hingga produk kecantikan dan kesehatan
berbahan halal, yang secara keseluruhan membentuk
ekosistem bisnis yang saling melengkapi (Malihah et al.,
2024).

Di balik prospeknya yang menjanjikan, start-up halal
masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, seperti
rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep bisnis halal
sehingga menuntut edukasi berkelanjutan, serta kompleksitas
dan tingginya biaya proses sertifikasi halal yang berbeda
antarwilayah, terutama bagi pelaku usaha berskala kecil dan
menengah. Meskipun demikian, peluang pertumbuhannya
tetap besar mengingat proyeksi pasar halal global yang terus
meningkat, khususnya pada sektor pangan, farmasi, dan
keuangan syariah. Posisi Indonesia yang menempati peringkat
ketiga dalam indikator ekonomi Islam dunia turut memperkuat
potensi ini, mengingat besarnya populasi Muslim yang
menjadi basis pasar. Kondisi tersebut mendorong lahirnya
puluhan start-up berbasis Muslim di berbagai sektor, dengan
tren pendanaan yang terus tumbuh dalam tujuh tahun terakhir
dan mencapai puncaknya pada tahun 2021, mencerminkan
tingginya kepercayaan investor terhadap prospek jangka
panjang bisnis berbasis syariah di Indonesia (Zulfa & Stiawan,
2025).
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Sebagai gambaran konkret keberhasilan model bisnis
tersebut, layanan dompet digital berbasis syariah yang
diluncurkan pada tahun 2020 menghadirkan solusi
pembayaran yang sepenuhnya sesuai prinsip ekonomi Islam,
mulai dari fasilitas pembayaran zakat, infak, dan sedekah,
pembiayaan tanpa bunga melalui akad mudharabah dan
musyarakah, hingga integrasi dengan merchant yang telah
terjamin kehalalannya. Keberhasilan layanan ini tidak lepas
dari dukungan konsorsium bank milik negara, kepemilikan
sertifikasi kepatuhan syariah dari otoritas keagamaan resmi,
strategi pemasaran digital yang edukatif, serta fokus pada
inklusi keuangan hingga ke wilayah yang sebelumnya minim
akses perbankan konvensional. Berdasarkan uraian tersebut,
dapat disimpulkan bahwa start-up berbasis halal memiliki
peran strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah
nasional, di mana sinergi antara inovasi teknologi, kepatuhan
syariah, dukungan kelembagaan, dan edukasi masyarakat
menjadi kunci pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan,
sekalipun tantangan regulasi dan literasi digital masih
memerlukan penanganan lebih lanjut melalui kolaborasi erat
antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga keuangan
syariah (Zulfa & Stiawan, 2025).

3. Tantangan Etis dan Regulasi dalam Pemasaran Digital
Syariah

Pemasaran digital berbasis syariah menghadapi
sejumlah tantangan etis yang khas dan memerlukan kerangka
regulasi yang lebih adaptif. Pertama, algoritma penargetan
iklan berbasis kecerdasan buatan berpotensi menciptakan
gelembung informasi  (filter  bubble) yang  justru
mempersempit paparan konsumen terhadap edukasi ekonomi
syariah yang komprehensif, karena algoritma cenderung
menampilkan konten yang sesuai preferensi historis pengguna,
bukan konten yang secara objektif paling bermanfaat bagi
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literasi keuangan mereka. Kedua, maraknya konten pemasaran
berbasis emosi dan urgensi palsu (fear of missing out) pada
platform digital berpotensi mendorong keputusan konsumsi
impulsif yang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan
menghindari pemborosan dalam ajaran Islam (Kartika &
Arifudin, 2025).

Keterbatasan literasi digital di kalangan sebagian pelaku
usaha syariah skala kecil menciptakan kesenjangan kapasitas
yang berpotensi memperlebar jurang antara pelaku usaha besar
yang mampu memanfaatkan teknologi pemasaran digital
secara optimal dengan pelaku usaha kecil yang masih
tertinggal. Keempat, belum tersedianya kerangka pengawasan
yang komprehensif terhadap konten pemasaran digital dari sisi
kepatuhan syariah menciptakan celah bagi praktik pemasaran
yang mengklaim kepatuhan syariah tanpa verifikasi yang
memadai, sebuah fenomena yang berpotensi merusak
kepercayaan pasar terhadap label syariah secara keseluruhan
apabila dibiarkan tanpa pengawasan (Sari & Ronaldo., 2024).

172| Dinda Rahmawati, Dr. Busriadi, M.E.Sy., Novita Eka Paradina, S.E., M.Ak.



D. PRAKTIK PEMASARAN UMKM BERBASIS
SYARIAH

1. Landasan Praktik Pemasaran UMKM Berbasis Syariah

UMKM berbasis syariah memiliki peran penting dalam
memperluas akses produk halal dan menggerakkan ekonomi
lokal. Penguatan pemasaran UMKM memerlukan pemahaman
pasar, pengemasan nilai produk, pemanfaatan kanal digital,
serta pencatatan dan pelayanan yang lebih tertib (Anabuni et
al., 2025; Suhartini, 2024).

Dimensi syariah dalam pemasaran UMKM tidak hanya
tercermin dari status kehalalan produk, tetapi juga dari
keseluruhan etika bisnis yang dijalankan, mencakup kejujuran
dalam penetapan harga, keadilan dalam hubungan dengan
pemasok dan mitra usaha, serta konsistensi kualitas produk
dari waktu ke waktu. Pelaku UMKM berbasis syariah yang
berhasil membangun reputasi biasanya memiliki keunggulan
kompetitif berupa kepercayaan komunitas yang terbentuk
melalui rekam jejak etika bisnis jangka panjang, sebuah aset
intangible yang sulit direplikasi pesaing dalam waktu singkat
namun sangat rentan hilang apabila terjadi pelanggaran etika
sekali saja (Kusumo & Ilah, 2024).

2. Peran UMKM Syariah dalam Perekonomian Nasional

Bank syariah terbesar nasional secara eksplisit
menjadikan pendampingan UMKM sebagai bagian dari
strategi bisnis dan pemasaran korporatnya, dengan tujuan
mendorong usaha mikro dan kecil naik kelas menuju skala
menengah yang lebih mapan. Pendampingan ini tidak hanya
berupa penyaluran pembiayaan berbasis akad syariah, tetapi
juga mencakup pelatihan pemasaran, digitalisasi usaha, dan
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penguatan tata kelola bisnis, sehingga UMKM binaan
memperoleh manfaat ganda berupa akses permodalan
sekaligus peningkatan kapasitas manajerial. Regulator jasa
keuangan turut menetapkan peningkatan kontribusi bank
syariah dalam pengembangan UMKM sebagai salah satu
fokus utama kebijakan pengembangan perbankan syariah
nasional, menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM syariah
bukan semata inisiatif korporat individual, melainkan bagian
dari arah kebijakan makro yang lebih luas (Pitri, 2024).

Kajian mengenai akselerasi UMKM berbasis syariah
melalui inklusi keuangan dan digitalisasi menunjukkan bahwa
sinergi antara lembaga keuangan syariah, regulator, dan pelaku
usaha menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan UMKM
syariah, dengan menyandingkan data dari otoritas jasa
keuangan, badan pusat statistik, dan bank sentral sebagai basis
analisis. Sinergi ini penting karena tantangan yang dihadapi
UMKM syariah bersifat multidimensi, mencakup keterbatasan
akses pembiayaan, rendahnya literasi keuangan syariah, serta
kesenjangan kapasitas digital, sehingga penyelesaiannya
memerlukan pendekatan lintas pemangku kepentingan yang
terkoordinasi, bukan intervensi tunggal dari satu pihak saja.
(Kusumo & Ilah, 2024)

3. Penerapan Pemasaran pada UMKM Berbasis Syariah

Praktik Café Hiray di Kota Parepare memperlihatkan
bahwa prinsip syariah dalam pemasaran dan pengelolaan
bisnis kuliner tidak berhenti pada aspek kehalalan bahan baku
semata, melainkan menyatu dalam keseluruhan rantai proses
bisnis. Café ini secara konsisten memilih pemasok yang
memiliki sertifikasi halal atau reputasi terpercaya, memeriksa
ulang bahan yang masuk ke dapur, serta menerapkan sistem
First In First Out (FIFO) untuk menjaga kesegaran dan kualitas
bahan (Wahyuni et al., 2026). Praktik ini merupakan wujud
nyata dari konsep halalan thayyiban, yaitu kehalalan yang
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disertai kebaikan dan kebersihan, sehingga produk yang
sampai ke tangan konsumen tidak hanya sah secara syariat
tetapi juga layak dari sisi kesehatan. Temuan ini sejalan
dengan pandangan bahwa sertifikasi halal berperan penting
dalam membangun manajemen bisnis pangan yang terpercaya
dan berdaya saing (Firdaus, 2023).

Pada tataran manajerial, prinsip kejujuran (shiddiq) dan
amanah diwujudkan melalui pengelolaan keuangan yang
transparan, penghindaran praktik riba dan manipulasi harga,
serta penetapan harga yang wajar berdasarkan perhitungan
modal dan margin keuntungan yang proporsional. Kisaran
harga produk yang ditetapkan Café Hiray mencerminkan
prinsip tas'ir al-'adl atau harga yang adil, di mana konsumen
tidak dieksploitasi namun pelaku usaha tetap memperoleh
keuntungan yang layak (Wahyuni et al., 2026). Nilai-nilai ini
diperkuat pada tataran budaya kerja melalui kedisiplinan
menjalankan shalat lima waktu, aturan berpakaian sopan, serta
pembinaan spiritual karyawan secara berkala, yang
menunjukkan bahwa pemasaran syariah tidak dapat
dipisahkan dari pembentukan karakter pelaku usaha itu
sendiri. Dari sisi pemasaran, Café Hiray memanfaatkan
platform digital seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp,
serta menjalin kerja sama dengan mitra kurir untuk
memperluas jangkauan pasar, sekaligus menjadikan komitmen
kehalalan dan kebersihan sebagai nilai jual utama yang
membangun rasa aman dan kepercayaan konsumen, Integrasi
antara kehalalan produk, transparansi transaksi, etika
pelayanan, dan pemasaran digital tersebut menegaskan bahwa
pemasaran syariah kontemporer dapat berjalan beriringan
dengan tuntutan efisiensi dan daya saing bisnis modern, tanpa
harus mengorbankan salah satu di antara keduanya (Firdaus,
2023).

Meskipun penerapan prinsip syariah di Café Hiray
berjalan cukup konsisten, beberapa tantangan tetap dapat
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diidentifikasi dari uraian praktik tersebut. Tantangan pertama
berkaitan dengan konsistensi menjaga kehalalan bahan baku
secara Dberkelanjutan, mengingat proses ini menuntut
pengawasan berulang terhadap setiap bahan yang masuk,
mulai dari asal pemasok, proses penyembelihan hewani,
hingga metode penyimpanan. Kebutuhan pengawasan yang
terus-menerus ini menjadi beban tersendiri bagi UMKM
berskala kecil yang umumnya memiliki keterbatasan sumber
daya manusia dan sistem kontrol formal, sebagaimana juga
diungkapkan dalam kajian optimalisasi UMKM berbasis
syariah pada sektor kuliner kreatif (Akwila & Aulia, 2025).

Tantangan berikutnya, terletak pada aspek kedisiplinan
dan budaya kerja Islami, di mana penerapan kewajiban ibadah
di sela jam operasional serta aturan berpakaian sopan
memerlukan komitmen bersama antara manajemen dan
karyawan agar tidak mengganggu produktivitas layanan
kepada pelanggan. Selain itu, persaingan harga yang ketat
dengan café modern lain di Parepare berpotensi mendorong
pelaku usaha mengabaikan prinsip keuntungan yang wajar
demi mempertahankan pangsa pasar, sehingga konsistensi
penerapan fas'ir al-'adl menjadi ujian tersendiri di tengah
tekanan kompetisi. Tantangan ketiga muncul pada ranah
pemasaran digital, yaitu bagaimana menjaga agar strategi
promosi di media sosial tetap selaras dengan etika bisnis Islam
tidak berlebihan dalam klaim, tetap jujur dalam penyajian
informasi  produk, dan tidak mengorbankan nilai
kesederhanaan demi menarik perhatian pasar secara instan,
secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut
menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip syariah
pada UMKM kuliner bukan semata soal pemahaman normatif,
melainkan juga soal komitmen manajerial dan pengawasan
yang berkelanjutan agar nilai-nilai syariah dapat terus terjaga
di tengah dinamika persaingan usaha (Wahyuni, 2026).
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Sejumlah tantangan struktural masih membayangi upaya
penguatan pemasaran UMKM berbasis syariah secara
nasional. Pertama, kesenjangan digital antarwilayah
menyebabkan efektivitas program digitalisasi pemasaran
sangat bervariasi, dengan wilayah perkotaan yang memiliki
infrastruktur internet memadai jauh lebih mudah mengadopsi
teknologi pemasaran digital dibandingkan wilayah pedesaan
yang masih menghadapi keterbatasan konektivitas. Kedua,
rendahnya kapasitas produksi konten digital berkualitas
menjadi hambatan tersendiri, karena banyak pelaku UMKM
syariah belum memiliki keterampilan fotografi produk,
penulisan narasi pemasaran, maupun pengelolaan interaksi
media sosial secara profesional, sehingga kehadiran digital
mereka kurang kompetitif dibandingkan merek besar yang
memiliki tim pemasaran khusus (Suhartini, 2024).

Keterbatasan akses terhadap sertifikasi halal formal,
meskipun telah tersedia skema subsidi, masih menjadi kendala
bagi sebagian pelaku usaha mikro karena keterbatasan
pemahaman prosedur administratif dan keterbatasan waktu
untuk mengurus dokumen persyaratan di tengah kesibukan
operasional harian usaha. Keempat, minimnya jaringan
distribusi dan logistik yang efisien membatasi kemampuan
UMKM syariah memperluas pasar di luar wilayah operasional
utama mereka, meskipun kehadiran digital telah
memungkinkan promosi menjangkau khalayak yang jauh lebih
luas secara geografis dibandingkan kapasitas distribusi fisik
yang tersedia (Wahyuni, 2026).

4. Evaluasi dan Pembelajaran

Rangkaian prakttk UMKM berbasis syariah di atas
menghasilkan sejumlah pembelajaran strategis yang saling
melengkapi. Pertama, keberhasilan digitalisasi pemasaran
UMKM syariah sangat ditentukan oleh kesesuaian teknologi
yang diadopsi dengan kapasitas riil pelaku usaha, bukan oleh
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kecanggihan teknologi semata, sehingga pendekatan bertahap
dan kontekstual lebih efektif dibandingkan lompatan teknologi
yang terlalu jauh dari kemampuan operasional pelaku usaha.
Kedua, kepercayaan komunitas berbasis reputasi etika bisnis
tetap menjadi aset pemasaran yang sangat berharga bagi
UMKM syariah, bahkan di era digital, sehingga strategi
pemasaran digital idealnya memperkuat, bukan menggantikan,
modal sosial yang telah terbangun secara konvensional.
Ketiga, krisis dapat menjadi katalis transformasi digital yang
efektif apabila pelaku usaha memiliki fleksibilitas dan
dukungan pendampingan yang memadai, sebagaimana
ditunjukkan pengalaman adaptasi UMKM syariah pada masa
pandemi. Keempat, sinergi antara pembiayaan syariah, literasi
keuangan, dan pelatihan pemasaran digital menghasilkan
dampak pemberdayaan yang lebih menyeluruh dibandingkan
intervensi tunggal pada salah satu aspek saja (Daud &
Sarmiati, 2023).

5. Evaluasi Dampak Program Pendampingan terhadap
Kinerja Pemasaran UMKM

Evaluasi terhadap berbagai program pendampingan
UMKM syariah yang telah berjalan menunjukkan bahwa
dampak terhadap kinerja pemasaran sangat bervariasi
tergantung desain program, dengan program yang
menyediakan pendampingan berkelanjutan pasca pelatihan
menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan
program pelatihan satu kali tanpa tindak lanjut. Pelaku UMKM
yang menerima pendampingan berkelanjutan, mencakup sesi
evaluasi berkala dan bantuan pemecahan masalah teknis yang
muncul selama implementasi, menunjukkan tingkat
keberlanjutan adopsi teknologi pemasaran digital yang jauh
lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha yang hanya menerima
pelatihan awal tanpa pendampingan lanjutan, mengingat
tantangan teknis dan kepercayaan diri dalam mengoperasikan
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teknologi baru seringkali baru muncul setelah pelatihan formal
berakhir dan pelaku usaha mulai mempraktikkan secara
mandiri (Innocento & Safitri, 2024).

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi
perancangan kebijakan pemberdayaan UMKM syariah ke
depan, yaitu bahwa alokasi anggaran program semestinya
tidak hanya difokuskan pada penyelenggaraan pelatihan awal,
tetapi juga secara proporsional dialokasikan untuk mekanisme
pendampingan lanjutan, baik melalui kunjungan lapangan
berkala, layanan konsultasi daring, maupun pembentukan
kelompok belajar sesama pelaku usaha yang dapat saling
mendukung pascapelatihan formal berakhir, guna memastikan
investasi pemberdayaan menghasilkan dampak jangka
panjang yang berkelanjutan, bukan sekadar peningkatan
pengetahuan sesaat yang tidak tertransformasi menjadi
perubahan praktik bisnis yang nyata (Igbal et al., 2025).

ANALISIS PERBANDINGAN ANTAR PRAKTIK

1. Kerangka Analisis

Analisis antarpraktik membantu melihat pola penerapan
pemasaran syariah pada berbagai sektor. Perbandingan dapat
dilakukan melalui aspek nilai yang digunakan, model layanan,
strategi  komunikasi, pemanfaatan teknologi, pengelolaan
risiko, dan hasil yang dicapai (Biesriani et al., 2025; Zulfa &
Stiawan, 2025).

2. Perbandingan Orientasi Nilai Syariah

Pada dimensi orientasi nilai syariah, perbankan syariah
dan pemasaran digital berbasis syariah cenderung
menonjolkan aspek kepatuhan formal terhadap akad dan
larangan riba sebagai proposisi nilai utama, mengingat produk
yang dipasarkan bersifat abstrak dan memerlukan penjelasan
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konseptual yang jelas mengenai perbedaannya dari produk
konvensional. Sebaliknya, produk konsumsi halal dan UMKM
syariah lebih menonjolkan aspek kepatuhan material yang
lebih mudah diverifikasi secara indrawi, yaitu status halal
bahan dan proses produksi, sehingga komunikasi nilai syariah
pada dua sektor ini cenderung lebih konkret dan langsung
dipahami konsumen dibandingkan konsep akad keuangan
yang lebih abstrak. Perbedaan karakter objek pemasaran ini
menuntut pendekatan edukasi konsumen yang berbeda pula, di
mana sektor keuangan syariah memerlukan investasi edukasi
yang jauh lebih intensif dibandingkan sektor pangan dan
konsumsi halal (Muti & Fathurohman, 2023).

Meskipun demikian, keempat sektor menunjukkan
kesamaan pola dalam hal pergeseran menuju konsumerisme
etis yang lebih luas, di mana nilai syariah semakin
dikomunikasikan berdampingan dengan nilai universal seperti
keberlanjutan, transparansi, dan konsumsi bertanggung jawab.
Pergeseran ini mengindikasikan bahwa batas antara pemasaran
berbasis syariah dan pemasaran etis arus utama semakin cair,
sebuah tren yang membuka peluang perluasan pasar
melampaui segmen konsumen muslim, namun pada saat yang
sama menuntut kewaspadaan agar otentisitas nilai syariah
tidak tereduksi menjadi sekadar strategi pencitraan tanpa
substansi keislaman yang mendalam (Nasution et al., 2022).

3. Perbandingan Saluran Pemasaran dan Tingkat
Digitalisasi

Tingkat adopsi digitalisasi antarsektor menunjukkan
pola yang berkorelasi erat dengan skala usaha dan ketersediaan
sumber daya. Perbankan syariah korporasi besar telah
mencapai tingkat digitalisasi paling matang, dengan integrasi
menyeluruh antara aplikasi mobile banking, media sosial
korporat, dan sistem manajemen hubungan pelanggan berbasis
data. Sektor produk konsumsi halal menunjukkan tingkat
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digitalisasi yang bervariasi tergantung skala produsen, dengan
merek besar telah mengadopsi teknologi ketertelusuran
berbasis blockchain sementara produsen skala kecil masih
mengandalkan platform ecommerce umum tanpa fitur
verifikasi halal khusus. Sektor pemasaran digital sebagai ranah
tersendiri secara alami memiliki tingkat kematangan digital
tertinggi karena digitalisasi merupakan inti dari sektor ini
sendiri, namun tantangan etis dan regulasi yang dihadapinya
justru paling kompleks dibandingkan sektor lain. Sementara
itu, UMKM syariah menunjukkan tingkat digitalisasi paling
beragam, mulai dari usaha yang telah sepenuhnya bertransaksi
digital hingga usaha yang masih sepenuhnya bergantung pada
metode konvensional (Nur, 2023).

Pola ini menegaskan bahwa kesenjangan digital (digital
divide) merupakan tantangan lintas sektor yang memerlukan
strategi mitigasi berbeda pada setiap tingkatan. Pada tingkat
korporasi besar, tantangan utama bukan lagi akses teknologi
melainkan optimalisasi dan keamanan data. Pada tingkat
UMKM, tantangan utama justru masih berada pada akses dasar
dan literasi penggunaan teknologi pemasaran digital.
Implikasinya, kebijakan pengembangan ekonomi syariah
nasional perlu merancang intervensi yang terdiferensiasi
sesuai tingkat kematangan digital masing-masing segmen
pelaku usaha, bukan menerapkan pendekatan seragam yang
mengasumsikan kapasitas yang sama di seluruh skala usaha
(Puspa, 2023).

4. Perbandingan Kapasitas Usaha dan Model
Pembiayaan Pemasaran

Dari sisi Kapasitas Usaha, perbankan syariah dan
produsen halal berskala besar memiliki anggaran pemasaran
khusus yang memungkinkan investasi pada riset pasar,
produksi konten berkualitas tinggi, dan kampanye berskala
nasional bahkan internasional. Sebaliknya, UMKM syariah
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pada umumnya tidak memiliki anggaran pemasaran terpisah
dan mengandalkan kombinasi modal sendiri, pembiayaan
mikro syariah, serta kreativitas dalam memanfaatkan kanal
pemasaran berbiaya rendah seperti media sosial organik.
Kesenjangan sumber daya ini menciptakan ketimpangan
kapasitas kompetitif yang signifikan, di mana UMKM syariah,
meskipun secara jumlah mendominasi struktur ekonomi
syariah nasional, seringkali kalah bersaing dalam hal
visibilitas pemasaran dibandingkan pemain besar yang
memiliki sumber daya jauh lebih memadai (Rahmah & Idris,
2025).

Fintech syariah dan platform pembiayaan digital mulai
berperan sebagai penyeimbang kesenjangan ini dengan
menyediakan akses modal tambahan bagi UMKM untuk
aktivitas pemasaran, sebagaimana tergambar dalam uraian
sebelumnya. Namun demikian, ketersediaan pembiayaan
semata belum cukup tanpa diiringi peningkatan literasi dan
keterampilan pemasaran, sehingga pendekatan yang paling
efektif adalah kombinasi antara akses pembiayaan dan
program pendampingan kapasitas secara simultan, sebuah
pola yang konsisten ditemukan pada praktik UMKM yang
berhasil bertransformasi secara digital (Rahmawati et al.,

2024).

5. Perbandingan Tantangan Struktural Lintas Sektor

Meskipun keempat sektor memiliki karakteristik
berbeda, terdapat sejumlah tantangan struktural yang bersifat
lintas sektor dan memerlukan penanganan pada tingkat
kebijakan makro. Pertama, rendahnya literasi ekonomi syariah
masyarakat secara umum menjadi hambatan bersama yang
membatasi efektivitas pemasaran di seluruh sektor, karena
konsumen yang tidak memahami prinsip dasar ekonomi
syariah akan kesulitan mengapresiasi proposisi nilai yang
ditawarkan, apa pun sektornya. Kedua, belum optimalnya
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harmonisasi standar dan pengakuan sertifikasi, baik dalam
konteks sertifikasi halal produk maupun standardisasi
kepatuhan syariah pada produk keuangan dan konten digital,
menciptakan ketidakpastian yang menghambat ekspansi pasar,
khususnya ke tingkat internasional (Ramadhani et al., 2024).

Kesenjangan kapasitas sumber daya manusia dalam hal
kompetensi digital sekaligus literasi syariah menjadi hambatan
bersama di seluruh sektor, karena tenaga kerja yang
memahami pemasaran digital secara teknis belum tentu
memahami nuansa kepatuhan syariah secara mendalam, dan
sebaliknya, sehingga kebutuhan akan talenta hibrida yang
menguasai kedua bidang sekaligus menjadi semakin
mendesak. Keempat, fragmentasi ekosistem pendukung, di
mana lembaga keuangan syariah, produsen halal, platform
digital, dan UMKM syariah masih beroperasi secara relatif
terpisah tanpa sinergi yang optimal, membatasi potensi efek
jaringan (network effect) yang semestinya dapat memperkuat
daya saing ekonomi syariah nasional secara keseluruhan
apabila keempat elemen tersebut terintegrasi lebih erat (Riddo,
2022).

6. Implikasi Strategis

Analisis perbandingan menyeluruh ini menghasilkan
sejumlah implikasi strategis bagi pengembangan pemasaran
ekonomi syariah nasional secara terintegrasi. Pertama,
diperlukan penguatan literasi ekonomi syariah lintas sektor
secara masif dan berkelanjutan sebagai fondasi bersama yang
akan meningkatkan efektivitas pemasaran di seluruh sektor
secara simultan, mengingat literasi yang rendah menjadi
hambatan struktural yang dihadapi bersama oleh perbankan
syariah, produsen halal, pelaku pemasaran digital, maupun
UMKM syariah.

Kedua, perlu dibangun ekosistem kolaborasi lintas
sektor yang lebih terintegrasi, di mana lembaga keuangan
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syariah, produsen halal, platform digital, dan UMKM syariah
saling terhubung dalam rantai nilai yang koheren, misalnya
melalui skema pembiayaan bank syariah yang secara khusus
menyasar produsen halal bersertifikat yang memasarkan
produknya melalui platform e-commerce  halal binaan
bersama (Rosario, 2023).

Ketiga, kebijakan pengembangan kapasitas
usahaekonomi syariah perlu secara eksplisit menyasar
pembentukan talenta hibrida yang menguasai kompetensi
digital sekaligus literasi syariah mendalam, mengingat
kelangkaan talenta semacam ini menjadi hambatan bersama di
seluruh sektor yang dibahas.

Keempat, replikasi pola keberhasilan lintas sektor,
khususnya pendekatan hibrida konvensional-digital dan
pelibatan komunitas sebagai mitra pemasaran aktif, perlu
didorong secara sistematis melalui program percontohan dan
pertukaran praktik baik antarsektor, sehingga pembelajaran
yang telah terbukti berhasil pada satu sektor dapat diadaptasi
secara kontekstual oleh sektor lain tanpa harus mengulang
proses uji coba dari awal.

Kelima, harmonisasi standar dan sertifikasi, baik pada
tingkat domestik maupun internasional, perlu terus diperkuat
sebagai prasyarat bagi ekspansi pasar ekonomi syariah
nasional ke tingkat global, mengingat keunggulan demografis
populasi muslim terbesar dunia belum sepenuhnya terkonversi
menjadi keunggulan kompetitif pasar internasional tanpa
dukungan kerangka standar yang kredibel dan diakui secara
lintas negara (Rozan & Julijanto, 2026).
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F. PEMBELAJARAN DARI PENERAPAN PEMASARAN
SYARIAH

1. Kerangka Pembelajaran Antarsektor

Beragam praktik pemasaran syariah menunjukkan
bahwa nilai etis akan lebih efektif ketika diterjemahkan ke
dalam prosedur kerja, standar layanan, dan ukuran kinerja.
Pembelajaran antarsektor perlu digunakan untuk menguatkan
strategi yang realistis, kontekstual, dan dapat diterapkan secara
berkelanjutan (Biesriani et al., 2025; Zulfa & Stiawan, 2025).

Refleksi terhadap keempat kasus menunjukkan bahwa
keberhasilan maupun kegagalan penerapan pemasaran syariah
pada dasarnya tidak ditentukan oleh besar-kecilnya skala
usaha semata, melainkan oleh sejauh mana nilai syariah benar-
benar terinternalisasi ke dalam sistem kerja organisasi, bukan
sekadar menjadi label yang ditempelkan pada strategi promosi.
Bank berskala nasional dapat gagal membangun kepercayaan
apabila edukasi nisbah bagi hasil tidak dilakukan secara
konsisten, sebagaimana halnya usaha mikro dapat kehilangan
reputasi apabila sekali saja mengabaikan prinsip kejujuran
dalam penetapan harga( Nadhifah et al., 2026).

2. Praktik Baik yang Dapat Diteladani

Pembelajaran pertama yang dapat ditarik dari keempat
praktik adalah bahwa konsistensi narasi nilai syariah pada
seluruh titik kontak dengan konsumen terbukti menjadi modal
kepercayaan yang paling menentukan keberlangsungan usaha,
jauh melampaui pengaruh anggaran promosi maupun
kecanggihan teknologi yang digunakan. Pada kasus BSI KCP
Muaro Bungo, kepercayaan nasabah usaha mikro tidak
dibangun melalui kampanye pemasaran yang masif,
melainkan melalui  konsistensi penerapan akad dan
pendampingan yang berkelanjutan, sehingga nasabah
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merasakan langsung keselarasan antara janji akad dan
pengalaman pembiayaan yang mereka terima. Pola serupa juga
tampak pada Café Hiray, yang membangun kepercayaan
konsumen justru dari konsistensi menjaga kehalalan bahan
baku dan kewajaran harga dari waktu ke waktu, bukan dari
klaim sesaat di media sosial. Temuan ini memperkuat argumen
bahwa dalam pemasaran syariah, konsistensi sesungguhnya
berfungsi sebagai mekanisme pembuktian atas klaim nilai
yang disampaikan, sehingga kredibilitas merek syariah lebih
banyak dibangun melalui pengalaman berulang ketimbang
melalui komunikasi persuasif satu arah (Hartono et al., 2025).

Pembelajaran kedua berkaitan dengan efektivitas
pendekatan hibrida yang memadukan kekuatan relasi
konvensional berbasis interaksi personal dengan jangkauan
pemasaran digital (Kusumawati et al., 2026). Wardah
Kosmetik menunjukkan bahwa kedekatan emosional yang
dibangun melalui kolaborasi dengan komunitas hijabers dan
keterlibatan dalam ajang mode Muslim tetap menjadi fondasi
loyalitas konsumen, sementara kanal digital berfungsi
memperluas jangkauan tanpa menggantikan fondasi tersebut
(Mashadi, 2025) Hal yang sama berlaku pada Café Hiray, yang
memanfaatkan Instagram dan TikTok untuk memperluas
pasar, namun tetap mengandalkan interaksi langsung dan
reputasi lokal sebagai basis kepercayaan awal pelanggan. Pola
ini menegaskan sebuah prinsip yang relevan bagi seluruh
pelaku usaha syariah lintas skala, yaitu bahwa digitalisasi
pemasaran syariah akan memberikan hasil optimal apabila
diposisikan sebagai pengganda jangkauan atas kepercayaan
yang telah terbangun secara konvensional, bukan sebagai
substitusi tunggal atasnya (Firdaus, 2023).

Pembelajaran ketiga adalah peran sentral komunitas
sebagai mitra pemasaran aktif, bukan sekadar target pasar
pasif. LinkAja Syariah memperlihatkan bahwa dukungan
konsorsium bank milik negara serta pemanfaatan jaringan
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merchant yang telah terjamin kehalalannya menciptakan efek
jaringan yang memperkuat adopsi layanan secara organik,
sementara Café Hiray memperlihatkan bagaimana jaringan
komunitas keagamaan lokal berfungsi sebagai basis pelanggan
awal yang jauh lebih murah biaya akuisisinya dibandingkan
kanal pemasaran berbayar. Kombinasi antara pembelajaran
pertama, kedua, dan ketiga ini menegaskan bahwa
keberhasilan pemasaran syariah, terlepas dari skala usahanya,
senantiasa bertumpu pada tiga pilar yang saling menguatkan,
yaitu  konsistensi  nilai, keseimbangan  pendekatan
konvensional-digital, dan pemberdayaan komunitas sebagai
mitra, bukan sekadar objek pemasaran (Hartono et al., 2025).

3. Keterbatasan yang Perlu Diantisipasi

Di balik pola keberhasilan tersebut, pembacaan kritis
terhadap keempat praktik juga memperlihatkan sejumlah
kelemahan struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan
dan berpotensi mengancam keberlanjutan pemasaran syariah
apabila dibiarkan tanpa intervensi. Kelemahan pertama adalah
ketimpangan kapasitas sumber daya antarpelaku usaha yang
menciptakan kesenjangan visibilitas pemasaran yang sangat
lebar. Wardah Kosmetik dan BSI mampu mengalokasikan
anggaran riset pasar dan produksi konten berkualitas tinggi
secara berkelanjutan, sementara Café Hiray sebagai
representasi UMKM mengandalkan kreativitas dan biaya
rendah untuk mempertahankan eksistensinya di ranah digital.
Ketimpangan semacam ini bukan sekadar persoalan teknis,
melainkan berpotensi memperlebar kesenjangan struktural
antara pelaku usaha syariah skala besar dan skala mikro,
sehingga narasi keberhasilan ekonomi syariah nasional dapat
menjadi bias terhadap capaian korporasi besar semata,
sementara realitas mayoritas pelaku usaha syariah yang
berskala mikro dan kecil kurang mendapat sorotan yang
proporsional (Muslihun, 2024).
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Kelemahan kedua terletak pada kerapuhan mekanisme
pengawasan kepatuhan syariah pada ranah pemasaran digital,
sebuah wilayah yang relatif baru dan belum memiliki kerangka
verifikasi sekuat pengawasan pada produk keuangan maupun
sertifikasi halal produk fisik. Penerapan LinkAja Syariah,
ketika dibaca berdampingan dengan tantangan etis pemasaran
digital syariah memperlihatkan bahwa keberhasilan sebuah
platform digital syariah pada dasarnya masih sangat
bergantung pada reputasi dan kredibilitas institusi
pendukungnya, bukan pada mekanisme audit kepatuhan
syariah yang independen dan terstandardisasi untuk konten
pemasaran digital itu sendiri. Ketiadaan kerangka pengawasan
yang komprehensif terhadap klaim kepatuhan syariah pada
iklan digital, algoritma penargetan, maupun konten yang
dihasilkan oleh pemengaruh (influencer) menciptakan celah
yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha yang tidak bertanggung
jawab untuk mengklaim kepatuhan syariah tanpa verifikasi
yang memadai (Muslihun, 2024).

Kelemahan ketiga adalah ketergantungan sebagian
keberhasilan kasus pada figur pendiri atau institusi pendukung
yang kuat, sehingga keberlanjutannya rentan apabila terjadi
pergantian kepemimpinan atau perubahan dukungan
kelembagaan. Kisah Wardah Kosmetik, misalnya, tidak dapat
dilepaskan dari visi jangka panjang pendirinya, sementara
keberhasilan LinkAja Syariah turut ditopang oleh konsorsium
bank milik negara. Pola ketergantungan semacam ini
menimbulkan pertanyaan reflektif mengenai sejauh mana
nilai-nilai syariah telah terinstitusionalisasi ke dalam sistem
manajemen dan budaya organisasi secara menyeluruh,
dibandingkan sekadar menjadi visi personal figur tertentu
yang keberlanjutannya tidak dapat dijamin sepenuhnya oleh
sistem yang melembaga.
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4. Kesenjangan antara Konsep dan Penerapan

Analisis lintas praktik juga mengungkap sejumlah
kesenjangan yang nyata antara idealisasi konseptual
pemasaran syariah, sebagaimana dirumuskan dalam kerangka
bauran pemasaran tujuh unsur maupun prinsip rabbaniyah,
akhlaqiyyah, al-waqiiyyah, dan insaniyyah, dengan realitas
operasional yang dihadapi pelaku usaha di lapangan.
Kesenjangan pertama muncul pada level edukasi pasar. Teori
pemasaran syariah menempatkan edukasi konsumen sebagai
elemen strategis yang setara pentingnya dengan produk itu
sendiri, khususnya untuk produk keuangan yang bersifat
abstrak, namun dalam praktiknya edukasi tersebut kerap
direduksi menjadi materi promosi singkat yang lebih
menekankan aspek komersial dibandingkan pemahaman
konseptual yang mendalam tentang perbedaan akad syariah
dan sistem konvensional. Akibatnya, sebagaimana ditemukan
pada penerapan di BSI KCP Muaro Bungo, rendahnya literasi
keuangan syariah tetap menjadi hambatan struktural meskipun
bank telah beroperasi bertahun-tahun di wilayah tersebut, yang
mengindikasikan bahwa pendekatan edukasi yang diterapkan
belum sepenuhnya efektif menjangkau akar persoalan literasi
(Wiraguna & Effendy, 2024).

Kesenjangan kedua adalah kecenderungan reduksi nilai
syariah menjadi sekadar simbol pemasaran, sebuah risiko yang
dalam literatur kontemporer mulai dikenal sebagai gejala
islamic-washing, yaitu penggunaan atribut dan simbol
keislaman sebagai strategi diferensiasi pasar tanpa disertai
komitmen substansial terhadap keseluruhan rantai nilai
syariah. Uraian praktik produk halal pada subbab B telah
menegaskan bahwa klaim halal yang kuat menuntut integritas
menyeluruh mulai dari bahan baku hingga titik penjualan,
namun dalam praktik pasar yang lebih luas di luar kasus yang
dibahas, tidak sedikit pelaku usaha yang memanfaatkan
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simbol-simbol keislaman secara dangkal tanpa membangun
sistem jaminan halal yang memadai di baliknya. Kesenjangan
ini menjadi lebih rumit pada ranah pemasaran digital, di mana
klaim kepatuhan syariah jauh lebih mudah disampaikan
melalui konten visual dan naratif dibandingkan dibuktikan
secara substansial (Aslamah et al., 2026).

Kesenjangan ketiga bersifat metodologis, yaitu belum
tersedianya instrumen pengukuran yang mapan untuk menilai
sejauh mana sebuah strategi pemasaran benar-benar selaras
dengan maqashid syariah, khususnya dalam melindungi
kepentingan konsumen atas akal (hifz al-aql) dari manipulasi
psikologis pemasaran digital dan kepentingan atas harta (hifz
al-mal) dari eksploitasi harga maupun konsumsi berlebihan.
Literatur konseptual pada Bab I sampai dengan V telah
menguraikan kerangka normatif maqashid syariah secara
memadai, namun keempat  praktik = yang dibahas
memperlihatkan bahwa penerapan kerangka tersebut di
lapangan masih bersifat intuitif dan berbasis kepatuhan formal
terhadap akad, belum berkembang menjadi instrumen evaluasi
kinerja pemasaran yang terukur dan dapat diaudit secara
sistematis (Srisusilawati et al., 2022).

G. REKOMENDASI PENGEMBANGAN PRAKTIK
PEMASARAN SYARIAH

1. Rekomendasi bagi Perbankan Syariah

Rekomendasi penguatan pemasaran syariah perlu
disusun berdasarkan kebutuhan organisasi, karakter pasar, dan
kesiapan sumber daya. Langkah yang dipilih sebaiknya
menggabungkan penguatan nilai, peningkatan mutu layanan,
pemanfaatan teknologi, dan evaluasi berkala atas dampaknya
(Biesriani et al., 2025; Hidayat & Yunus, 2025).

Kedua, mengingat kesenjangan literasi yang tetap
menjadi hambatan struktural meskipun sudah lama beroperasi
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di suatu wilayah, perbankan syariah direkomendasikan untuk
mengalihkan sebagian anggaran promosi konvensional ke arah
program edukasi berbasis komunitas yang lebih intensif dan
berjangka panjang, bukan sekadar kegiatan seremonial
berskala kecil. Kolaborasi dengan lembaga keagamaan lokal,
sebagaimana ditunjukkan oleh inisiatif otoritas jasa keuangan
yang memanfaatkan peran masjid sebagai pusat edukasi
keuangan syariah, dapat direplikasi oleh bank syariah pada
level cabang untuk menjangkau segmen masyarakat yang
selama ini kurang terpapar informasi keuangan syariah secara
memadai

Ketiga, dalam rangka memperkuat aspek magashid
syariah pada level operasional, bank syariah
direkomendasikan untuk mengembangkan indeks kepatuhan
pemasaran berbasis maqashid sebagai pelengkap indeks
kinerja keuangan konvensional yang selama ini digunakan,
mencakup indikator seperti tingkat transparansi informasi
akad, kesesuaian klaim promosi dengan pengalaman aktual
nasabah, dan efektivitas program edukasi. Instrumen semacam
ini akan membantu Dewan Pengawas Syariah menjalankan
fungsi pengawasannya tidak hanya pada aspek kepatuhan
produk, tetapi juga pada aspek kepatuhan komunikasi
pemasaran, sebuah area yang selama ini relatif kurang
tersentuh pengawasan formal (Srisusilawati et al., 2022).

2. Rekomendasi bagi Pelaku Industri Halal

Pertama, produsen halal berskala besar
direkomendasikan untuk mempercepat adopsi teknologi
ketertelusuran rantai nilai halal secara lebih inklusif, tidak
hanya untuk kepentingan diferensiasi kompetitif merek besar
semata, tetapi juga dengan membuka ak ses teknologi tersebut
kepada produsen skala menengah melalui skema kemitraan
atau  konsorsium  industri, mengingat kemampuan
menyediakan halal traceability yang transparan telah terbukti
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menjadi diferensiasi pasar yang kuat sebagaimana ditunjukkan
pada praktik Wardah Kosmetik. Kedua, pelaku industri halal
direckomendasikan untuk memperkuat narasi pemasaran
berbasis nilai holistik halalan thayyiban yang tidak hanya
menonjolkan status kehalalan formal, tetapi juga aspek
kualitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan, sehingga produk
halal dapat mempertahankan daya tariknya baik bagi
konsumen muslim maupun konsumen nonmuslim yang
semakin memperhatikan nilai konsumsi etis secara umum
(Hartono et al., 2025).

Ketiga, khusus bagi pelaku usaha berskala kecil dan
menengah pada sektor halal, rekomendasi paling mendesak
berkaitan dengan penyederhanaan lebih lanjut proses
sertifikasi halal melalui jalur self declare, mengingat kajian
terkini masih menemukan bahwa biaya dan kompleksitas
administratif tetap menjadi kendala utama bagi pelaku usaha
kecil meskipun skema tersebut secara prinsip telah dirancang
untuk meringankan beban mereka (Ariska et al., 2024).
Pendampingan Proses Produk Halal perlu diperkuat tidak
hanya pada tahap pengurusan dokumen, tetapi juga pada tahap
pascasertifikasi, agar status halal yang telah diperoleh benar-
benar dikomunikasikan secara efektif dalam strategi
pemasaran pelaku usaha, bukan sekadar menjadi kelengkapan
administratif yang tidak dioptimalkan nilai komersialnya
(Hasan & Jailani, 2024).

3. Rekomendasi bagi UMKM Syariah

Pertama, sejalan dengan temuan bahwa UMKM syariah
paling banyak mengandalkan kepercayaan komunitas sebagai
modal pemasaran utama sebagaimana tergambar dalam
praktik Café Hiray, program pemberdayaan UMKM syariah
direkomendasikan untuk secara eksplisit memasukkan modul
penguatan reputasi berbasis komunitas ke dalam kurikulum
pendampingan, bukan hanya berfokus pada pelatihan teknis
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pemasaran digital semata. Kedua, mengingat keterbatasan
sumber daya manusia dan sistem kontrol formal menjadi
beban tersendiri dalam menjaga konsistensi kehalalan bahan
baku secara berkelanjutan, UMKM syariah direkomendasikan
untuk mengadopsi sistem pengawasan mutu sederhana namun
terdokumentasi, misalnya melalui pencatatan asal pemasok
dan penerapan sistem first in first out secara konsisten, sebagai
fondasi minimal sebelum melangkah ke sertifikasi yang lebih
formal (Wahyuni et al., 2026).

Ketiga, dalam menghadapi persaingan harga yang ketat,
UMKM syariah direkomendasikan untuk mengomunikasikan
secara eksplisit filosofi fas’ir al-‘adl atau harga yang adil
kepada konsumen sebagai bagian dari narasi pemasaran,
sehingga konsumen memahami bahwa harga yang ditetapkan
bukan sekadar strategi bisnis, melainkan cerminan komitmen
etis pelaku usaha, sebuah pendekatan yang dapat memperkuat
loyalitas pelanggan sekaligus mengurangi tekanan untuk
terlibat dalam persaingan harga yang tidak sehat. Keempat,
program pendampingan literasi keuangan dan pemasaran
digital syariah bagi UMKM perlu dirancang secara berjenjang
dan Dberkelanjutan, dilengkapi pendampingan lanjutan
pascapelatihan, mengingat peningkatan pengetahuan sesaat
tanpa pendampingan lanjutan terbukti kurang efektif
bertransformasi menjadi perubahan praktik bisnis yang nyata
(Trimulato et al., 2022).

4. Rekomendasi bagi Pelaku Pemasaran Digital Syariah

Pertama, pelaku usaha dan agensi yang mengelola
pemasaran  digital syariah  direkomendasikan  untuk
mengembangkan pedoman internal kepatuhan konten yang
secara eksplisit mengatur batasan penggunaan urgensi palsu,
klaim berlebihan, dan pengungkapan hubungan komersial
dengan pemengaruh, sebagai bentuk kepatuhan sukarela yang
dapat menjadi standar praktik baik sebelum regulasi formal
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tersedia secara memadai. Kedua, mengingat algoritma
penargetan iklan berpotensi menciptakan gelembung
informasi yang mempersempit paparan edukasi ekonomi
syariah, platform dan pelaku pemasaran  digital
direkomendasikan untuk secara sengaja merancang strategi
distribusi konten edukatif yang menjangkau audiens di luar
gelembung preferensi historis mereka, misalnya melalui
kolaborasi lintas komunitas dan pemanfaatan format konten
yang lebih inklusif (Muslihun, 2024).

Ketiga, bagi pelaku usaha kecil yang menghadapi
kesenjangan kapasitas digital, direkomendasikan
pengembangan pusat layanan bersama atau shared service
center pemasaran digital syariah pada tingkat kawasan atau
asosiasi pelaku usaha, sehingga biaya produksi konten
berkualitas dan pengelolaan platform digital dapat ditanggung
bersama, mengurangi ketimpangan kapasitas dibandingkan
apabila setiap pelaku usaha kecil harus membangun kapasitas
digital secara mandiri. Keempat, mengingat kelangkaan
talenta yang menguasai kompetensi digital sekaligus literasi
syariah secara mendalam menjadi hambatan lintas sektor,
lembaga pendidikan tinggi ekonomi syariah
direkomendasikan untuk memperkuat kurikulum yang secara
spesifik memadukan kedua kompetensi tersebut, bukan
mengajarkannya secara terpisah pada program studi yang
berbeda (Wiraguna & Effendy, 2024).

5. Rekomendasi bagi Konsumen

Pertama, konsumen produk dan jasa syariah
direkomendasikan untuk secara aktif meningkatkan literasi
halal dan literasi keuangan syariah secara mandiri, mengingat
kajian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan konsumen
terhadap konsep halalan thayyiban dan mekanisme akad
syariah berkorelasi positif dengan konsistensi perilaku
konsumsi yang selaras dengan nilai keislaman yang mereka
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yakini (Setyowati & Anwar, 2022). Kesenjangan antara nilai
yang diyakini dan praktik konsumsi aktual, yang dalam
literatur dikenal sebagai attitude-behavior gap, sebagian besar
dapat dipersempit melalui peningkatan literasi yang
memungkinkan konsumen membuat keputusan yang benar-
benar selaras dengan keyakinannya, bukan sekadar
dipengaruhi oleh kemudahan atau harga semata (Eka Putra et
al., 2025).

Kedua, konsumen direkomendasikan untuk
mengembangkan sikap kritis terhadap klaim kepatuhan
syariah pada produk dan layanan digital, dengan membiasakan
diri memverifikasi status sertifikasi halal maupun legalitas
kepatuhan syariah suatu lembaga keuangan melalui kanal
resmi, alih-alih semata mengandalkan klaim yang
disampaikan dalam materi promosi. Kebiasaan verifikasi
semacam ini, apabila dilakukan secara kolektif oleh basis
konsumen yang semakin luas, akan menciptakan tekanan pasar
yang mendorong pelaku usaha untuk menjaga integritas klaim
kepatuhan syariah mereka secara lebih serius, sekaligus
memperkecil ruang bagi praktik islamic-washing yang telah
diidentifikasi sebagai salah satu kesenjangan pada subbab
sebelumnya (Setyowati & Anwar).

6. Rekomendasi bagi Pemerintah dan Regulator

Pertama, regulator jasa keuangan dan otoritas jaminan
produk halal direkomendasikan untuk mengembangkan
kerangka pengawasan yang secara spesifik menyasar konten
pemasaran digital berbasis klaim syariah, mengingat ranah ini
saat ini masih berada dalam celah pengawasan antara regulasi
periklanan umum dan regulasi kepatuhan syariah produk.
Pembentukan pedoman teknis mengenai batasan klaim
kepatuhan syariah dalam konten digital, termasuk pengaturan
mengenai  keterbukaan  hubungan komersial ~dengan
pemengaruh, akan melengkapi kerangka regulasi yang selama
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ini lebih berfokus pada produk fisik dan jasa keuangan formal
(Ariska et al., 2024)

Kedua, mengingat kompleksitas dan biaya sertifikasi
halal tetap menjadi hambatan struktural bagi pelaku usaha
kecil meskipun skema self declare telah tersedia, pemerintah
direkomendasikan untuk terus menyederhanakan mekanisme
verifikasi pada jalur tersebut serta memperluas jangkauan
Pendamping Proses Produk Halal hingga ke wilayah yang
selama ini kurang terlayani, sekaligus mengintegrasikan
proses sertifikasi halal dengan program pendampingan
pemasaran, sehingga status halal yang diperoleh UMKM
benar-benar dapat dikonversi menjadi keunggulan kompetitif
di pasar, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif
(Ariska et al., 2024).

Ketiga, mengingat kesenjangan yang lebar antara tingkat
literasi dan tingkat inklusi keuangan syariah nasional,
sebagaimana tercermin dari data yang menunjukkan bahwa
literasi keuangan syariah jauh lebih tinggi dibandingkan
tingkat pemanfaatan produknya, pemerintah dan regulator
direkomendasikan untuk merancang intervensi yang lebih
diarahkan pada konversi pengetahuan menjadi tindakan nyata,
misalnya melalui insentif bagi lembaga keuangan syariah yang
berhasil meningkatkan inklusi pada segmen yang selama ini
kurang terlayani, alih-alih hanya berfokus pada indikator
jumlah peserta program edukasi(Muslihun, 2024).

Keempat, dalam rangka mendukung pemerataan
kapasitas pemasaran lintas skala wusaha, pemerintah
direkomendasikan ~ untuk  memfasilitasi  pembentukan
ekosistem kolaborasi lintas sektor yang menghubungkan
lembaga keuangan syariah, produsen halal, platform digital,
dan UMKM syariah dalam satu rantai nilai yang koheren,
misalnya melalui skema pembiayaan bank syariah yang secara
khusus menyasar produsen halal bersertifikat yang
memasarkan produknya melalui platform e-commerce halal
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binaan bersama, sebagaimana telah diusulkan pada analisis
perbandingan antarpraktik pada subbab E. Kelima,
harmonisasi standar dan pengakuan sertifikasi syariah, baik
pada tingkat domestik maupun internasional, perlu terus
diperkuat sebagai prasyarat mendasar bagi ekspansi
pemasaran syariah nasional ke pasar global, mengingat
keunggulan demografis populasi muslim Indonesia belum
sepenuhnya terkonversi menjadi keunggulan kompetitif tanpa
dukungan kerangka standar yang kredibel dan diakui secara
lintas negara (Eka Putra et al., 2025).
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